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PERNYATAAN TELAH DIREVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Namlea
untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajeman
Pengadilan Negeri Namlea.

Reviu bertujuan untuk memberikan kKeyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
Kineria ini.

Namlea, 24 Februari 2026

Perevin | Pereviu |l

Ghesa anto Hutomao, 5.H. Garin Purna Sanjaya, 5.H.



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025
dapat disusun dengan baik. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban
sekaligus cerminan kinerja Pengadilan Negeri Namlea dalam melaksanakan tugas dan
fungsi pelayanan peradilan sepanjang tahun 2025.

Penyusunan LKjIP ini mengacu pada Surat Sekretanis Mahkamah Agung RI
Momor; 16292/5EK/0T1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 mengenai Penyusunan
dan Penyampaian Dokumen SAKIP. LKjIP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
Peraturan Menteri PANRE NMomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu LkjIP dan Tugas pokok, fungsi, serta
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025.

Laporan ini disajikan sebagai bahan refleksi dan Evaluasi atas Pelaksanaan
Kinerja yang telah dicapai. Kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan,
namun Komitmen untuk terus berbenah dan meningkatkan Kualitas Pelayanan
kepada masyarakat tetap menjadi semangat bersama.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai Kinerja
Pengadilan Negeri Namlea dan menjadi dorongan untuk Peningkatan Kinerja yang
lebih baik di masa mendatang.

Mamlea, 2 Februari 2026
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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun
2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi
pengadilan selama satu tahun. Laporan ini menggambarkan upaya Pengadilan Negeri
Namlea dalam menjalankan visi, misi, serta mencapai sasaran dan target kinerja
yang telah ditetapkan untuk Tahun 2025.

Target kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2025 merupakan bagian dari
perencanaan kinerja yang baru ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan kebijakan
yang berlaku. Penyusunan laporan ini berfokus pada capaian indikator kinerja yang
menjadi acuan pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Namlea sepanjang Tahun
2025. Meskipun kebijakan ini ditetapkan pada tahun berjalan, indikator yang
tersedia sudah dapat diukur di tahun 2025.

Pengadilan Negeri Namlea telah menetapkan 3 Sasaran strategis yang
dijabarkan ke dalam indikator kinerja utama. Capaian terhadap indikator-indikator
tersebut menjadi gambaran umum kinerja Pengadilan Negeri Namlea dan disajikan
secara ringkas dalam bagian selanjutnya.
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Capaian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Negeri Namlea

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi  Capaian

Terwujudnya .1. Persentase penyelesaian
Peradilan yang perkara secara tepat waktu
efektif Transparan, 1.2. Persentase 100% 100% 100%
Akuntabel, penyediaan/pengiriman salinan
Responsive dan putusan tepat waktu oleh
Modern pengadilan tingkat pertama
kepada para pihak
1.3. Persentase pengiriman 100% 100% 100%

pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para
pihak
1.4. Persentase pengiriman salinan 100% 100% 100%
putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi dan PK tepat
waktu oleh pengadilan pengaju
kepada para pihak tepat waktu
1.5. Persentase putusan pengadilan 100% 100% 100%
yang diunggah pada direktori
putusan
1.6. Persentase penyelesaian 95% 0 0
permohonan eksekusi putusan
perdata
1.7. Persentase perkara yang berhasil 55% 50% 90.90%
diselesaikan melalui pendekatan
keadilan restoratif

1.8. Persentase perkara yang berhasil 20% 6.67% 33.35%
diselesaikan melalui mediasi

1.9. Persentase perkara anak yang 50% 0 0
berhasil diselesaikan melalui
diversi

1.10. Persentase perkara perdata 100% 100% 100%

tingkat pertama yang
menggunakan ecourt

1.11. Persentase perkara pidana yang 100% 100% 100%
dilimpahkan secara elektronik (e-
berpadu)

1.12. Persentase layanan perkara 100% 100% 100%

pidana yang diajukan secara
elektronik (e-berpadu)

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 92.42%
Meningkatnya 2.1  Indeks kepuasan pengguna 95% 97.05% 102.15%
Tingkat Keyakinan layanan pengadilan berdasarkan
dan Kepercayaan standar layanan yang ditetapkan
Publik Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il 102.15%
Terwujudnya 3.1. Indeks profesionalitas aparatur 80% 78.21% 97.76%
Manajemen sipil negara (IP ASN) satuan kerja
Peradilan yang pengadilan
transparan dan 3.2. Nilai indikator kinerja 95% 96.13% 101.18%
Profesional pelaksanaan anggaran (IKPA)

satuan kerja pengadilan DIPA
(01)
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3.3. Nilai indikator kinerja 95% 97.82% 102.96%
pelaksanaan anggaran (IKPA)
satuan kerja pengadilan DIPA

(03)

3.4. Nilai Kinerja Perencanaan 80% 100% 125%
Anggaran DIPA (01)

3.5 | Nilai Kinerja Perencanaan 95% 94.83% 99.82%
Anggaran DIPA (03)

3.6. Nilai indikator Pengelolaan Aset 3 3.350 111.66%
(IPA) satuan kerja pengadilan
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il 106.4%

Total Capaian Kinerja Sasaran Strategis I.11.1I 100.32%

Dari hasil Capaian dapat disimpulkan sebagai berikut :

1.

Capaian Sasaran Strategis | “Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel® sebesar 92.42%.

Pada indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan
Perdata, selama tahun pelaporan terdapat 3 permohonan eksekusi putusan
perdata yang diajukan. Namun, hingga akhir tahun pelaporan, seluruh
permohonan tersebut masih dalam proses sehingga belum dapat dicatat
sebagai penyelesaian. Oleh karena itu, capaian indikator ini belum dapat
dihitung pada tahun berjalan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan rata-
rata capaian kinerja.

Sementara itu, pada indikator Persentase Perkara Anak yang Berhasil
Diselesaikan melalui Diversi, pada tahun pelaporan tidak terdapat perkara
anak yang diajukan dan diproses melalui diversi. Dengan kondisi tersebut,
capaian indikator ini belum dapat dihitung dan tidak dimasukkan dalam

perhitungan rata-rata capaian kinerja juga.

. Capaian Sasaran Strategis Il “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan

Kepercayaan Publik ” sebesar 102.15%

. Capaian Sasaran Strategis Il “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang

transparan dan Profesional “sebesar 106.4%.

Secara umum, kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun 2025 sudah

berjalan dengan baik. Dari indikator kinerja utama yang ada, sebagian besar telah

mencapai target, bahkan beberapa di antaranya melampaui target yang ditetapkan.

Walaupun masih terdapat beberapa indikator yang belum tercapai, secara

keseluruhan capaian kinerja tetap menunjukkan hasil yang positif dengan total

capaian sebesar 100.32%. Lebih meningkat dari capaian tahun 2024 sebesar 95.91%

Capaian ini menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar untuk perbaikan kinerja pada

tahun berikutnya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, ditegaskan bahwa:

1. Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik;

2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar;

3. Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk Republik, di mana
penyelenggaraan negara didasarkan pada hukum dan bukan pada kekuasaan

semata.

Selanjutnya, Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh
sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta badan peradilan yang berada di
bawahnya. Ketentuan tersebut diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara

Hukum Republik Indonesia.

Selanjutnya, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun
2009 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah
Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata

Usaha Negara, serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pengadilan Negeri Namlea dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 dan diresmikan secara serentak bersama 85 (delapan
puluh lima) satuan kerja baru pada empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah
Agung pada tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
di Melonguane, Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Pengadilan Negeri

Namlea mulai beroperasi pada tanggal 1 November 2018 dengan wilayah hukum
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meliputi seluruh wilayah Kabupaten Buru sebagai pengadilan tingkat pertama di

bawah Pengadilan Tinggi Ambon.

Pada awal operasional, Pengadilan Negeri Namlea berkantor di eks Gedung
PKK yang berlokasi di Jalan Baru Danau Rana, Jiku Besar, Namlea, dengan status
pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Buru. Pada tanggal 1 Agustus 2022
Pengadilan Negeri Namlea telah menempati gedung kantor baru yang berlokasi di

Jalan Do Bin thalib, Namlea.

Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Namlea secara hirarki
organisatoris dan administratif berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta bertugas dan berwenang

menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Namlea dituntut
untuk bekerja secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan
prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas good governance yang tercantum dalam undang-undang
tersebut adalah asas akuntabilitas, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan serta
hasil akhir penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tersebut diwujudkan antara lain melalui penyusunan Laporan
Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja
juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 disusun sebagai salah
satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Negeri Namlea atas pelaksanaan tugas
dan fungsi selama Tahun 2025 dalam rangka melaksanakan visi dan misi Pengadilan
Negeri Namlea. Laporan Kinerja ini dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk
peningkatan kinerja, serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholder demi

perbaikan kinerja yang berkelanjutan.
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B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Namlea sebagai salah satu badan Peradilan yang
melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima,
memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang
Nomor 8 tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 2 tahun 1986
tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor
49 Tahun 2009 beserta penjelasannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud,
maka Pengadilan Negeri Namlea mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan
menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri
dalam tingkat pertama.

2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan
Jurusita/Jurusita Pengganti dan melakukan pengawasan terhadap jalannya
peradilan di tingkat Pengadilan Negeri serta menjaga agar peradilan
diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

3. Fungsinya Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
serta teguran dan peringatan kepada pejabat structural dan fungsional serta
jajajran staf Pengadilan Negeri Namlea yang berada dibawah binaannya, baik
mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan
pembangunan.

4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi Mediator, yakni sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para
Pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak.
(Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008)

6. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarkan administrasi teknis yang dikelola
oleh Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Hukum dan
Menyelenggarakan Administrasi Umum vyang dikelola oleh Sub Bagian
Perencanaan, Ti dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Keuangan, dan Sub Bagian
Kepegawaian dan Ortala.

7. Fungsi lainnya :

a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi
berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses
yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang

berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal
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C.

52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo.
Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011

tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).

. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-

undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/01/SK/1/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah
Agung RI Nomor 02/SK/SEK/1/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi
Mahkamah Agung Rl Nomor 002/SK/BUA/1/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan
Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat)

lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan uraian tugas Pengadilan Negeri Namlea mengacu pada

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Namlea

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI NAMLEA KELAS I

wmessnees 2 Garts Fungsional
- Garis Strukt
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 20135

tentang Organsasi dan Tata Kerja Kepaniteraan
dan Kewekretariatan Peradilan

SEXRETARIS
|
GRESA AGNANTO MUTOMO SM -—1 HENDRA KESAULYA. SH YONRI C. BATOEK, S.Kom

IMANNUL YAKIN SH

GARIN PURNA SANJAYA, SH m
ANGGA PRATAMA, SH | NIKE GASPERSZ, S.AP l AGLI SAMALLO, SH
- J L . L J PENYUIUN LAPORAN KALANGAN.

FARIDA RAMAYAAN, SE

] T | T
ETLY L LESSHL, SH HILDA RACHEL PEEA, SE. SH ALFREDO S. TITANELUW, SH

FUNGSION
re— l
SURUSITA .‘l.i,( [,r,vw.""(:r‘y..rx. -"..,.‘ ,,-

ANDY KURNIAWAN
Y,
l RIVAL PAIMALY, SH SEBAYA! T RIZQI MAARIF N A md

-.. (UMENTALES HUKU 1 r (TALIS WU - . LIS PERKARA PERADIL S

ISAC SYAM PUTRA PURBA. A Md WA ODE ISNASARL SH

4 -—-—-E——-H. et -

STEVANUS ELISA SAGALA, SH




URAIAN TUGAS

KETUA

Mempunyai tugas sebagai pimpinan Pengadilan, bertanggung jawab atas
terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan
pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dibantu oleh Wakil,
menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan
penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan,
sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan
kepada Panitera Pengadilan.

WAKIL KETUA

Mempunyai tugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan
melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.

HAKIM

Mempunyai tugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas
perkara yang diberikan melaksanakanpembinaan dan mengawasi bidang
hukum, perdata dan pidana tertentu yang ditugaskan kepadanya, dan
melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan
di Pengadilan Negeri Namlea yang ditugaskan kepadanya.

PANITERA

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang bidang teknis
dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan
dengan perkara.

SEKRETARIS

Mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang
administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan
prasarana.

PANMUD
PIDANA

Mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara pidana dan
barang bukti.

PANMUD
PERDATA

Mempunyai tugas melakukan administrasi perkara, mempersiapkan
persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan
dan lain-lain yang berhubungan dengan perkara perdata.

PANMUD
HUKUM

Mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data,
menyajikan statistic perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan
arsip berkas perkara, melakukan administrasi pendaftaran Notaris,
Penasehat Hukum dan badan hukum, administrasi kewarganegaraan,
Balai Harta peninggalan dan administrasi yang berkaitan dengan catatan
sipil dan tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PANITERA
PENGGANTI

Mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat
jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal membuat
penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,
dikeluarkan dari tahanan.

BAGIAN
PERENCANAAN,
IT DAN
PELAPORAN

Mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan
anggaran, pengelolaan dokumen perencanaan dan pelaporan,
pemantauan serta evaluasi program kerja, serta pengelolaan data
statistik peradilan. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab
mengelola sistem IT, termasuk pemeliharaan jaringan, aplikasi peradilan,
website, dan layanan digital, serta memberikan dukungan teknis IT untuk
mendukung kelancaran administrasi dan pelayanan peradilan. Bagian
Perencanaan dan IT juga melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN
DAN ORTALA

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian,
termasuk pengangkatan, mutasi, kenaikan pangkat, penilaian kinerja,
disiplin, dan pengembangan SDM, mengelola data kepegawaian melalui
sistem informasi kepegawaian, menyusun kebutuhan formasi dan
perencanaan SDM, menyelenggarakan pembinaan ortala termasuk
penyusunan pelaporan, analisis jabatan, analisis beban kerja, mengelola
urusan pendidikan dan pelatihan pegawai serta melaksanakan tugas lain
yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAGIAN UMUM
DAN
KEUANGAN

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat
menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi

serta penyusunan laporan.
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D. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Namlea sebagai pengadilan tingkat pertama yang berada di
bawah Pengadilan Tinggi Ambon memiliki peran yang sangat penting dalam
memberikan pelayanan peradilan bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Buru.
Kedekatan secara geografis maupun secara struktural dengan masyarakat
menjadikan Pengadilan Negeri Namlea sebagai institusi terdepan dalam
penyelesaian perkara, pelayanan hukum, dan penegakan keadilan di wilayah

hukumnya.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang
Peradilan Umum, Pengadilan Negeri Namlea memiliki peran strategis sebagai
pengadilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Buru. Pengadilan Negeri Namlea
bertugas mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat
pertama, memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, serta menjamin
terselenggaranya proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain
itu, Pengadilan Negeri Namlea juga melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan,
dan pemberian nasihat hukum kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta,
serta memastikan bahwa penyelenggaraan peradilan di wilayah hukumnya berjalan
secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Selama tahun 2025, Pengadilan Negeri Namlea terus melaksanakan berbagai
kebijakan serta arahan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum. Berbagai upaya tersebut dilakukan sebagai respon
terhadap beragam isu strategis yang muncul dalam penyelenggaraan tugas pokok dan

fungsi Peradilan.

Adapun isu strategis yang menjadi perhatian Pengadilan Negeri Namlea antara

lain sebagai berikut:

1. Peningkatan Manajemen Administrasi Perkara

Dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen administrasi perkara,
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum mengembangkan aplikasi Evaluasi
Implementasi SIPP (EIS), yaitu aplikasi berbasis web yang digunakan untuk
memantau kinerja satuan kerja peradilan umum di seluruh Indonesia. Aplikasi ini
merupakan bagian dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan
digunakan untuk menilai aspek kinerja, kepatuhan, kelengkapan, serta

kesesuaian pelaksanaan administrasi perkara.
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Berdasarkan hasil evaluasi EIS Badilum, implementasi SIPP pada sejumlah
satuan kerja, termasuk dalam wilayah pembinaan, masih memerlukan
peningkatan. Sejalan dengan hal tersebut, pada tahun 2025 Pengadilan Negeri
Namlea berkomitmen untuk memperbaiki kinerja administrasi perkara melalui
langkah-langkah strategis, salah satunya dengan membentuk Tim Pengawasan
SIPP.

Tim ini bertugas untuk :

- Memantau pelaksanaan SIPP dari aspek kinerja, kepatuhan, kelengkapan, dan
kesesuaian;

- Memantau keakuratan serta kualitas data dalam SIPP; dan

- Menjamin implementasi SIPP berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.

. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan peradilan, Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan
Program AMPUH (Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh) sebagaimana
diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor
1692/DJU/SK.OT1.6/X11/2025.

Program AMPUH bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan integritas
aparatur peradilan, menata administrasi perkara, memperbaiki manajemen
pelayanan, serta mengevaluasi penerapan standar pelayanan pada setiap
pengadilan. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Namlea mengikuti Program
AMPUH dan berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan oleh Badilum, memperoleh
Predikat “Unggul”. Capaian ini menjadi dorongan bagi Pengadilan Negeri Namlea
untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan secara

berkelanjutan.

. Peningkatan Sarana Pelayanan Publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan pusat layanan utama bagi
masyarakat dalam memperoleh informasi dan pelayanan administrasi di
pengadilan. Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Namlea terus melakukan
perbaikan sarana dan prasarana PTSP, serta penataan area pelayanan agar lebih

nyaman, aman, mudah diakses, dan mudah diawasi.

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik yang tidak sesuai
dengan prosedur, sekaligus memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada

masyarakat pencari keadilan berjalan secara prima, transparan, dan akuntabel.
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4, Pembangunan Zona Integritas

Pembangunan Zona Integritas merupakan wujud komitmen bersama dalam
mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM). Pengadilan Negeri Namlea secara berkelanjutan memperkuat
langkah-langkah pembangunan Zona Integritas melalui penguatan komitmen
Pimpinan dan seluruh aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik,
pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin, serta mendorong lahirnya

inovasi pelayanan.

Selain itu, Pengadilan Negeri Namlea memastikan setiap layanan dilaksanakan
sesuai dengan prosedur yang berlaku, tanpa diskriminasi maupun penyimpangan.
Pembangunan Zona Integritas menjadi bagian penting dalam menjaga dan

meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

5. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi
melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Dalam rangka meningkatkan implementasi akuntabilitas kinerja, Pengadilan
Negeri Namlea berupaya memperbaiki seluruh tahapan SAKIP, mulai dari

perencanaan, pengukuran, pelaporan, hingga evaluasi kinerja.

Penguatan SAKIP ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program dan
penggunaan anggaran dilaksanakan secara efektif, efisien, serta memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat.

6. Peningkatan Kualitas Pembinaan dan Pengawasan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan unsur penting dalam menjaga kualitas
layanan serta integritas aparatur pengadilan. Bagi Pengadilan Negeri Namlea,
pembinaan dan pengawasan tidak hanya difokuskan pada jumlah temuan, tetapi
lebih menekankan pada penyelesaian dan tindak lanjut atas temuan tersebut.
tanpa adanya tindak lanjut yang memadai, tujuan pengawasan untuk
meningkatkan kinerja dan mencegah penyimpangan tidak akan tercapai. Oleh
karena itu, Pengadilan Negeri Namlea melaksanakan pengawasan secara rutin dan
insidentil, melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, meningkatkan
kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP), serta mendorong

terbentuknya budaya kerja yang disiplin dan bertanggung jawab.
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E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlIP) Pengadilan Negeri Namlea Tahun

2025 disusun dengan sistematikan sebagai berikut :

1. Bab | Pendahuluan
Bab ini berisi gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Namlea serta kondisi
yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, termasuk

permasalahan yang dihadapi selama tahun berjalan.

2. Bab Il Perencanaan Kinerja
Bab ini menguraikan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai dasar pelaksanaan
program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah

ditetapkan.

3. Bab Ill Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja

organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut
dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir ;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika
ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan

pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Pada subbab realisasi anggaran, diuraikan penggunaan anggaran yang

mendukung pencapaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja.
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4, Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan Kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta

langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan

kinerjanya.

Lampiran

Struktur Organisasi

Pohon Kinerja

Indikator Kinerja Utama

Matriks Renstra 2025-2029

IKU SMART

Rencana Kinerja Tahunan 2025
Perjanjian Kinerja Tahunan 2025

Capaian Kinerja 2025

2 N A wDN =

Capaian Kinerja Perbulan 2025

10. Capaian Kinerja Berkala 2025

11. Analisis Efesiensi Anggaran

12. Analisis efesiensi Sumber Daya Manusia
13.Kamus IKU

14. Croscutting

15. Checklist Reviu

16.SK Tim Penyusun LKjLP




BAB Il
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025-2029 merupakan
komitmen bersama dalam menetapkan arah dan target kinerja secara terencana dan
sistematis. Penyusunan rencana strategis ini dilakukan sebagai upaya untuk
memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi melalui penataan internal,
peningkatan kualitas pelaksanaan tugas, serta pengelolaan kebijakan dan peraturan

yang lebih efektif dan efisien.

Rencana Strategis ini disusun untuk memberikan arah yang jelas sekaligus
menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Negeri
Namlea. Seluruh sasaran dan kebijakan yang ditetapkan diselaraskan dengan arah
kebijakan dan program Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, guna mendukung
pencapaian visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Namlea selama periode 2025-
2029.

1. Visi dan Misi
1.1. Visi

Visi Pengadilan Negeri Namlea yaitu : “Terwujudnya Pengadilan Negeri
Namlea yang Agung” Visi ini menggambarkan harapan besar Pengadilan Negeri
Namlea untuk menjadi lembaga peradilan yang benar-benar dipercaya oleh
masyarakat. Melalui visi tersebut, Pengadilan Negeri Namlea bertekad untuk
menjalankan tugas dan fungsinya dengan penuh integritas, memberikan
pelayanan yang adil, profesional, serta memastikan setiap perkara diputus dengan

sebaik-baiknya.
1.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, telah dirumuskan Misi Pengadilan
Negeri Namlea, sesuai misi Mahkamah Agung adalah:
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Namlea
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Namlea
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2. Tujuan
Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Namlea, sebagai berikut :
1. Mewujudkan Pengadilan Negeri Namlea yang Mandiri dalam Memberikan
Pelayanan.
2. Mewujudkan Manajemen Pengadilan Negeri Namlea yang Transparan,
Akuntabel, Modern, dan Profesional serta Berintegritas agar Meningkatkan

Kepercayaan Masyarakat Pengguna Layanan pada Pengadilan Negeri Namlea.

3. Sasaran Strategis

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,

Pengadilan Negeri Namlea menggunakan 3 (tiga) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif, dan
modern.

2. Meningkatnya keyakinan dan kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri
Namlea

3. Terwujudnya Manajemen Pengadilan Negeri Namlea yang transparan dan

professional.

4. Program dan Kegiatan
Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Negeri Namlea
menggunakan Program dan Kegiatan sesuai program dan kegiatan Mahkamah Agung
sebagai berikut :
a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
Indikator Kegiatan : Koordinasi dan Perkara Hukum Perseorangan
Program dan Kegiatan ini mendukung Capaian Indiaktor Kinerja :
+ Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
#+ Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
% Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak
+ Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi
dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak tepat waktu
+ Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
+ Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
+ Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan

restoratif
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+ Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi

+ Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi

+ Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt

+ Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)

+ Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-
berpadu)

+ Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan

yang ditetapkan.

b. Program Dukungan Manajemen
Kegiatan : Dukungan Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding
dan Tingkat Pertama
Indikator Kegiatan : Layanan Dukungan Manajemen internal dan Layanan
Manajemen Kinerja Internal
Program dan Kegiatan ini mendukung Capaian Indiaktor Kinerja :
+ Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan
+ Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
DIPA (01)
+ Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan
DIPA (03)
+ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
+ Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)
+ Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan.




Tabel. 1
Framework Renstra Pengadilan Negeri Namlea

Visi :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Namlea yang Agung

Misi:
Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Namlea
Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Namlea.

A w N =

Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Namlea

Tujuan 1 Tujuan 2

Mewujudkan Manajemen Pengadilan Negeri Namlea yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan
Profesional serta Berintegritas agar Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Pengguna Layanan
pada Pengadilan Negeri Namlea

Mewujudkan Pengadilan Negeri Namlea yang Mandiri dalam Memberikan Pelayanan.

Sasaran

Sasaran Strategis 1 Sasaran Strategis 3

Strategis 2

Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

Meningkatnya
Tingkat Keyakinan
dan Kepercayaan
Publik

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional

Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1 Strategis 2 Strategis 3 Strategis 3 Strategis 3 Strategis 3 Strategis 3 Strategis 3
Indikator 1: Indikator 2 Indikator 3: Indikator 4: Indikator 5 Indikator 6 Indikator 1 : Indikator 1: Indikator 2: Indikator 3: Indikator 4 Indikator 5: Indikator 6
Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Indeks kepuasan Indeks Nilai Nilai Nilai Kinerja  Nilai Kinerja Nilai
penyelesaian penyediaan/  pengiriman pengiriman putusan penyelesaian pengguna layanan profesionalit  indikator indikator Perencanaan Perencanaan indikator
perkara pengiriman pemberitahuan salinan pengadilan permohonan pengadilan as aparatur kinerja kinerja Anggaran Anggaran DIPA  Pengelolaan
secara tepat salinan petikan/amar putusan yang eksekusi berdasarkan sipil negara pelaksanaan  pelaksanaan DIPA (01) (03) Aset (IPA)
waktu putusan putusan tingkat  perkara diunggah putusan standar layanan (IP ASN) anggaran anggaran satuan kerja

tepat waktu  banding, kasasi pidana pada perdata yang ditetapkan satuan kerja (IKPA) (IKPA) satuan pengadilan

oleh dan PK secara tingkat direktori pengadilan satuan kerja  kerja

pengadilan tepat waktu banding, putusan pengadilan pengadilan

tingkat oleh pengadilan  kasasi dan PK DIPA (01) DIPA (03)

pertama pengaju kepada  tepat waktu
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kepada para  para pihak oleh
pihak pengadilan
pengaju
kepada para
pihak tepat
waktu
Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran Sasaran
Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1 Strategis 1
Indikator 7: Indikator 8 Indikator 9 Indikator 10:  Indikator 11 Indikator 12
Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase Persentase
perkara yang perkara perkara anak perkara perkara layanan
berhasil yang yang berhasil perdata pidana yang perkara
diselesaikan berhasil diselesaikan tingkat dilimpahkan pidana yang
melalui diselesaikan  melalui diversi pertamayang secara diajukan
pendekatan melalui menggunakan elektronik (e- secara
keadilan mediasi ecourt berpadu) elektronik (e-
restoratif berpadu)
Program 1 : Program 2 :

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan 1 :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Indikator Kegiatan 1 :

Koordinasi dan Perkara Hukum Perseorangan

Program Dukungan Manajemen

Indikator Kegiatan 1 :

Dukungan Manjemen Administrasi Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
Indiaktor Kegiatan 1 :

Layanan Dukungan Manajemen internal dan Layanan Manajemen Kinerja Internal




5. Pohon Kinerja

Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 menjelaskan bahwa evaluasi
SAKIP dilakukan dengan melihat bagaimana perencanaan dan kinerja organisasi
disusun secara berjenjang. Penjenjangan kinerja adalah proses menyelaraskan
tujuan, indikator, dan target kinerja dari tingkat organisasi sampai ke pegawai, yang

dilakukan melalui mekanisme cascading sebagai cara untuk mencapai hasil kerja.

Gambar 2.
Pohon Kinerja Pengadilan Negeri Namlea

POHON KINERJA
Casceding Akuntabilitas Kinerja

PENGADILAN NEGERI NAMLEA
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6. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025
Beberapa indikator telah ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Namlea yang ditetapkan dengan Surat Keputusan ketua

Pengadilan Negeri Namlea Nomor

105/KPN.W27-U6/SK.RA1.3/X1/2025 tentang

Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Namlea. Berikut kami

sajikan dalam bentuk tabel berikut ini :

Tabel 2

Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Namlea

Ko Kioeth Usime ledtibatoe Zinera Utama [IKU)

Penplasan

Tujunn | : Mewedkan Radan Peradilas yang Nanddf cabes Piyanas den Penegatan Huluns yang berkepastian Seinm can Berkeadihn

1 Yowyjudima 1.1 Persentase peryelesaing parkans scons
Porndisn yung tepat vk
elekill
Irastiperan,
slcunlabel,
responshe dos
modem

1.3 Persernase peryvedsun | peugitinan Safnan

putasan tepat wakiu deh pengadisen
tingkat pestiurmn kepada pars plhak

1. Pereensaee pengriman peosbensaliven
petikan/ mmar putesan tngkst baedog,
Yausaisi dan PR secara topas wake e oledr
pengadinn penpaju epedu g pitek

Jumlnh perkiss yung disclesalkan  x 1007%

Catatas :

1

s

Perhitungem proyelessinn perkars tinghal pontama secure tepat wakiy
yulu pensstsadan peroun sk neadapotkan mmer rogisier hisgm
perkam di minutasi sesai ketsntian peryunme parundang-uniingan;

. Unius perkin yang proses pestangeilanmya telah ditentuzan oles

pestirnn  perendang unéanmn seperti pargeilin tenpgm melalul
media massa dan berkodudkan 4 Woar segen tdak termasek dnkm
pextiliungan dedikated i,

Jumbish perdam yaox discesabkam dengan  periars vang  dans
isel pssuikon (st awatl tahun dan perion vang, masukd,

Jumiah Ferkan Yang Ada = Jumbsh Pedcva Yang Dikeriea Tahen
Beralun Dijaibah Sisa Nerkam Tahue Scbelumaya,

Dasar Hulus @

®

®

Surst Sdarsn Madkaneah \gurg Nomer 2 Tavan 2014 ranggal 13 Vare
2004 entang Propelesans Perkars df Progadile Tingka Petema dan
Tisghat Bamling Podha & {Esgert) Linghungan Prrsdilan

Poraterun Peoandang-untings mau kebijokan terkait yang mengatur
botas wakiu penyelesaan perhirm,

Junlak sasaa petusan yang tersedia/dikirimbkan kepade pars

pibak socam tepat wakty
Junlah perhnre yang dipatus n 100%

Catatan :

Untuk pedoum perdiia wugs pengadian tingent perama, knets
Ghitung seink puinsan ducaphknn sampes dengns tersedamya sdinm
patvsan pade 8P |Sisen Infrmos| Pesgadlan) Pada perkon
Yomvenskonal Akwrung egaang sukiy penyelesuan putusan 14 han
Keria untok perkam palana 7 barl

Pheowgpng  Sumber
(#aah Tata

Mmtera Laparan
Bukne

Lapomn
Taamin

Palters Laporan
Dulanan

lapurnn
Tohusan

2. Kineoa pengriman seinan putusen untul perfem pldana sebagsl
pengadian engkat  pertama  yasg  diEukan  secura
K 1/ ekek isurar  tervasst  dengan  pergelann  sebagal

beriiut ;

4 Kineda peoghetman salisnn putuses tmckedis jumesin ditiiung agek
Pt discapkan sampal dengan silinas ntusan Citesima okeh

pa itk

b Kimegn pregitmon sakman putises Gengan mende peagirssn
defcnmnie dihiung pada Bart dse oyl yeng swoa dengin

PengacITL 10

. Kinega pengirman salinan panusan meinds sz feronton /el
ketiga dihfung swguk paiusan Glucapian sampil demgsn sdsun

purisan deampaikan kegada pars pilak

Jumlal beritak petilan atan amar putusen toghst bandlag,

Panilem Leporr

l-uk'iyu‘ 2 Palnnan
Jumiah petikan atau mee putusan Sanding, kasast den PX yaog @terise i

penpndiian  peageju = 100 % Laporom

Catatus : Tahuoan

Kineix  pembertzhuen I pulusen  gorloim  perchla seturs
)anrensoned ) shektrond /sl terontnl  desgan  panjlisan  scbagal

Derwut

C.

Kineria posherhabean (s putomn melska jususia dibilung sejok
pemborgahuan isl putisar dbecima pengadian pergyu sampal
ditersns olok para plhak;

Rinrjn peabernuhaen il putusan  dengat meode peagima
elekireexk dihpung scjalk pembertinbran  IN putusan  dilerioe
pengadiinn pengaju sastpal dilirtmbas melnlul domist deldsaniz
o pdhnk;

Kinerjn pembertahoan s putusan mefalol suns tercaat /piliak
Ketign pengadisin peagaju sampalkc disrmperkun kepaln s plluk

Kinerju  peogownn  petikan sl putuses  perlurs  pMann o
wonsonsieeal/erictonik/soml  toatal  dengen  pettielamn sehagal
Seriaut

"

Kigerin perginman peskan & petusan nelalel jurusea dibrung
sk petikan Isl putusan diterima pengadilin pengaju snpes
dhie=ima oleh pira piliak;

B



1.4 Porsentawe pengirsman salican putusan
perkard pidaca tagkar danding, kasasi
dan PK tepat waktu okeh pergadilan
Peiigajls kepada pard piliak

1.5 Persentase petusea pengadilan vang
cdiunggah pada direkoos putysas

1.0 Fersentase penyelesuan permehonan

Elesehoast puigsan perdata

LT Prrsenstase periGirn yang berhasi] diselesad
an meladul pendelontan kendilan resiontil

b Kinerps peagiriman petdkan sl punesan dengan messds pergirisas
eiektronde dihitung petikaz is ummlzmwnpdh
Mmpm:rm e camisili dektrond para xhak;

¢, Kireria pongriman petikan i putuswn melalui sural teroetig/ pial
kesign dihitung sefak petidan (& patisan dierisa pergadian
pengain swmpal disampadan kepada pars pihak. JSkocualizan
umuk penrampalaa peilan/is patuses Danding, Kasasl das PR
ursuk para pihak vang berada df kuar negeri melalul prosedur
rogatocl, Parn pitak termasak Peawntat Umum, Terdakea dan
Terpedana Mikurung: dengan vakiu taleransd pengirimarny)

tepat wakty
Jumlah salizas putusas basdlag kasasi dan PK yang diterina peagadiian
pengoju x 100 %

Catatan :
Kinaja pengnman  salman pulusos pdasn oo
i i felohtronilk/ st dcngnwh-ub,chmlnﬂ.

. mmmummmmmmm
putssan diterima oleh pars pehak;

b Kiresfa syinen putusan dengas metode pengirimuan elektrondk
dihirng sejak salinan patusss diverima pregndilin pengaiu sampai
dilcrimkan melnlui domisill elekironik pars pltak;

' Muhmmmwummmmuwmhm
sejuk  sulinan  petusas  diterims  pengadilan  pengigu  sampel

disampadkan kepada para plhak.
4. Pars pivak termasuk penuntut wram, tendakva dan erpidane
Jumish putusan yang telak dimisntasi x 100 %

Catatem 1

Indikater ini bertujuns untuk meaguliuy kepaluhon pengudilen tinglut pertuss
antuk mehkukan angah putesmn pado dirdsosd putesan paling lsmbat pade
sail perkas descaytasd,

Daser Huleum ¢
Surat Keputusan Ketun Mahksvah Agung Nomor 2-144/KMA 2K VI 2022
tentang Stundnr Pelvanan Bularmast Publile 3 Pengaxlitan

Jumlah putusan perdats yang dimobonkas ehsckusi  x 100 %

Catatan !
Permohonan ckscicus yang diselesaikan melipus :
& Bertmsll diaksanakan cksekus
h Dieahur; dan
¢, Dicoret dorf reglsser termasuk non exersatoble

la ) pe
Juzalak perkara yeng memennhl kriterla penenipas peodekatan hesdilas
resteratif x 100 %

Catatan ¢
L. Kinerja penerapan pendeleitas lesdilea restontive dengan ketentuon

& Tindek pidana yang dlakukan merupakan tisdak pidann rigan
Aty kerugian Kochan bermidni tdnk kb dari Kp, 2.500,000,00
(dua juta lima nous riba ruplah) stas tdak kbih dar upad
mirimum proving seempatRinea sallann putusan ditesion
ymudhl::puwu sanpad dikirimkan melalul demisli elekironik
pRra pihak;

b, Tindak pidana menapakan delis aduan;

¢, Tindak pidana dengan ascuman hukuman maksenal 5 (limsa)
Tuhun perjars dakem salah sstu dakwsan, termasuk tindak
PdRNA Snavar MERUrut qanun;

d. Tindnk pidana dengan pelaiou Anok yarg diversinra tdnk ertasil,
Tindak pidana il lintas yang berug kejshatan.

2 memmmmuwmu

0, Korban atay tedakwi menolak untuk melakukan perfasaian;

b. Terdapat relnsd keuesa)

Paniters

Lapuran
Bulanan

Laparan
Tetninan
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¢, Tendakwn mengukng tindak mdana scjexis dalem ke wakiy
tign tahun sejk terdakw
3. Keverhasilan pericira seadilan restorutif berdasarkan PERMA terkalt
lesdilan restorazifl,
& Berpedomen kepata PERMA | Tahun 204
b Pemuian kocban dipertimbasgian dalen putusan;

c Penjatvhan pidssa pocobsan ey penjatuben  pidanan

mmmdmpdmhapwad
15 Persentase perkara vang becans| diseesai 1 : sl Paniters  Lapocan
kan mefaiui mediasi Bukssan
dan
Lipoces
Tahunes
2. Kinerjn medias diditung atas keberhasilan mediasi yang dSakukan
aleh mediaer halkim ataupun ton halom.
3. Jumiah perkars yang wajib dSakukan mediasi tidak termasuk perkarn
varg tidax dape: dlaksanzkan mediasi kares ketidakhadiran salah
mupm
19 Persetase perkary inak yang berhasi) imlah pericars asak diversi yan it - ry Panitera  Lapomm
Disclesaikan mellui diversi mmmmm“mm nm Bulanan
dan
Catatan ; Laporan
L Jumish perkarm anak yang tciah selesal proses musyavarah divers! Tahunan

adnlah periarn anak yang telah mesenubd syart untek dilaksanskan
@versi dan telah seiesni proses musyawarsh diversl

1. Kriteria peckars anak yang memesuhi sysrat diverst adsiah perkant
anak yang dancam dengan mdena penara 7 tahon dan bykan
merepakan pengulingan tadak pidans;

3. Neberhasinn diversi pericara anal yaity adanys peaetapan divers!
Serhasdl dari penctapan Ketua Pengaddan,

4. Pemdagiwa juniah perkam anak vaag telsh selesa proses diversi
pdakah telah mencapal musrawarah/berueding/berenthek.
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2, Nenisgiataya 2.1 hudeks kepusan penggans laranan
fengadian

T=ghat
Revokineg dan
M‘ﬂ
Fubli

llommmgm Jemlsh
pockarn perdats tingiat pestania yeng disjnkon
Jumiah perkara pesdats tisgiat pertama yang dinjeing x 100%

l.‘utu:
L Jumak peiam perdesn yang didakraban melput! juslah perkam
mmmmummmmamwnnum$uuxmn
perdata yarg dguian secur kosvensional.
: demhwmmmmﬂmmﬁuunm

h&l—:

@ Prratumun Mahkamad Agung Nomor 7 Tahun 2022 testang Perubshan
Alas Feraturan Mahkamah Agung Nemoe | Tahun 2019 testang
Mimisstrad  Perkarn i Porsadangan di Pengaditin Sevara

¢ Kepumsan  Netwa  Mshkumeh  Agurg
3A0/KMA/SK/SK/ /2022 tentacy Perunjih Teknis Mnnums
m;duwwmmmuruum
L1 Fersentnse pericacs pidana rang dil mpah : Ui Guchzn Btaialk

Kan secaea elektroall (e-Berpadu| Jusdab perkasa pidess yaog dfinpahian x 100%

Catatan :

L Untuk mengikur persentise jumith
3t o i pezkars pidana vang Glimpabken

1. Pelinpaias periure pidine =elputi jumlsy perans
eAmmtin s ke el ¢ e o et p
112 Perseraase leyuna perkars pidana sarg yunyg dilimpeh ken sccarn kossensonal,
o wecars drkirenik je-Berpod ] Jumiak iyaoan perkara pidiza  x 100%

Catatan :
| Untuk mergeioer persentase Juriah Myasan perbony pidens
Mhmmuj:mmc-&r’dn “pm‘
mwihﬂm.wwm.nunun perpanangsn

2. Jumbh laymnas pokaa pidasa metputl jumiah lmamen perkant
pidana nasing-masing layaran yangEajukan serarselektrmik nelaki
r-Berpadu dan Eajukan s konrensieal,

besdasarian stasdar lyeean lodex
Yorg kepuisaz peagpuna lyasis peagadilan

Indeks ini bertujssm uniek mengukir kepeasan masyuakat percan kesdilan
tectiedAp stndar v pengdibes dengan kiteria sehagal berdus ©

. Peryyumtan;

. Slsirm, mekanisee din prosedur;
. Waktu penyeiesaias;

. Baga/

. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
Kompelensi peisisana;

. Periaku pelaksosg
peagatuan, s o masuian

, Penangsran
. Sarano don prassrans

Pengukuram indeks meliputi Jyanan sehagal terkut :
. Kepeasan penggena liassan pos bentuan bk (pestakus):
Kepuasan penggens [aysean sdang di fasr grdung pengadise;
N kcmpmwmmmm
hmm para pibak delim perkan pirempuan bechadapan dengan

n;

5. Kepuomsn pam phak dalan pecimra  penyantlarg  Sisshitiss

dengan hukum.

Layanaa di SK KMA 026 Tahun 2012 diastarsnya |

L Mymndmmnnlpmid-pn

2. Pelayaonn baaman

AN P&)mnmm:l

4, Pelayanan perrenhenan infarmas|

o = S R

Pamier
don
Sebreteris

Heh

1]

4]

Lapocan
Dalsnas

dan
Takunaa

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah n



rujm::mmmmmmmmm.mmmm

3 Tesujubmys 2. Indeks Profedanalistis Aparatur Sipil
“"o’jwﬂ Negar (1P ASN) Satuea Nerja Peogulan
Pecedilan yang

Treapanan dan
Profesionnl
3.2 Indeks ladikator Kinetja Pelaksanaan
Anggscrn (IKPA] Satwin keeja Pergadian
3.3 Nilai Rinerj Preencenaan Arggisan
34 Niku Saditkator Pengeloizn Aset (IPA]
Satuan Keru Pengatin

Catatan :
Nia indeks Profesondilns Ageutur Sl Kegara {IP ASH) terdiri dan -
I, Eompeteast (0%
2. Kinea 0%
3. Runifikasi 25%
4 Dishlin 5

Dasas Hukum ¢
Perateran Badan Srgegrvean Daerah Nomor 8 Tadun 2014

Catatan : i
Niai Kinefja Pelasanaan Anggaeun tendin dari

1, Bevis DIPA (10%)

1, Penyerapan inggrean (A0

3, Penyelessin Taghan |10%)

4, Dispensasi SPM (nerfidi pengurangas nilai IRPA)

5. Diviasi Hal. 3 DIPA [15%)

6. Belanja Kontrskraal (109

7. Peageinlan UP dn TUP (105

8. Capeinn Output RS ‘
Nlgi kinefa pelaksezaan arggann menpekea pengukuran nera lahas
berjabn,

Dasar Hukum |

Peratyrar Diten Pebentabarmen  Kementerian Heuargan Nomee Per-
/982004 1entasg Peiunjuk Teksds penilian Indkator fnerp Pdaloszaan
Anggaran Belssja Kementerinn Negara /Lembegs,

Catatas :
Nini Caerja Perencanaan Anggann )
#. Efeltivitas dengan niks 75% yaeg tendin dari:
+ Capeimn Indikator Sasaren Strategs Kyl (23%)
- Agregisi Capslan IKP Unz Esdom 1125%)
« Agregisi Capeian RO Sather (X%

b Efisensi 25% vaita sgregasi slai efsiensi sather
h]m’m”“’", perEnCinain angen mercpakan pergukaran kinerfa tabin
Catatan :

badcks Pengeiobin Aset ataiah Infkstor kmera uatak mengukar walras
o berasg itk negars knera atak mengykur s

Uil Indecs Fengriobaan Ases nerupban peogukaran kineri taun berjaken

Duses Hokan ¢
#  Keputusan Menter! Keuangus Nowor 112/ KN.6/2024 entang Kinerj
Pergelsann Basacg Milk Negare Tahan 2024, ;
& Pesaturan Prerinteh Nomor 28 Twhen 2020 tentang perutsihan s
Peraturin Pererintah Bomor 27 Tahun 2014 tentasg Pengrlotaan
Basang Mifi Negara, Daeah,

5k

g
-

Sehretars  Laporan

i

Taduran
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Indikator Kinerja Utama telah memenuhi kriteria sebagai berikut yaitu; sfesifik

(specific),

dapat terukur

(measurable),

dapat dicapai

(attainable),

relevan

(relevant) dan berjangka waktu tertentu (timebound). Berikut kami tampilkan dalam

tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama yang SMART
Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025

Tabel. 3

IKU / Specific/ Measurable/ Attainable/ KReesleesvlfani;; Time Based/
SMART Khusus Terukur Dapat dicapai d . Waktu
enganTupoksi
Terwujudnya Meningkatkan | Persentase Dapat dicapai Sangat relevan Dicapai dan
peradilan yang | kualitas penyelesaian dengan dengan tugas dievaluasi
efektif layanan perkara tepat dukungan pokok selama Tahun
transparan, peradilan waktu, tingkat | aplikasi SIPP, pengadilan 2025
akuntabel, melalui kepatuhan e-Court, e- dalam
responsif dan pemanfaatan | pengunggahan Berpadu, serta | menyelenggara
modern teknologi putusan, serta SDM yang kan peradilan
informasi, jumlah layanan | tersedia di PN | yang
keterbukaan berbasis Namlea sederhana,
informasi elektronik yang cepat, dan
publik, dan berjalan biaya ringan
percepatan
penyelesaian
perkara
Meningkatnya | Meningkatkan | Nilai Indeks Dapat dicapai Relevan dengan | Target
Tingkat kepuasan Kepuasan dengan fungsi capaian dan
Keyakinan dan | masyarakat Masyarakat perbaikan pengadilan survei
Kepercayaan terhadap (IKM), Indeks berkelanjutan sebagai dilaksanakan
Publik layanan Persepsi Anti pada kualitas lembaga dalam Tahun
peradilan dan | Korupsi (IPAK), | layanan, pelayanan 2025
membangun serta jumlah penguatan publik dan
citra pengaduan integritas penjaga
pengadilan masyarakat aparatur, dan keadilan
yang bersih pengawasan
dan internal yang
berintegritas berjalan
efektif.
Terwujudnya Meningkatkan | Persentase Dapat dicapai Sejalan dengan | Dilaksanakan
Manajemen tata kelola ketepatan melalui tugas dan dievaluasi
Peradilan yang | organisasi, penyusunan penerapan kesekretariatan | secara berkala
transparan dan | administrasi laporan perencanaan dan Tahun 2025
Profesional perkara, dan kinerja, yang baik, kepaniteraan
administrasi penyerapan pengawasan dalam
umum yang anggaran, serta | pimpinan, dan | mendukung
tertib, kepatuhan peningkatan kelancaran
transparan, terhadap SOP kompetensi penyelenggaraa
dan akuntabel aparatur n peradilan
22




B. Rencana Kinerja Tahun 2025

Pada awal tahun, Pengadilan Negeri Namlea telah menetapkan Rencana Kinerja
Tahunan (RKT). Namun dalam pelaksanaannya terdapat penyesuaian Indikator
Kinerja Utama sebagai tindak lanjut atas kebijakan terbaru Mahkamah Agung
Republik Indonesia. Oleh karena itu, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam LKjlP

ini menggunakan RKT dan IKU yang telah disesuaikan.

Tabel 4.
Rencana Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Terwujudnya .1.  Persentase penyelesaian perkara secara tepat
Peradilan yang efektif waktu
Transparan, 1.2. | Persentase penyediaan/pengiriman salinan 100%
Akuntabel, putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat
Responsive dan pertama kepada para pihak
Modern 1.3.  Persentase pengiriman pemberitahuan 100%

petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak
1.4.  Persentase pengiriman salinan putusan perkara 100%
pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para
pihak tepat waktu

1.5.  Persentase putusan pengadilan yang diunggah 100%
pada direktori putusan
1.6. | Persentase penyelesaian permohonan eksekusi 95%
putusan perdata
1.7.  Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 55%
melalui pendekatan keadilan restoratif
1.8. | Persentase perkara yang berhasil diselesaikan 20%
melalui mediasi
1.9.  Persentase perkara anak yang berhasil 50%
diselesaikan melalui diversi
1.10 | Persentase perkara perdata tingkat pertama 100%
yang menggunakan ecourt
1.11  Persentase perkara pidana yang dilimpahkan 100%
secara elektronik (e-berpadu)
1.12  Persentase layanan perkara pidana yang 100%
diajukan secara elektronik (e-berpadu)
Meningkatnya Tingkat 2.1. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan 95%
Keyakinan dan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Kepercayaan Publik
Terwujudnya 3.1.  Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP 80%
Manajemen Peradilan ASN) satuan kerja pengadilan
yang transparan dan 3.2. Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran 95%
Profesional (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)
3.3. Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran 95%

(IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)
3.4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) 80%
3.5 | Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) 95%
3.6. Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan 3
kerja pengadilan




C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja (PKT) awal Tahun 2025 digunakan sebagai acuan pelaksanaan
kinerja pada periode Januari sampai dengan September 2025. Capaian kinerja
disajikan secara akumulatif untuk periode tersebut, sehingga dapat menjadi

gambaran pelaksanaan program pada awal tahun.

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi |Capaian

Terwujudnya Proses a. Persentase perkara yang 100% 100% 100%
Peradilan Yang diselesaikan tepat waktu
Pasti, Transparan b. | Persentase Putusan yang 50% 58% 116%
dan Akuntabel menggunakan pendekatan
keadilan restoratif
c. Persentase Perkara yang Tidak 75% 94 125.33
Mengajukan Upaya Hukum
Banding
d. Persentase Perkara yang Tidak 95% 100 105,26
Mengajukan Upaya Hukum
Kasasi
e. Persentase Perkara Anak yang 5% 0 0
diselesaikan secara Diversi
f. Indeks responden pencari 80% 96 120
keadilan yang puas terhadap
layanan peradilan

Peningkatan a. Persentase salinan putusan 95% 99 104.21
Efektivitas perkara yang sampaikan ke

Pengelolaan pihak tepat waktu

Penyelesaian b. | Persentase Perkara yang 5% 12.5 250
perkara diselesaikan melalui Mediasi

Meningkatnya akses @ Persentase pencari keadilan 100% 100 100
peradilan bagi golongan tertentu yang mendapat

masyarakat miskin layanan bantuan hukum (Posbakum).

dan terpinggirkan

Meningkatnya Persentase putusan perkara perdata 25% 0 0

kepatuhan terhadap | yang ditindaklanjuti (dieksekusi)
putusan pengadilan

D. Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025

Pada awal tahun telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Dalam
pelaksanaannya, PKT tersebut direvisi untuk menyesuaikan kebijakan IKU terbaru.
PKT Revisi kemudian digunakan sebagai acuan resmi pelaksanaan dan pelaporan
kinerja Tahun 2025, serta disusun selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Revisi.




Sasaran Strategis

Terwujudnya
Peradilan yang
efektif Transparan,
Akuntabel,
Responsive dan
Modern

Meningkatnya
Tingkat Keyakinan
dan Kepercayaan
Publik
Terwujudnya
Manajemen
Peradilan yang
transparan dan
Profesional

Tabel 6.

Perjanjian Kinerja Revisi Tahun 2025

1.10

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

Indikator Kinerja

Persentase penyelesaian perkara secara tepat
waktu

Persentase penyediaan/pengiriman salinan
putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat
pertama kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan
petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara
pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat
waktu oleh pengadilan pengaju kepada para
pihak tepat waktu

Persentase putusan pengadilan yang diunggah
pada direktori putusan

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan perdata

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan
melalui pendekatan keadilan restoratif
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan
melalui mediasi

Persentase perkara anak yang berhasil
diselesaikan melalui diversi

Persentase perkara perdata tingkat pertama
yang menggunakan ecourt

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan
secara elektronik (e-berpadu)

Persentase layanan perkara pidana yang
diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan
berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP
ASN) satuan kerja pengadilan

Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran
(IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (01)

Nilai indicator kinerja pelaksanaan anggaran
(IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA (03)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)
Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan
kerja pengadilan

Target
100%

100%

100%
100%

100%
95%
55%
20%
50%

100%

100%

100%

95%

80%
95%
95%

80%
95%




BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 mengacu pada Perjanjian
Kinerja terbaru yang berlaku untuk tahun 2025. Target kinerja yang ditetapkan
dalam PKT ini menjadi acuan dalam menilai capaian setiap indikator yang tercantum

pada program dan kegiatan pengadilan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran dan
target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT). Melalui
pengukuran ini, dapat diketahui kesesuaian antara perencanaan kinerja dan
realisasi pelaksanaannya, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan.

Capaian kinerja Tahun 2025 diukur dengan membandingkan target indikator
kinerja yang tercantum dalam PKT Tahun 2025 dengan realisasi kinerja yang
dicapai selama satu tahun. Hasil pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar
evaluasi kinerja serta perumusan langkah perbaikan pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja dihitung dengan membandingkan realisasi terhadap target

yang telah ditetapkan, menggunakan rumus sebagai berikut:

Capaian = Realisasi y 1909
Target

Realisasi dan tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea berdasarkan

hasil pengukurannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 7. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Kegiatan/Upaya/Strate

::;iaartaar:‘ Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian glé:'(lzzs:rln:/ks:r:uj;é ?:g

mencapai target

Terwujudnya 1.1  Persentase 100% 100% 100%  Persentase

Peradilan yang penyelesaian penyelesaian perkara

efektif perkara secara secara tepat waktu

Transparan, tepat waktu mencapai 100%

Akuntabel, dikarenakan perkara

Responsive yang putus

dan Modern dilaksanakan tepat

waktu sesuai dengan
SOP penyelesaian
perkara
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Persentase 100%

penyediaan/peng
iriman salinan
putusan tepat
waktu oleh
pengadilan
tingkat pertama
kepada para
pihak

Persentase 100%

pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar
putusan tingkat
banding, kasasi
dan PK secara
tepat waktu oleh
pengadilan
pengaju kepada
para pihak

Persentase 100%

pengiriman
salinan putusan
perkara pidana
tingkat banding,
kasasi dan PK
tepat waktu oleh
pengadilan
pengaju kepada
para pihak tepat
waktu

Persentase 100%

putusan
pengadilan yang
diunggah pada
direktori putusan

Persentase 95%
penyelesaian
permohonan

eksekusi putusan

perdata

Persentase 55%
perkara yang

berhasil

diselesaikan

melalui

pendekatan

keadilan

restoratif

Persentase 20%
perkara yang

100% 100% | Persentase capaiannya
100% ini berarti bahwa
capaian kinerja pada
indikator ini berhasil
karena Salinan putusan
dikirim kepada pihak
tepat waktu setelah
perkara putus.

100% 100%  Persentase capaiannya
100%, ini berarti bahwa
capaian kinerja pada
indikator ini berhasil
karena Pemberitahuan
amar putusan banding,
kasasi, dan PK
disampaikan tepat
waktu.

100% 100% | Persentase capaiannya
100% ini berarti bahwa
capaian kinerja pada
indikator ini berhasil
karena Salinan putusan
pidana banding, kasasi,
dan PK dikirim tepat
waktu kepada para
pihak.

100% 100%  Persentase capaiannya
100% ini berarti bahwa
capaian kinerja pada
indikator ini berhasil
karena seluruh putusan
diunggah ke Direktori
Putusan

Persentase capaiannya
0 dikarenakan terdapat
3 (tiga) permohonan
eksekusi yang diajukan
oleh para pihak Namun,
sampai dengan akhir
tahun pelaporan, belum
terdapat eksekusi yang
dapat diselesaikan
karena seluruhnya
masih dalam proses
pelaksanaan
Persentase capaiannya
90.90% diperoleh
karena tidak semua
perkara dapat
diterapkan keadilan
restoratif. Penerapan
restorative justice
hanya dilakukan pada
perkara yang memenuhi
syarat sesuai ketentuan
yang berlaku, sehingga
realisasi belum
mencapai target yang
ditetapkan.

Persentase capaianya
33.35% dikarenakan

50% 90.90%

6.67% 33.35%
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Meningkatnya
Tingkat
Keyakinan dan
Kepercayaan
Publik

Terwujudnya
Manajemen
Peradilan yang
transparan dan
Profesional

1.9.

2.1.

3.1.

3.2.

3.3.

3.3.

berhasil
diselesaikan
melalui mediasi

Persentase 50%
perkara anak
yang berhasil
diselesaikan
melalui diversi
Persentase
perkara perdata
tingkat pertama
yang
menggunakan
ecourt

100%

Persentase 100%
perkara pidana

yang dilimpahkan

secara elektronik

(e-berpadu)

Persentase 100%
layanan perkara

pidana yang

diajukan secara
elektronik (e-

berpadu)

Indeks kepuasan 95%
pengguna
layanan
pengadilan
berdasarkan
standar layanan
yang ditetapkan
Indeks 80%
profesionalitas

aparatur sipil

negara (IP ASN)

satuan kerja

pengadilan

Nilai indikator 95%
kinerja
pelaksanaan
anggaran (IKPA)
satuan kerja
Pengadilan DIPA
(01)

Nilai indikator
kinerja
pelaksanaan
anggaran (IKPA)
satuan kerja
Pengadilan DIPA
(03)

Nilai Kinerja
Perencanaan

95%

80%

0 0
100% 100%
100% 100%
100% 100%

97.05% 102.15%
78.21% 97.76%
96.13% 101.18%
97.82% 102.97%

100% 125%

Mediasi tetap
dilaksanakan meskipun
tidak semua perkara
berhasil mencapai
kesepakatan
Persentase capaiannya
0 dikarenakan tidak
terdapat perkara anak
yang memenuhi syarat
untuk diversi.
Persentase capaiannya
100% ini berarti bahwa
capaian kinerja pada
indikator ini berhasil
karena seluruh perkara
perdata diajukan
melalui e-Court.
Persentase capaiannya
100% ini berarti bahwa
capaian kinerja pada
indikator ini berhasil
karena Pelimpahan
perkara pidana
dilakukan secara
elektronik melalui e-
Berpadu.

Persentase capaiannya
100% ini berarti bahwa
capaian kinerja pada
indikator ini berhasil
karena layanan perkara
pidana diajukan secara
elektronik dan berjalan
optimal.

Persentase capainnya
102.15% melebihi target
karena Pelayanan di
Pengadilan Negeri
Namlea dilaksanakan
sesuai standar sehingga
tingkat kepuasan
pengguna tinggi.
Persentase capainnya
melebihi target 97.76%
dikarenakan
profesionalitas aparatur
ditingkatkan melalui
pembinaan dan
pengembangan
kompetensi.
Persentase capainnya
101.18% melebihi target
dikarenakan Pelaksanaan
anggaran DIPA 01
dikelola tertib sehingga
nilai IKPA tercapai
dengan baik.
Persentase capaiannya
102.97% melebihi target
dikarenakan Pelaksanaan
anggaran DIPA 03
dikelola tertib sehingga
nilai IKPA tercapai
dengan baik.
Persentase capaiannya
125 melebihi target
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3.4.

3.4.

Anggaran DIPA
(01)

Nilai Kinerja 95% 94.83%
Perencanaan

Anggaran DIPA

(03)

Nilai indikator 3 3.350

Pengelolaan Aset
(IPA) satuan
kerja pengadilan

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis |

dikarenakan
Perencanaan anggaran
DIPA 01 disusun sesuai
kebutuhan dan
terealisasi dengan baik.
Persentase capaiannya
99.82% dikarenakan
Perencanaan anggaran
DIPA 03 dilaksanakan
secara efektif dan
akuntabel.

Persentase capaiannya
111.66% melebihi target
dikarenakan
Pengelolaan aset
dilakukan secara tertib
melalui pencatatan dan
inventarisasi rutin.

99.82%

111.66%

1. Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel, Responsive dan

Modern.

Sasaran ini digunakan untuk melihat sejauh mana kinerja Pengadilan Negeri

Namlea dalam menyelenggarakan proses peradilan yang berkualitas dan dapat

dipercaya oleh masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan melalui 12 indikator

kinerja utama yang menggambarkan berbagai aspek penyelesaian perkara dan

pelayanan peradilan

. sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.

Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, Transparan,

Akuntabel, Responsive dan Modern
No ngéiaarfann Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
1. Terwujudnya 1.1 Persentase penyelesaian 100% 100% 100%
Peradilan perkara secara tepat waktu
yang efektif 1.2. Persentase 100% 100% 100%
Transparan, penyediaan/pengiriman salinan
Akuntabel, putusan tepat waktu oleh
Responsive pengadilan tingkat pertama
dan Modern kepada para pihak
1.3. Persentase pengiriman 100% 100% 100%
pemberitahuan petikan/amar
putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu oleh
pengadilan pengaju kepada para
pihak
1.4. Persentase pengiriman salinan 100% 100% 100%
putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi dan PK tepat
29
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waktu oleh pengadilan pengaju
kepada para pihak tepat waktu

1.5. Persentase putusan pengadilan 100% 100% 100%
yang diunggah pada direktori

putusan

1.6. Persentase penyelesaian 95% 0 0
permohonan eksekusi putusan
perdata

1.7. Persentase perkara yang berhasil ~ 55% 50% 90.90%

diselesaikan melalui pendekatan
keadilan restoratif

1.8. Persentase perkara yang berhasil  20% 6.67%  33.35%
diselesaikan melalui mediasi

1.9. Persentase perkara anak yang 50% 0 0
berhasil diselesaikan melalui
diversi

1.10 Persentase perkara perdata 100% 100% 100%

tingkat pertama yang
menggunakan ecourt

1.11 Persentase perkara pidana yang 100% 100% 100%
dilimpahkan secara elektronik
(e-berpadu)

1.12 Persentase layanan perkara 100% 100% 100%
pidana yang diajukan secara
elektronik (e-berpadu)

RATA - RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS | 92.42%

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-1

Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu

Indikator Persentase Penyelesaian perkara secara tepat waktu digunakan untuk
melihat seberapa baik satuan kerja menyelesaikan perkara sesuai dengan batas
waktu yang telah ditentukan. Penilaian dilakukan dengan membandingkan jumlah
perkara yang selesai tepat waktu dengan seluruh perkara yang berhasil diselesaikan
selama tahun berjalan.

Pada Tahun 2025, jumlah perkara yang berhasil diselesaikan sebanyak 147
perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147 perkara dapat diselesaikan tepat
waktu. Berdasarkan perhitungan tersebut, persentase penyelesaian perkara secara
tepat waktu mencapai 100%.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri
Namlea telah berjalan sesuai dengan ketentuan waktu penyelesaian perkara
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
2 Tahun 2014. Pengelolaan penanganan perkara terus diupayakan agar setiap perkara

dapat diselesaikan secara tertib dan tepat waktu.




Secara keseluruhan, capaian indikator ini menggambarkan upaya Pengadilan
Negeri Namlea dalam memberikan kepastian hukum melalui penyelesaian perkara
yang tepat waktu. Ke depan, kinerja ini akan terus dijaga dan ditingkatkan agar
pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dapat berjalan semakin baik.

Rincian jumlah perkara yang diselesaikan dari bulan januari 2025 sampai dengan
bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9.
Penyelesaian Perkara secara tepat waktu

Jumlah Perkara  Jumlah perkara yang Realisai Persentase

yang diselesaikan tepat penyelesaian perkara
diselesaikan waktu secara tepat waktu

Januari 2 2 100%
Februari 7 7 100%
Maret 4 4 100%
April 13 13 100%
Mei 6 6 100%
Juni 11 11 100%
Juli 21 21 100%
Agustus 16 16 100%
September 10 10 100%
Oktober 23 23 100%
November 11 11 100%
Desember 23 23 100%

Jumlah 147 147 100%

Tahun 2025 jumlah perkara yang diselesaikan adalah 147 perkara, dan
seluruhnya diselesaikan tepat waktu, sehingga capaian persentase penyelesaian
perkara tepat waktu mencapai 100%. Hal ini menunjukkan ketepatan waktu

pengadilan dalam menyelesaikan setiap perkara.

Tabel 10.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi  Capaian
Persentasg 2025 100% 100% 100%
Penyelesaian Perkara
Tepat Waktu 2024 90% 91% 101.12%

Pada tabel diatas, menunjukkan capaian indikator persentase penyelesaian
perkara tepat waktu untuk tahun 2025. sehingga capaian 100% dengan target 100%.
Sementara itu, pada tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 90%, namun realisasi
mencapai 91%, sehingga capaian melebihi target sebesar 101,12%. ini menunjukkan
peningkatan kinerja pengadilan dalam menyelesaikan perkara tepat waktu dari
tahun 2024 ke 2025.




Grafik 1.
Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2025 dan 2024
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Grafik 1. ini terlihat bahwa pengadilan berhasil mempertahankan kinerja tinggi
dalam penyelesaian perkara tepat waktu dengan peningkatan capaian dibanding
target pada tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-2
Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan

Tingkat Pertama kepada para pihak.

Indikator ini digunakan untuk mengukur ketepatan waktu pelayanan administrasi
perkara di Pengadilan Negeri Namlea, khususnya dalam penyediaan dan pengiriman
salinan putusan kepada para pihak setelah perkara diputus. Pelaksanaannya
berpedoman pada ketentuan administrasi perkara yang berlaku dengan dukungan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). sehingga proses dapat dipantau secara
tertib dan transparan.

Rincian Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan
tingkat pertama kepada para pihak dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan
Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 11.

Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama
kepada para pihak

Jumlah Jumlah Salinan Putusan yang Realisasi Persentase

Bulan Perkara tersedia/dikirimkan kepada  Salinan Putusan Tepat
Putus para pihak tepat waktu
Januari 2 2 100%
Februari 7 7 100%
Maret 4 4 100%




April 13 13 100%

Mei 6 6 100%
Juni 11 11 100%
Juli 21 21 100%
Agustus 16 16 100%
September 10 10 100%
Oktober 23 23 100%
November 11 11 100%
Desember 23 23 100%

Jumlah 147 147 100%

Berdasarkan tabel diatas. Jumlah perkara putus dari 147 perkara, seluruh
salinan putusan disampaikan tepat waktu 147 perkara, sesuai dengan target yang

telah ditetapkan dan realisasinya mencapai 100%.

Tabel 12.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyediaan/pengiriman
salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
tahun 2025 dan 2024

Jumlah Salinan
Jumlah Putusan yang
Tahun Perkara tersedia/dikirmkan  Target Realisasi  Capaian
Putus kepada para pihak
tepat waktu

Indikator
Kinerja

Persentase

Penyediaan/ 2025 147 147 100% 100% 100%
pengiriman

salinan

putusan

tepat waktu

oleh

pengadilan 2024 71 71 95% 100% 105.26%
tingkat

pertama

kepada para

pihak

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh salinan putusan perkara tingkat
pertama pada tahun 2025 disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
Perbandingan Capaian pada Tahun 2024, target yang ditetapkan 95%, namun
realisasinya mencapai 100%, sehingga capaian indikator menjadi 105,26%.
menunjukkan bahwa kinerja pada Tahun 2024 mendorong peningkatan target pada
Tahun 2025 serta mencerminkan kinerja pelayanan administrasi perkara yang

konsisten dari tahun ke tahun.




Grafik. 2
Persentase Penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak
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Grafik 2. menggambarkan Pengadilan Negeri Namlea untuk mempertahankan
kinerja Penyelesaian/Pengiriman salinan putusan tepat waktu sehingga pada tahun
2025 tetap mencapai target 100%..

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-3
Persentase Pengiriman Pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,

kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat
banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu menunjukkan
sejauh mana pengadilan pengaju mampu menyampaikan hasil putusan kepada para
pihak tanpa keterlambatan. Selama periode pelaporan, pengiriman pemberitahuan
putusan pada umumnya dapat dilakukan tepat waktu, baik melalui cara konvensional
maupun sarana elektronik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ini mencerminkan
upaya pengadilan dalam menjaga kelancaran administrasi perkara serta memastikan
para pihak memperoleh informasi putusan secara cepat dan jelas sebagai bagian dari
pelayanan peradilan yang transparan dan akuntabel.

Rincian Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para
pihak dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :




Tabel 13.
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Jumlah Jumlah Realisasi Persentase
Bulan petikan/amar pemberitahuan Penyampaian
putusan yang petikan/amar putusan Petikan/Amar Putusan
diterima tepat waktu Tepat Waktu
Januari 1 1 100%
Februari 1 1 100%
Maret 0 0 0
April 1 1 100%
Mei 2 2 100%
Juni 3 3 100%
Juli 0 0 0
Agustus 0 0 0
September 2 2 100%
Oktober 3 3 100%
November 4 4 100%
Desember 5 5 100%
Jumlah 22 22 100%

Berdasarkan data diatas selama tahun 2025 terdapat 22 petikan/amar putusan
yang dicatat. Seluruh petikan/amar putusan tersebut telah disampaikan kepada para
pihak secara tepat waktu, sehingga capaian penyampaian petikan/amar putusan
mencapai 100% dan pelaksanaan penyampaian dapat berjalan dengan baik.

Pada bulan Maret, Juli, dan Agustus tidak terdapat petikan/amar putusan, sehingga
pada bulan-bulan tersebut tidak ada penyampaian yang dilakukan. Kondisi ini bukan
disebabkan oleh keterlambatan atau kendala pelaksanaan, melainkan karena
memang tidak ada petikan/amar putusan yang harus disampaikan pada bulan itu.
Oleh karena itu, angka realisasi pada bulan-bulan tersebut bernilai 0 dan tidak
diperhitungkan dalam jumlah realisasi Penyampaian Petikan/Amar Putusan Tepat
Waktu. Penyampaian petikan/amar putusan telah dilaksanakan secara konsisten dan

berjalan dengan baik.

Tabel 14.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Jumlah Jumlah
petikan/amar pemberitahuan
Indikator Kinerja Tahun utusan van petikan/amar Target Realisasi Capaian
P diterirxa s putusan tepat
waktu
Persentase
pengiriman
pemberitahuan
Eﬁ::;ksi?]/ S 2025 2 2 100%  100% 100%
banding, kasasi
CEN PSSR 2024 N/A N/A N/A N/A N/A

tepat waktu oleh
pengadilan
pengaju kepada
para pihak




Pada tahun 2025, pengadilan berhasil mengirimkan seluruh 22 pemberitahuan
petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK tepat waktu kepada para
pihak. Dengan demikian, capaian persentase pengiriman tepat waktu mencapai
100%, menunjukkan pengadilan melaksanakan pemberitahuan putusan secara efisien
dan sesuai prosedur dan indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang
ditetapkan pada tahun pelaporan, sehingga belum dapat dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-4
Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi

dan PK tepat waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada para pihak tepat waktu

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,
kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju
kepada para pihak digunakan untuk menilai ketepatan waktu pengadilan pengaju
dalam menyampaikan salinan putusan hasil upaya hukum kepada para pihak.
Penyampaian salinan putusan tepat waktu penting agar para pihak segera
mengetahui hasil putusan dan dapat menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

Rincian Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para
pihak dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :

Tabel 15.
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Januari 0 0 0
Februari 1 1 100%
Maret 0 0 0
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 1 1 100%
Juli 1 1 100%
Agustus 0 0 0
September 1 1 100%
Oktober 2 2 100%
November 1 1 100%
Desember 5 5 100%
Jumlah 12 12 100%




Berdasarkan data diatas, selama tahun berjalan tercatat 12 salinan putusan
perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali yang dikirimkan oleh
pengadilan pengaju kepada para pihak. Seluruh salinan putusan tersebut telah
dikirimkan secara tepat waktu, sehingga capaian pengiriman salinan putusan
mencapai 100%.

Pada bulan Januari, Maret, April, Mei, dan Agustus tidak terdapat salinan
putusan perkara pidana yang dikirimkan, sehingga pada bulan-bulan tersebut tidak
dilakukan pengiriman salinan putusan karena memang tidak ada salinan putusan yang
harus dikirimkan. Oleh karena itu, realisasi pada bulan-bulan tersebut bernilai O dan
tidak diperhitungkan dalam pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi, dan peninjauan kembali secara tepat waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak.

Pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan

peninjauan kembali telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik.

Tabel 16
Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding,
kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak

Jumlah Jumlah
. . Salinan Putusan yang — .
Indikator Kinerja Tahun Putusan yang dikirimkan Target Realisasi  Capaian
dikirimkan tepat waktu

Persentase

pengiriman salinan

putusan perkara

pidana tingkat 2025 12 12 100% 100% 100%
banding, kasasi

dan PK secara

tepat waktu oleh 2024 N/A N/A N/A N/A N/A
pengadilan

pengaju kepada

para pihak

Pada tahun 2025, seluruh 12 salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi,
dan PK dikirimkan tepat waktu, sehingga capaian pengiriman mencapai 100%.
indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025,

sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-5

Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan digunakan

untuk menggambarkan pelaksanaan keterbukaan informasi oleh pengadilan.




Indikator ini mengukur jumlah putusan yang telah selesai diminutasi dan diunggah ke
Direktori Putusan sebagai bagian dari penyediaan informasi kepada masyarakat.
Pengadilan melaksanakan pengunggahan putusan ke Direktori Putusan secara tertib
setelah proses minutasi selesai. Melalui pelaksanaan ini, akses masyarakat terhadap
informasi putusan dapat terpenuhi dengan baik, sekaligus mendukung transparansi
dan akuntabilitas kinerja pengadilan.

Rincian persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan
dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel17.
Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Jumlah Putusan Jumlah Putusan yang Realisasi Persentase

yang telah diunggah pada direktori putusan yang
diminutasi putusan diunggah

Januari 2 2 100%
Februari 7 7 100%
Maret 4 4 100%
April 13 13 100%
Mei 6 6 100%
Juni 11 11 100%
Juli 21 21 100%
Agustus 16 16 100%
September 10 10 100%
Oktober 23 23 100%
November 11 11 100%
Desember 23 23 100%

Jumlah 147 147 100%

Pada tabel diatas, Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada
Direktori Putusan. Seluruh putusan yang telah diminutasi berhasil diunggah ke
Direktori Putusan tanpa adanya keterlambatan. Jumlah putusan yang diminutasi dan
diunggah tercatat sebanyak 147 putusan, dan seluruhnya telah diunggah. Dengan
demikian, realisasi persentase pengunggahan putusan mencapai 100%. Capaian ini
menunjukkan bahwa pengadilan telah melaksanakan pengunggahan putusan secara
tertib, sehingga akses masyarakat terhadap informasi putusan dapat terpenuhi

dengan baik.

Tabel 18.
Perbandingana Capaian Indikator Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
Jumlah Jumlah Putusan
Indikator Putusan yang diunggah — .
Kinerja Tahun yang telah pada direktori Target Realisasi Capaian
diminutasi putusan

Persentase
Putusan 2025 147 147 100% 100% 100%
Pengadilan
yang diunggah
pada direktori 2024 N/A N/A N/A N/A N/A
putusan
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Pada tabel diatas. Perbandingan capaian indikator persentase putusan
pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan pada tahun 2025 menunjukkan
hasil yang baik. dari 147 putusan yang telah diminutasi, seluruhnya berhasil diunggah
ke Direktori Putusan.

Target pengunggahan ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga
100%, sehingga capaian indikator tercapai dan indikator kinerja ini merupakan
indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan

dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-6

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata menunjukkan
sejauh mana Pengadilan mampu menindaklanjuti permohonan eksekusi yang
diajukan. Selama periode pelaporan, permohonan eksekusi pada umumnya dapat
diselesaikan sesuai prosedur, dengan mempertimbangkan kesiapan para pihak dan
kondisi objek eksekusi. Capaian ini mencerminkan upaya Pengadilan dalam
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

Rincian Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata dari
bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel
berikut ini :

Tabel 19.
Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Jumlah Permohonan Realisasi
eksekusi putusan Persentase
perdata yang Permohonan

diselesaikan Eksekusi

Jumlah putusan
perdata yang
dimohonkan eksekusi

W 000 —~~000O0CO0OO0O
O OO OO0 ODO0OO0OO0OO0OOOoOOo
O OO O OO O0ODO0ODOO0OO0OOoOOo

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata. Berdasarkan
data yang tercantum, terdapat 3 (tiga) permohonan eksekusi yang diajukan, masing-

masing pada bulan Juli, November, dan Desember dan sampai dengan akhir tahun,
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seluruh permohonan eksekusi tersebut belum dapat diselesaikan, sehingga jumlah
permohonan yang diselesaikan 0. Dengan kondisi tersebut, realisasi persentase
penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata belum tercapai.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat permohonan eksekusi yang
diajukan, proses penyelesaiannya masih memerlukan waktu dan tahapan lanjutan

sesuai mekanisme yang berlaku.

Tabel 20.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan Perdata
Jumlah Jumlah
Indikator putusan Permohonan
Kineri Tahun  perdata yang eksekusi putusan Target  Realisasi Capaian
inerja :
dimohonkan perdata yang
eksekusi diselesaikan
Persentase
Permohonan
Eksekusi Putusan 9024 0 0 0 0 0
Perdata

Perbandingan capaian indikator persentase penyelesaian permohonan eksekusi
putusan perdata. Pada tahun 2025, terdapat 3 permohonan eksekusi putusan
perdata, namun hingga akhir tahun pelaporan, belum ada yang diselesaikan sehingga
realisasi dan capaian 0. Pada tahun 2024, indikator ini juga tidak menunjukkan
penyelesaian, dengan capaian 0.

Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata
masih perlu mendapat perhatian lebih agar target 95% pada tahun 2025 dapat

tercapai di masa mendatang.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-7

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif

Keadilan Restorative (Restorative Justice) merupakan suatu pendekatan yang
lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan/atau keseimbangan
bagi masyarakat dengan metode pemulihan keadilan yang melibatkan secara aktif
antara pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya didalam proses pemidanaan.

Indikator Kinerja Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan
restorative adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan
restorative dengan jumlah perkara yang diajukan unttuk restorative.

Pelaksanaan restorative justice yaitu pada perkara anak, perkara pidana
ringan dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364,373,379,384,407
dan pasal 482 KUHP dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp. 2.500.000 (dua juta
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lima ratus ribu rupiah), perkara pidana anak, perkara perempuan berhadapan
dengan hukum dan perkara narkotika (dapat diterapkan terhadap pecandu,
penyalagunaan, ketergantungan dan pemakaian narkotika satu hari) dengan
menyesuaikan SK Dirjen Badilum terkait perkara RJ.

Rincian Persentase Putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative dari

bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel

berikut ini :
Tabel 21.
Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorative tahun 2025
Jumlah Perkara yang Jumlah Perkara Realisai Persentase putusan
Bulan diajukan untuk yang diselesaikan yang menggunakan
restorative tahun dengan restorative pendekatan keadilan
2025 tahun 2025 restoratif

Januari 0 0 0%
Februari 0 0 0%
Maret 1 0 0%
April 0 0 0%
Mei 0 0 0%
Juni 3 3 100%
Juli 0 0 0%
Agustus 1 1 100%
September 1 0 0%
Oktober 2 0 0%
November 2 1 50%
Desember 4 2 50%

Jumlah 14 7 50%

Berdasarkan data pada Tabel 21, selama tahun 2025 terdapat 14 perkara yang
dipertimbangkan untuk menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Dari jumlah
tersebut, sebanyak 7 perkara diputus dengan pendekatan keadilan restoratif,
sehingga realisasi capaian Persentase putusan yang menggunakan pendekatan
keadilan restoratif mencapai 50%. Capaian tersebut diperoleh dari perkara yang

memenuhi syarat untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Tabel 22.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan
melalui pendekatan keadilan restoratif

Jumlah Perkara Jumlah Perkara

Ir}1(¢kat_or Tahun  yang diajukan yang diselesaikan Target Realisasi Capaian
inerja . .

untuk restorative  dengan restoratif
Persentase o o
putusan yang 2025 14 7 55% 50% 90.90%
menggunakan
pendekatan ) . 0
- 2024 3 3 90% 100% 111.11%
restoratif

Berdasarkan Tabel diatas, Perbandingan capaian indikator Persentase Perkara yang

Berhasil Diselesaikan melalui Pendekatan Keadilan Restoratif pada tahun 2025
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menunjukkan bahwa dari 14 perkara yang diajukan untuk diselesaikan secara
restoratif, terdapat 7 perkara yang berhasil diselesaikan. dengan target sebesar 55%,
realisasi yang dicapai adalah 50%, sehingga capaian kinerja mencapai 90.90%.

Pada tahun 2024, dari 3 perkara yang diajukan untuk diselesaikan melalui
pendekatan keadilan restoratif, 3 perkara berhasil diselesaikan. Dengan target

sebesar 90%, realisasi mencapai 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 111,11%.

Grafik 3.
Persentase Perkara yang berhasil diselesaikan
melalui pendekatan keadilan restoratif
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Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke 8

Persentase Perkara Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator Kinerja “Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi” adalah
perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil dengan

jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat melalui
penyelesaian sengketa, sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang
saling menguntungkan kedua belah pihak melalui mediasi di pengadilan. Kemudian
untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan
mampu meningkatkan keberhasilan mediasi, pada tanggal 17 Juni 2017 KMA
mengeluarkan SK KMA Nomor 108/KMA/SK/VI/2017 tentang Tata Kelola Mediasi di
Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 117/KMA/SK/V1/2018
tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Akreditasi Lembaga Penyelenggara

Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim.




Rincian Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi dari bulan januari 2025

sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 23.
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
Jumlah perkara Jumlah perkara yang Realisai Persentase
Bulan yang wajib diselesaikan melalui  perkara yang diselesaikan
dilakukan mediasi mediasi berhasil melalui mediasi

Januari 1 0 0
Februari 0 0 0
Maret 0 0 0
April 2 0 0
Mei 2 0 0
Juni 0 0 0
Juli 1 1 100%
Agustus 1 0 0
September 1 0 0
Oktober 2 0 0
November 2 0 0
Desember 3 0 0

Jumlah 15 1 6.67%

Berdasarkan data pada diatas, pada tahun 2025 terdapat 15 perkara yang mediasi.

hanya 1 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi, sehingga capaian

penyelesaian perkara melalui mediasi sebesar 6,67%.

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan mediasi, antara lain:

1.

Faktor dari para pihak berperkara yang tidak memiliki itikad baik untuk
menyelesaikan permasalahan baik sengketa maupun permasalahan rumah tangga.
Faktor ketidakhadiran pihak berperkara dalam mediasi yang memiliki batasan

waktu yang sudah dijadwalkan.

Tabel 24
Perbandingan Capaian Indikator Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi
tahun 2024 dan tahun 2025

Jumlah perkara jumlah perkara

Indikator yang wajib X . L .
Kinerja Tahun dilakukan yang d1§elesa!kap Target Realisasi Capaian
. melalui mediasi
mediasi

Persentase .
perkara yang 2025 15 1 20% 6.67 33.35%
diselesaikan
melalui 2024 16 2 5% 12.5 250%
mediasi

Jika dibandingkan antara tahun 2024 dan 2025, jumlah perkara yang berhasil

diselesaikan melalui mediasi mengalami penurunan. Pada tahun 2024, dari 16

perkara yang dimediasi terdapat 2 perkara yang berhasil diselesaikan, sedangkan

pada tahun 2025 dari 15 perkara yang dimediasi hanya 1 perkara yang berhasil

diselesaikan melalui mediasi.
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Penurunan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa mediasi tidak
bermanfaat. Proses mediasi tetap memberikan kesempatan kepada para pihak untuk
berdialog dan mencari penyelesaian bersama, namun keberhasilannya sangat
bergantung pada kesepakatan para pihak dalam setiap perkara.

Grafik 4.
Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
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Persentase Perkara Anak Yang Berhasil Diselesaikan Melalui Diversi

Indikator kinerja “Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan
Diversi” adalah perbandingan antara jumlah anak yang berhasil diselesaikan secara
diversi dengan jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversi. diversi adalah
pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar
peradilan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan pasal 2
dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diberlakukan
terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, atau
telah berumur 12 tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun,
yang diduga melakukan tindak pidana. Hakim anak wajib mengupayakan diversi
dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara di bawah 7 tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan
subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

Rincian Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi dari bulan
januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

ini:
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Tabel 25

Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tahun 2025

Jumlah perkara

Jumlah perkara

Realisai Persentase

Bulan anak yang diversi yang perkara anak yang
diajukan dinyatakan diselesaikan dengan
diversi berhasil diversi

Januari 0 0 0
Februari 0 0 0
Maret 0 0 0
April 0 0 0
Mei 0 0 0
Juni 0 0 0
Juli 0 0 0
Agustus 0 0 0
September 0 0 0
Oktober 0 0 0
November 0 0 0
Desember 0 0 0
Jumlah 0 0 0

Berdasarkan tabel diatas, tidak terdapat perkara anak yang masuk sehingga tidak
terdapat perkara anak yang dinyatakan berhasil diselesaikan secara diversi. Dengan

demikian, realisasi persentase perkara anak yang diselesaikan melalui diversi 0.

Perkara pidana anak yang tidak berhasil melalui penetapan diversi disebabkan
karena:

1. Minimnya capaian titik temu di antara pihak yang berperkara pada perkara
pidana anak yang diselesaikan dengan diversi, sehingga perkara tersebut
dilanjutkan ke pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan
pidana anak.

2. Karena tidak adanya kesepakatan kedua belah pihak dalam musyawarah

diversi yang disebabkan oleh egonya salah satu pihak.

Tabel 26.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi
tahun 2024 dan 2025

Jumlah Perkara Jumlah Perkara

Ir}1<<_j1ka'§or Tahun pldang gnak d1_vers1 yang Target Realisasi Capaian
inerja yang diajukan dinyakatan

diversi berhasil
Persentase .
- 2025 0 0 50% 0 0
Pidana Anak
Yang
Diselesaikan 2024 1 0 5% 0 0
dengani
Diversi

Pada tahun 2025, tidak ada perkara anak yang diselesaikan dengan diversi,
sehingga capaian 0 dari target 50%. Hal ini sama dengan tahun 2024, yang juga

capaian 0.
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Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt

Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan
aplikasi e-Court dalam penanganan perkara perdata tingkat pertama. Penggunaan e-
Court menjadi bagian penting dalam upaya modernisasi layanan peradilan, khususnya
untuk mewujudkan proses berperkara yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya
ringan.

Peningkatan persentase perkara perdata yang didaftarkan melalui e-Court
menunjukkan bahwa para pencari keadilan, khususnya para pengguna layanan
peradilan, semakin memahami dan memanfaatkan kemudahan layanan berbasis
elektronik. Melalui e-Court, proses pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara,
hingga pengiriman dokumen persidangan dapat dilakukan secara lebih efisien tanpa
harus selalu datang ke pengadilan.

Capaian indikator ini juga mencerminkan keberhasilan satuan kerja dalam
melakukan sosialisasi, pendampingan, serta peningkatan kualitas layanan teknologi
informasi. Dengan semakin tingginya penggunaan e-Court, diharapkan kualitas
pelayanan peradilan perdata tingkat pertama dapat terus meningkat dan selaras
dengan kebijakan Mahkamah Agung dalam mendorong transformasi digital peradilan.
Rincian Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt dari

bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel

berikut ini
Tabel 27.
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan ecourt
Jumlah Perkara Jumlah Perkara
Bulan Perdata Tingkat Perdata Tingkat Realisasi Persentase
Pertama yang Pertama yang Diajukan Penggunan e-court
Diajukan melalui e-Court

Januari 1 1 100%
Februari 3 3 100%
Maret 0 0 0
April 5 5 100%
Mei 6 6 100%
Juni 4 4 100%
Juli 10 10 100%
Agustus 8 8 100%
September 11 11 100%
Oktober 8 8 100%
November 6 6 100%
Desember 2 2 100%

Jumlah 64 64 100%

Berdasarkan diatas, realisasi persentase penggunaan e-Court pada perkara

perdata tingkat pertama tahun 2025 mencapai 100%. dari total 64 perkara yang
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diajukan, seluruhnya didaftarkan melalui aplikasi e-Court. dan Pada bulan Maret
tidak terdapat perkara perdata tingkat pertama yang diajukan, sehingga realisasi

pada bulan tersebut nol dan tidak dapat diperhitungkan.

Tabel 28.
Perbandingan Capaian Indikator Persentase perkara perdata tingkat pertama
yang menggunakan ecourt

Jumlah Perkara Jumlah Perkara

. : Perdata Tingkat
Inc_hkat.or Tahun Perdata Tingkat Pertama yang Target Realisasi Capaian
Kinerja Pertama yang . .
Diai Diajukan melalui
iajukan
e-Court
Persentase ) . )
perkara 2025 64 64 100% 100% 100%
perdata
tingkat
pertama yang 2024 N/A N/A N/A N/A N/A
menggunakan
ecourt

Perbandingan Capaian indikator Persentase Perkara perdata tingkat pertama
yang menggunakan e-court tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik. dari 64
perkara yang diajukan, seluruhnya telah menggunakan e-Court, sehingga realisasi
indikator mencapai 100% dan target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terpenuhi
sepenuhnya dengan nilai capaian 100% dan indikator kinerja ini merupakan indikator
baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-11

Persentase Perkara Pidana yang dilimpahkan Secara Elektronik (E-Berpadu)

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan aplikasi
e-Berpadu dalam proses pelimpahan perkara pidana dari penuntut umum ke
pengadilan. Penerapan e-Berpadu bertujuan untuk meningkatkan efektivitas,
kecepatan, dan transparansi dalam administrasi perkara pidana, sekaligus mendukung
kebijakan Mahkamah Agung dalam penguatan sistem peradilan berbasis elektronik.

Semakin tinggi persentase perkara pidana yang dilimpahkan melalui e-Berpadu
menunjukkan bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum telah berjalan dengan
baik serta adanya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap mekanisme
pelimpahan perkara secara elektronik. Dengan demikian, pemanfaatan e-Berpadu
diharapkan dapat mendukung kelancaran proses penanganan perkara pidana secara

lebih efisien dan akuntabel.




Rincian Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat pada

tabel berikut ini :

Tabel 29
Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu)
Jumlah Perkara Jumlah Perkara Pidana Realisasi Persentase
Bulan Pidana yang yang Dilimpahkan pelimpahan perkara
dilimpahkan melalui e-Berpadu pidana secara elektronik

Januari 9 9 100%
Februari 6 6 100%
Maret 3 3 100%
April 3 3 100%
Mei 8 8 100%
Juni 7 7 100%
Juli 6 6 100%
Agustus 15 15 100%
September 10 10 100%
Oktober 4 4 100%
November 11 11 100%
Desember 8 8 100%
Jumlah 90 90 100%

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 90 perkara pidana yang dilimpahkan
melalui aplikasi e-Berpadu. dengan demikian, realisasi persentase pelimpahan
perkara pidana secara elektronik mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah
ditetapkan.

Setiap bulan yang terdapat pelimpahan perkara pidana menunjukkan bahwa seluruh
perkara telah dilimpahkan melalui e-Berpadu. Hal ini mencerminkan bahwa
penerapan e-Berpadu dalam proses pelimpahan perkara pidana telah berjalan dengan

baik dan mendukung kelancaran administrasi perkara secara elektronik.

Tabel 30.
PerbandinganCapaian Indikator Persentase perkara pidana yang dilimpahkan
secara elektronik (e-berpadu)

Jumlah Perkara

Indikator Jumlah Perkara Pidana yang
Kineri Tahun Pidana yang Dilimpahkan Target Realisasi Capaian
therja dilimpahkan melalui e-
p
Berpadu
S 2025 90 90 100%  100% 100%
pidana yang
dilimpahkan
—. 2024 N/A N/A N/A N/A N/A
elektronik (e-
berpadu)

Berdasarkan tabel diatas, Capaian indikator persentase perkara pidana yang

dilimpahkan secara elektronik (e-berpadu) pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang
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optimal. Dari total 90 perkara pidana yang dilimpahkan, seluruhnya telah dilakukan
melalui e-Berpadu, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. dengan demikian,
target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terpenuhi dan indikator kinerja ini
merupakan indikator baru yang ditetapkan pada tahun 2025, sehingga belum dapat

dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024.

Sasaran 1 - Indikator Kinerja ke-12

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Indikator kinerja ini digunakan untuk menggambarkan tingkat pemanfaatan
aplikasi e-Berpadu dalam layanan perkara pidana yang diajukan ke pengadilan.
Penerapan e-Berpadu bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan perkara,
mempercepat alur administrasi, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
pelayanan perkara pidana.

Tingginya persentase layanan perkara pidana yang diajukan melalui e-Berpadu
menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan perkara secara elektronik telah diterapkan
dengan baik dan diterima oleh para pemangku kepentingan. Dengan penggunaan e-
Berpadu, proses administrasi perkara pidana dapat dilaksanakan secara lebih efektif
dan efisien sesuai dengan kebijakan digitalisasi peradilan.

Rincian Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-
berpadu) dari bulan januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 dapat dilihat
pada tabel berikut ini :

Tabel 31.
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)
Jumlah Lavanan Jumlah Layanan Perkara Realisasi Persentase
Bulan P y Pidana yang Diajukan layanan perkara pidana
erkara Pidana . )
melalui e-Berpadu secara elektronik
Januari 9 9 100%
Februari 12 12 100%
Maret 12 12 100%
April 14 14 100%
Mei 10 10 100%
Juni 19 19 100%
Juli 30 30 100%
Agustus 11 11 100%
September 22 22 100%
Oktober 26 26 100%
November 16 16 100%
Desember 16 16 100%
Jumlah 197 197 100%
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Berdasarkan tabel diatas, tahun 2025 terdapat 197 layanan perkara pidana yang
diajukan. Seluruh layanan tersebut diajukan melalui aplikasi e-Berpadu, sehingga
realisasi persentase layanan perkara pidana secara elektronik mencapai 100%.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penggunaan e-Berpadu sudah benar-benar
dimanfaatkan dalam pelayanan perkara pidana. Setiap layanan perkara yang diajukan
telah menggunakan e-Berpadu, sehingga proses administrasi perkara pidana dapat
berjalan lebih tertib dan efisien.

Tabel 32.

Perbandingan Capaian Indikator Persentase layanan perkara pidana
yang diajukan secara elektronik (e-berpadu)

Jumlah Layanan

Indikator Tahun Jumlah Layanan Perkara Pidana Target Realisasi Capaian
Kinerja Perkara Pidana yang Diajukan
melalui e-Berpadu
[’erse“tase 2025 197 197 100% 100% 100%
ayanan perkara
pidana yang

diajukan secara
elektronik (e-
berpadu)

2024 N/A N/A N/A N/A N/A

Berdasarkan Perbandingan capaian indikator persentase layanan perkara pidana
yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu pada tahun 2025 menunjukkan
hasil yang sangat baik. Dari 197 layanan perkara pidana yang diajukan, seluruhnya
telah menggunakan e-Berpadu, sehingga realisasi indikator mencapai 100%. dengan
capaian tersebut, target yang ditetapkan sebesar 100% dapat terpenuhi sepenuhnya
dengan capaian 100%. indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang ditetapkan
pada tahun 2025, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun
2024

Sasaran Strategis Il

2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Untuk meningkatkan keyakinan dan kepercayaan publik terhadap kinerja
pengadilan. Sasaran ini menekankan pentingnya pelayanan yang transparan, adil,
dan profesional sehingga masyarakat merasa yakin bahwa setiap perkara ditangani

dengan benar.

Tabel. 33.
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Target  Realisasi Capaian
Meningkatnya 2.1.  Indeks kepuasan pengguna 95% 97.05% 102.16%
Tingkat Keyakinan layanan pengadilan
dan Kepercayaan berdasarkan standar layanan
Publik yang ditetapkan




Sasaran 2 - Indikator kinerja ke-1
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan

Yang Ditetapkan

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan
yang Ditetapkan digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang diberikan oleh pengadilan. Indikator ini menggambarkan persepsi
pengguna layanan terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik yang
diterima.

Pengukuran indeks kepuasan dilakukan melalui survei kepada pengguna
layanan pengadilan dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14
Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan
Pelayanan Publik.

Ruang lingkup survei meliputi sembilan unsur pelayanan, yaitu :
. Persyaratan

. Prosedur

. Waktu Pelayanan

. Biaya/Tarif

. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

. Kompetensi Pelaksana

. Perilaku Pelaksana

. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

O 00 N O U N W N =

. Sarana dan Prasarana.

Pelaksanaan survei dan pengolahan data dilakukan secara elektronik melalui aplikasi
Survei Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Hasil
pengukuran indeks ini menjadi bahan evaluasi bagi pengadilan dalam menjaga dan
meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar layanan yang telah ditetapkan.
Rincian capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan tahun

2025 sebagai berikut :

Tabel 34.
Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Skor \

Ruang Lingkup Interprestasi Kategori Realisasi Target Capaian
Persyaratan Sangat Baik 95
2  Sistem,
Mekanisme dan 96,4 Sangat Baik 96,4 95 98,54%
Prosedur
S0 Wakeu 95 Sangat Baik 95 95 100%
Penyelesaian
4  Biaya/Tarif 96,8 Sangat Baik 96,8 95 98,14%
3 | Preellt Spesiies 96,3 Sangat Baik 96,3 95 98,65%
Jenis pelayanan
51
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6 | Kompetensi

96,7 Sangat Baik 96,7 95 98,24%
Pelaksana
7 enlsu 98 Sangat Baik 98 95 96,93%
Pelaksana
8  Penanganan
Pengaduan, 97 Sangat Baik 97 95 97,93%
saran, masukan
P SEERE GR 100 Sangat Baik 100 95 95%
Prasarana
REALISASI, TARGET DAN CAPAIAN TAHUN 2025 96,8 95 97,02%

target yang ditetapkan pada indikator ini adalah sebesar 95%, sehingga capaian yang
diperoleh sebesar 97,02%, Katergori sangat baik ini menunjukan bahwa upaya
peningkatan kualitas pelayanan vyang dilakukan secara berkelanjutan telah
memberikan hasil yang positif, sehingga mampu memenuhi harapan pencari

keadilan.

Tabel 35.
Perbandingan Capaian Indikator
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

Tahun Jumlah Respon  target Realisasi Capaian
Survei

2025 236 95% 97.05%  102.16%

2024 130 80% 98.42%  123.02%

Berdasarkan tabel diatas, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan
Berdasarkan Standar Layanan yang Ditetapkan, pada tahun 2025 survei kepuasan
pengguna layanan diikuti oleh 236 responden. Dari hasil survei tersebut diperoleh
realisasi indeks sebesar 97,05%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 95%,
sehingga capaian kinerja mencapai 102,16%. Hasil ini menunjukkan bahwa pelayanan
yang diberikan telah memenuhi standar layanan yang ditetapkan dan diterima
dengan baik oleh sebagian besar pengguna layanan pengadilan, jika dibandingkan
dengan tahun 2024, jumlah responden survei tercatat sebanyak 130 responden. Hasil
pengukuran indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun tersebut mencapai
98,42%, lebih tinggi dari target sebesar 80%, sehingga menghasilkan capaian sebesar
123,02%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan pengadilan pada tahun
2024 telah melampaui target yang ditetapkan, meskipun jumlah responden masih
lebih sedikit dibandingkan tahun 2025.

Perbedaan jumlah responden antara tahun 2024 dan tahun 2025 menunjukkan
adanya peningkatan partisipasi pengguna layanan dalam survei kepuasan. Hal ini
memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap penilaian pelayanan
pengadilan pada tahun 2025, sekaligus menjadi dasar evaluasi berkelanjutan dalam
upaya menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar layanan yang

berlaku.

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah



Faktor yang mendukung capaian tersebut antara lain:

1.

1.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi petugas PTSP melalui briefing,
pelatihan standar pelayanan sesuai SOP, serta pelatihan pelayanan disabilitas,
sehingga petugas lebih siap dan memahami kebutuhan pengguna layanan.
Optimalisasi pelayanan publik melalui pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi
informasi agar proses pelayanan berlangsung lebih cepat, akurat, dan mudah
diakses oleh masyarakat.

Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik guna mendukung
kenyamanan dan kelancaran pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengawasan, monitoring, dan evaluasi pelayanan PTSP secara
berkala untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Penerapan reward dan punishment bagi aparatur pelayanan publik sebagai bentuk

apresiasi dan pembinaan agar kinerja tetap optimal dan disiplin.

Grafik 5.
Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan

# Ty 7O

Sasaran Strategis Il

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional

Sasaran ketiga mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Hal ini mencakup penyelenggaraan administrasi dan penanganan perkara secara

terbuka, akuntabel, dan sesuai prosedur, sehingga setiap proses di pengadilan dapat

dipertanggungjawabkan dengan baik.




Tabel 36.
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Terwujudnya 3.1.  Indeks profesionalitas aparatur 80% 78,21% 97,76%
Manajemen sipil negara (IP ASN) satuan

Peradilan yang kerja pengadilan

transparan dan 3.2. Nilai indikator kinerja 95% 96.13% 101.18%
Profesional pelaksanaan anggaran (IKPA)

satuan kerja Pengadilan DIPA
(01)

3.3. Nilai indikator kinerja 95% 97.82% 102.96%
pelaksanaan anggaran (IKPA)
satuan kerja Pengadilan DIPA
(03)

3.4. Nilai Kinerja Perencanaan 80% 100% 125%
Anggaran DIPA (01)

3.5. Nilai Kinerja Perencanaan 95% 94.83% 99.82%
Anggaran DIPA (03)

3.6. Nilai indikator Pengelolaan 3 3.350 111.66%
Aset (IPA) satuan kerja
pengadilan

Sasaran llI- Indikator Kinerja 1

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) digunakan untuk melihat
sejauh mana profesionalitas ASN pada satuan kerja. Penilaiannya dilakukan satu kali
dalam setahun oleh instansi pembina kepegawaian, sehingga nilai yang digunakan

dalam laporan kinerja merupakan hasil pengukuran akhir tahun.

Tabel. 37
Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja pengadilan

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara 80% 78,21% 97,76%
(IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indeks Profesionalitas ASN diukur secara tahunan oleh instansi Pembina
Pepegawaian berdasarkan empat penilaian, yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi
dan disiplin.

Nilai Indeks Profesionalitas ASN yang dicapai adalah 78,21%, sementara target
yang ditetapkan sebesar 80% Dengan demikian, masih terdapat selisih 1,79 poin dari
target. Selisih ini menunjukkan bahwa kinerja profesionalitas ASN sudah mendekati
target yang direncanakan, meskipun masih perlu ditingkatkan agar capaian pada

periode berikutnya dapat memenuhi target secara optimal.




Tabel 38
Perbandingan Capaian Indikator Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)

Indikator Kinerja Utama Tahun Target F({Iepaxgils; Capaian
Indeks Profesionalitas 2025 80% 78,21% 97,76%
Aparatur Sipil Negara (IP
ASN) Satuan Kerja 2024 N/A N/A N/A
Pengadilan

Indikator IP ASN ini baru mulai digunakan pada tahun 2025 dan pada tahun
2024 memang belum ada pengukuran maupun target karena saat itu indikator ini
belum ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama, untuk Nilai 78,21% yang ada
merupakan Realisasi tahun 2025 dan menjadi tolak ukur awal untuk melihat tingkat
profesionalitas ASN di satuan kerja. Karena tahun 2024 belum ada data dan

merupakan indikator baru, maka belum bisa dilakukan perbandingan.

Sasaran Il - Indikator 2
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja pengadilan DIPA
(01).

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk melihat
kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan yang bersumber dari
DIPA (01). Nilai IKPA dipantau setiap bulan melalui sistem sebagai bagian dari
pengendalian pelaksanaan anggaran. Karena penilaiannya bersifat kumulatif, nilai
IKPA pada bulan Desember merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan anggaran
selama satu tahun penuh dan digunakan sebagai nilai akhir kinerja.

Tabel 39.
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA (01)

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Nilai Indikator Kinerja 95% 96.13 101.18%
Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Satuan Kerja Pengadilan DIPA

(01)

Berdasarkan tabel diatas. target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (01) ditetapkan sebesar 95%. Realisasi IKPA yang
dicapai sebesar 96,13, sehingga capaian kinerjanya mencapai 101,18%. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan

mampu melampaui target yang telah ditetapkan.




Tabel 40
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

DIPA (01)
Indikator Kinerja Utama Tahun Target R(elaKllls":)S] Capaian
Nilai Indikator Kinerja 2025 95% 96.13 101.18%
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Satuan Kerja 2024 N/A N/A N/A

Pengadilan DIPA (01)

Indikator Nilai IKPA DIPA (01) mulai digunakan sebagai indikator kinerja pada tahun
2025. Target yang ditetapkan sebesar 95%, dan realisasi yang dicapai adalah 96,13.
Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 101,18%, yang berarti pelaksanaan
anggaran telah melampaui target yang ditetapkan.

Karena tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa

dilakukan perbandingan.

Sasaran Il - Indikator 3
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dipa 03 satuan Kkerja

pengadilan

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) digunakan untuk melihat
kualitas pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan yang bersumber dari
DIPA (03). Nilai IKPA dipantau setiap bulan melalui sistem sebagai bagian dari
pengendalian pelaksanaan anggaran. Karena penilaiannya bersifat kumulatif, nilai
IKPA pada bulan Desember merupakan hasil penilaian atas pelaksanaan anggaran
selama satu tahun penuh dan digunakan sebagai nilai akhir kinerja.

Tabel 41
Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA (03)

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan DIPA (03)

95% 97.82 102.96%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) satuan kerja Pengadilan DIPA (03) ditetapkan sebesar 95%. Realisasi IKPA yang
dicapai sebesar 97.82%, sehingga capaian kinerjanya mencapai 102.96%. Hasil
tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan

mampu melampaui target yang telah ditetapkan.




Tabel 42
Perbandingan Capaian Indikator Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) DIPA (03)

Indikator Kinerja Realisasi

Utama Tahun Target (IKPA) Capaian
Nilai Indikator Kinerja 2025 95% 97.82 102.96%
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Satuan Kerja 2024 N/A N/A N/A

Pengadilan DIPA (03)

Indikator Nilai IKPA DIPA (03) mulai digunakan sebagai indikator kinerja pada
tahun 2025. Target yang ditetapkan sebesar 95%, dan realisasi yang dicapai adalah
97.82 Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 102,96%, yang berarti
pelaksanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan.

Karena tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa

dilakukan perbandingan.

Sasaran lll - Indikator 4

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) digunakan untuk menilai kualitas
perencanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan. Penilaian ini melihat
kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah disusun sejak
awal tahun. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana
perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Tabel 43.
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Nilai Kinerja Perencanaan

Anggaran DIPA (01) 80% 100% 125%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
ditetapkan sebesar 80%. Realisasi yang dicapai sebesar 100%, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 125%. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran
telah disusun dengan sangat baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan

secara lebih terarah sepanjang tahun anggaran.

Tabel 44
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Realisasi

Indikator Kinerja Utama Tahun Target (NKP) Capaian
Nilai Kinerja 2025 80% 100 125%
Perencanaan Anggaran
DIPA (01) 2024 N/A N/A N/A

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah



Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) pada tahun 2025
ditetapkan dengan target sebesar 80%. Realisasi yang diperoleh mencapai nilai 100%,
sehingga capaian kinerja melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini
menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik
dan untuk tahun 2024, indikator ini belum digunakan sebagai Indikator Kinerja

sehingga belum terdapat target maupun data realisasi yang dapat dibandingkan.

Sasaran lll - Indikator 5

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) digunakan untuk menilai
kualitas perencanaan anggaran pada satuan kerja pengadilan. Penilaian ini melihat
kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang telah disusun sejak
awal tahun. Hasil penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana
perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan mendukung kelancaran

pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Tabel 45.
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian

Nilai Kinerja Perencanaan

Anggaran DIPA (03) 95%  94.83%  99.82%

Berdasarkan tabel diatas, target Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)
ditetapkan sebesar 95%. Realisasi yang dicapai sebesar 94.83%, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 99.82%. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran
telah disusun dengan sangat baik, sehingga mampu mendukung pelaksanaan kegiatan

secara lebih terarah sepanjang tahun anggaran

Tabel 46
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)

Realisasi

Indikator Kinerja Utama Tahun Target (NKP) Capaian
Nilai Kinerja 2025 95% 94.83 99.82%
Perencanaan Anggaran

DIPA (03) 2024 N/A N/A N/A

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) pada tahun 2025
ditetapkan dengan target sebesar 95% dengan Realisasi 94.83%, sehingga capaian
kinerja 99.82%, melampaui target yang telah ditetapkan. Hasil ini menunjukkan
bahwa perencanaan anggaran telah dilaksanakan dengan sangat baik dan Karena
tahun 2024 belum ada data dan merupakan indikator baru, maka belum bisa

dilakukan perbandingan

Laporan Kinerja Instransi Pemerintah



Sasaran lll - Indikator 6

Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan

Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) digunakan untuk menilai kualitas
pengelolaan aset pada satuan kerja pengadilan. Penilaian ini mencakup ketertiban
administrasi, pemanfaatan aset, serta upaya pengamanan aset yang dimiliki. Melalui
indikator ini, dapat diketahui sejauh mana pengelolaan aset telah dilakukan secara
tertib dan mendukung pelaksanaan tugas satuan kerja.

Tabel 47.
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan
Aset (IPA) Satuan Kerja 3 3.350 111.66%
Pengadilan

Berdasarkan tabel diatas, Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja
Pengadilan dengan target 3, Realisasi yang dicapai sebesar 3.350, sehingga capaian
kinerjanya mencapai 111.66%. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset pada

satuan kerja telah berjalan dengan baik dan mampu melampaui target yang telah

ditetapkan.
Tabel 48
Perbandingan Capaian Indikator Nilai Indiaktor Pengelolaan Aset (IPA)
Indikator Kinerja Utama Tahun Target Re(?}ii?ﬂ Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset 2025 3 3.350 111.66%
(IPA) Satuan Kerja Pengadilan
2024 N/A N/A N/A

Perbandingan capaian kinerja indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)
tahun 2025 dengan 2024 akan tetapi Karena tahun 2024 belum ada data dan

merupakan indikator baru, maka belum bisa dilakukan perbandingan

= REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA

Pada tahun 2025, rata-rata capaian untuk Sasaran | mencapai 92,42%, Sasaran Il
102,15%, dan Sasaran Il 106,4%. ini menunjukkan bahwa seluruh sasaran tahun 2025
berhasil dicapai dengan baik, bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.
Sementara itu, pada tahun 2024, rata-rata capaian Sasaran | sebesar 141,8% dan
Sasaran Il sebesar 123,02%. Sasaran Ill belum ada pada tahun 2025 karena merupakan

indikator kinerja baru. Oleh karena itu, indikator baru ini tidak diperhitungkan




dalam perbandingan dengan capaian tahun 2024. Perbandingan dilakukan hanya

pada indikator yang sama yang ada pada tahun 2025 dan 2024.

Tabel 49.
Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya

Tahun 2025 ‘ \ Tahun 2024

Sasaran Strategis Indikator Kinerja \
Target Realisasi | Capaian Target Realisasi Capaian

Terwujudnya 0 Persentase 100% 100% 100% 90% 91% 101.12%
Peradilan yang penyelesaian
efektif perkara secara
Transparan, tepat waktu
Akuntabel, 1.2 Persentase 100% 100% 100% 95% 100% 105.26%
Responsive dan penyediaan/pengiri
Modern man salinan
putusan tepat
waktu oleh

pengadilan tingkat
pertama kepada
para pihak
1.3 Persentase 100% 100% 100% N/A N/A N/A
pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar
putusan tingkat
banding, kasasi dan
PK secara tepat
waktu oleh
pengadilan pengaju
kepada para pihak
1.4 Persentase 100% 100% 100% N/A N/A N/A
pengiriman salinan
putusan perkara
pidana tingkat
banding, kasasi dan
PK tepat waktu
oleh pengadilan
pengaju kepada
para pihak tepat
waktu
1.5 Persentase putusan 100% 100% 100% N/A N/A N/A
pengadilan yang
diunggah pada
direktori putusan
1.6 Persentase 95% 0 0 0 0 0
penyelesaian
permohonan
eksekusi putusan
perdata
1.7 Persentase perkara 55% 50% 90.90% 90% 91.00% 111.11%
yang berhasil
diselesaikan
melalui pendekatan
keadilan restoratif
1.8 Persentase perkara 20% 6.67% 33.35% 5% 12.5% 250%
yang berhasil
diselesaikan
melalui mediasi

1.9 Persentase perkara 50% 0 0 5% 0 0
anak yang berhasil
diselesaikan
melalui diversi

1.10 | Persentase perkara 100% 100% 100% N/A N/A N/A

perdata tingkat
pertama yang
menggunakan
ecourt




Meningkatnya
Tingkat
Keyakinan dan
Kepercayaan
Publik

Terwujudnya
Manajemen
Peradilan yang
transparan dan
Profesional

1.11  Persentase perkara 100% 100%
pidana yang
dilimpahkan secara
elektronik (e-
berpadu)
1.12 | Persentase layanan 100% 100%
perkara pidana
yang diajukan
secara elektronik
(e-berpadu)

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis |

2.1 Indeks kepuasan 95% 97.05%
pengguna layanan
pengadilan
berdasarkan
standar layanan
yang ditetapkan

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il

3.1.  Indeks 80% 78.21%
profesionalitas
aparatur sipil
negara (IP ASN)
satuan kerja
pengadilan
3.2. Nilai indikator 95%
kinerja
pelaksanaan
anggaran (IKPA)
satuan kerja
pengadilan DIPA
(01)
3.3. | Nilai indikator 95%
kinerja
pelaksanaan
anggaran (IKPA)
satuan kerja
pengadilan DIPA
(03)
3.4. Nilai Kinerja 80% 100%
Perencanaan
Anggaran DIPA (01)
3.5 | Nilai Kinerja 95%
Perencanaan
Anggaran DIPA (03)
3.6. Nilai indikator 3 3.350
Pengelolaan Aset
(IPA) satuan kerja
pengadilan

96.13%

97.82%

94.83%

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS L.11.111

100%

100%

92.42%
102.15%

102.15%
97.76%

101.18%

102.96%

125%

99.82%

111.66%

106.4%

100.32%

N/A

N/A

80%

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

= REALISASI KINERJA DIBANDINGKAN TARGET JANGKA MENENGAH

Dalam membandingkan capaian kinerja target jangka menengah, Pengadilan

N/A N/A
N/A N/A
141.8%
98.42%  123.02%
123.02%
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
139.23%

Negeri Namlea menggunakan Indikator yang tercantum dalam Renstra Mahkamah

Agung RI tahun 2025-2029 sebagai acuan target jangka menengah

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2025

mencapai 100,32%, melebihi target jangka menengah sebesar 87,14%, Hasil ini

menunjukkan bahwa kinerja satuan kerja berjalan sangat baik.




Rincian capaian kinerja tahun 2025 dibandingkan capaian target jangka menengah
dapat dilihat

Tabel 50.
Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan Target Jangka Menengah

Target  Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian

Terwujudnya 1.1 Persentase 100% 100% 100% 98.54% 100% 101.4%
Peradilan yang penyelesaian
efektif perkara secara
Transparan, tepat waktu
Akuntabel, 1.2 Persentase 100% 100% 100% 99.99% 100% 100%
Responsive dan penyediaan/pengiri
Modern man salinan

putusan tepat

waktu oleh

pengadilan tingkat
pertama kepada
para pihak
1.3 Persentase 100% 100% 100% 98.20% 100% 101.8%
pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar
putusan tingkat
banding, kasasi dan
PK secara tepat
waktu oleh
pengadilan pengaju
kepada para pihak
1.4 Persentase 100% 100% 100% 98.07% 100% 101.9%
pengiriman salinan
putusan perkara
pidana tingkat
banding, kasasi dan
PK tepat waktu
oleh pengadilan
pengaju kepada
para pihak tepat
waktu
1.5 Persentase putusan 100% 100% 100% 93.45% 100% 107%
pengadilan yang
diunggah pada
direktori putusan
1.6 Persentase 95% 0 0 55.81% 0 0
penyelesaian
permohonan
eksekusi putusan
perdata
1.7 Persentase perkara 55% 50% 90.90% 11.70% 35% 299
yang berhasil
diselesaikan
melalui pendekatan
keadilan restoratif
1.8 Persentase perkara 20% 6.67% 33.35% 20.69% 6.67% 32.2%
yang berhasil
diselesaikan
melalui mediasi
1.9 Persentase perkara 50% 0 0 99.00% 0 0
anak yang berhasil
diselesaikan
melalui diversi
1.10 Persentase perkara 100% 100% 100% 100% 100% 100%
perdata tingkat
pertama yang
menggunakan
ecourt
1.11  Persentase perkara 100% 100% 100% 98.88% 100% 101.1%
pidana yang
dilimpahkan secara




Meningkatnya
Tingkat
Keyakinan dan
Kepercayaan
Publik

Terwujudnya
Manajemen
Peradilan yang
transparan dan
Profesional

1.12

elektronik (e-
berpadu)
Persentase layanan
perkara pidana
yang diajukan
secara elektronik
(e-berpadu)

100% 100%

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis |

2.1

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il

3.1.

3.2,

3.3

3.4,

3.5

3.6.

Indeks kepuasan 95% 97.05
pengguna layanan

pengadilan

berdasarkan

standar layanan

yang ditetapkan

Indeks 80%
profesionalitas

aparatur sipil

negara (IP ASN)

satuan kerja

pengadilan

Nilai indikator 95%
kinerja

pelaksanaan

anggaran (IKPA)

satuan kerja

pengadilan DIPA

(01)

Nilai indikator 95%
kinerja

pelaksanaan

anggaran (IKPA)

satuan kerja

pengadilan DIPA

(03)

Nilai Kinerja 80%
Perencanaan

Anggaran DIPA (01)

Nilai Kinerja 95%
Perencanaan

Anggaran DIPA (03)

Nilai indikator 3
Pengelolaan Aset

(IPA) satuan kerja
pengadilan

78.21%

96.13%

97.82%

100%

94.83%

3.350

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis lll
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= REALISASI KINERJA (BENCHMARK) DIBANDINGKAN LEVEL NASIONAL

Dalam membandingkan capaian kinerja pada level nasional, Pengadilan Negeri

Namlea menggunakan Indikator yang tercantum dalam Renstra Mahkamah Agung

RI tahun 2025-2029 sebagai acuan nasional.

Indikator Pengadilan Negeri Namlea yang termasuk level nasional merupakan

100%

92.42%
102.15%

102.15%
97.76%

101.18%

102.96%

125%

99.82%

111.66%

106.4%

100.32%

98.96%

3.85

VAl

93

93

75

75

3.20

100%

97.05%

78.21%

96.13%

97.82%

100%

94.83%

3.350

indikator yang realisasi dan capaiannya ditampilkan pada tabel berikut ini :

101%

114.5%
25.20%

25.20%
110.1%

103.3%

105.1%

133.3%

126.4%

104.6%

113.8%

84.5%



Tabel 51.
Capaian Kinerja Tahun 2025 dibandingkan dengan standar nasional

Tahun 2025

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target PN Realisasi Capaian

MA (%) Namlea PN Namlea Terhadap target
(%) (%) MA (%)
Terwujudnya . Persentase penyelesaian
Peradilan yang perkara secara tepat 96.46% 100% 100% 103%
efektif waktu
Transparan, 1.2 Persentase
Akuntabel, penyediaan/pengiriman
Responsive dan salinan putusan tepat
Modern waktu oleh pengadilan 99.97% 100% 100% 100%
tingkat pertama kepada
para pihak
1.3 Persentase pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar putusan
tingkat banding, kasasi 91,01% 100% 100% 109%

dan PK secara tepat
waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para
pihak

1.4 Persentase pengiriman
salinan putusan perkara
pidana tingkat banding,
kasasi dan PK tepat 90.69% 100% 100% 110%
waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para
pihak tepat waktu

1.5 Persentase putusan
pengadilan yang diunggah 90.11% 100% 100% 110%
pada direktori putusan

1.6 Persentase penyelesaian
permohonan eksekusi 39.55% 95% 0 0
putusan perdata

1.7 Persentase perkara yang
berhasil diselesaikan
melalui pendekatan
keadilan restoratif

1.8 Persentase perkara yang
berhasil diselesaikan 18.69% 20% 6.67% 35.6%
melalui mediasi

1.9 Persentase perkara anak
yang berhasil diselesaikan 97.00% 50% 0 0
melalui diversi

1.10 Persentase perkara
perdata tingkat pertama 95.76% 100% 100% 104%
yang menggunakan ecourt

1.1 Persentase perkara
pidana yang dilimpahkan
secara elektronik (e-
berpadu)

1.12 Persentase layanan
perkara pidana yang
diajukan secara
elektronik (e-berpadu)

10.48% 55% 50% 477%

89.80% 100% 100% 111%

89.93% 100% 100% 111%

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis | 137%

Meningkatnya 2.1 Indeks kepuasan pengguna
Tingkat Keyakinan layanan pengadilan
dan Kepercayaan berdasarkan standar
Publik layanan yang ditetapkan

3.78 95% 97.05% 25.67%

Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il 25.67%

Terwujudnya 3.1 Indeks profesionalitas
Manajemen aparatur sipil negara (IP
Peradilan yang ASN) satuan kerja
transparan dan pengadilan
Profesional 3.2 Nilai indikator kinerja
pelaksanaan anggaran
(IKPA) satuan kerja
pengadilan DIPA (01)
3.3 Nilai indikator kinerja
pelaksanaan anggaran
(IKPA) satuan kerja
pengadilan DIPA (03)
3.4 Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran DIPA (01)

VAl 80% 78.21% 110%

93 95% 96.13% 103%

93 95% 97.82% 105%

75 80% 100% 133%




3.5 Nilai Kinerja Perencanaan
Anggaran DIPA (03) 75 95% 94.83% 126%

3.6 Nilai indikator Pengelolaan

Aset (IPA) satuan kerja 3.00 3 3.350 111%
pengadilan
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Strategis Il 114%
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS LILII 92.22%

Berdasarkan hasil pengukuran tahun 2025, kinerja Pengadilan Negeri Namlea
menunjukkan hasil yang baik dan sejalan dengan standar nasional. Berbagai indikator
utama dapat dicapai dengan optimal, bahkan sebagian melampaui target, terutama
dalam penyelesaian perkara tepat waktu, pemanfaatan layanan elektronik, serta
pengelolaan anggaran dan perencanaan. Tingkat kepuasan masyarakat juga berada
di atas target yang ditetapkan. Hal ini menggambarkan bahwa pelayanan dan tata
kelola yang dijalankan sudah berjalan dengan baik dan terus diarahkan untuk

memberikan manfaat nyata bagi para pencari keadilan.

= ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea selama tahun 2025 menunjukkan hasil
yang sangat baik pada beberapa indikator, terutama yang berkaitan dengan
penyelesaian perkara dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tidak lepas dari
komitmen pimpinan dan seluruh aparatur dalam menjaga kedisiplinan kerja serta
upaya untuk terus memanfaatkan aplikasi peradilan berbasis elektronik. Monitoring
dan evaluasi yang dilakukan secara berkala juga membantu menjaga kinerja tetap
stabil.

Di sisi lain, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target
secara maksimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh jumlah perkara yang tidak selalu sama
setiap tahun serta faktor internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas. Faktor
eksternal seperti kehadiran para pihak dalam persidangan dan pemahaman
masyarakat terhadap proses peradilan juga turut mempengaruhi capaian kinerja.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pengadilan Negeri Namlea telah melakukan
berbagai langkah perbaikan, seperti penguatan pengawasan internal, penataan
beban kerja yang lebih merata, serta peningkatan kompetensi aparatur. Selain itu,
pemanfaatan teknologi informasi terus dioptimalkan agar proses kerja lebih efisien
dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik. perbaikan akan terus dilakukan
secara bertahap agar capaian kinerja dapat lebih optimal dan selaras dengan target

yang telah ditetapkan.




= ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

1. EFESIENSI ANGGARAN

Untuk mengukur efisiensi anggaran terhadap capaian kinerja, perlu dibandingkan
antara capaian kinerja sasaran strategis pada indikator kinerja utama yang telah
ditetapkan dengan realisasi belanja yang mendukung indikator tersebut.
Perbandingan capaian kinerja kinerja dengan realisasi belanja pada tahun 2025,

dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 52.
Analisis Efisiensi Anggaran

Uraian Anggaran Realisasi % Target  Realisasi Capaian
Terwujudnya 1.1 Persentase
Peradilan penyelesaian perkara 100% 100% 100%
yang efektif secara tepat waktu
Transparan, 1.2 Persentase
Akuntabel, penyediaan/pengirim
Responsive an salinan putusan
dan Modern tepat waktu oleh 100% 100% 100%

pengadilan tingkat
pertama kepada para
pihak

1.3 Persentase
pengiriman
pemberitahuan
petikan/amar
putusan tingkat
banding, kasasi dan 100% 100% 100%
PK secara tepat
waktu oleh
pengadilan pengaju
kepada para pihak

1.4 Persentase
pengiriman salinan
putusan perkara
pidana tingkat
banding, kasasi dan DIPA 65.010.000 64.673.000 99.48 100% 100% 100%
PK tepat waktu oleh (03)
pengadilan pengaju
kepada para pihak
tepat waktu

1.5 Persentase putusan
gfu"ng;;;Laga‘gaa"g 100% 100% 100%
direktori putusan

1.6 Persentase
penyelesaian
permohonan eksekusi 95% 0 0
putusan perdata
Persentase perkara
yang berhasil

1.7 diselesaikan melalui 55% 50% 90.90%
pendekatan keadilan
restoratif

1.8 Persentase perkara
yang berhasil
diselesaikan melalui 20% 6.67% 33.35%
mediasi

1.9 Persentase perkara
anak yang berhasil 50% 0 0
diselesaikan melalui
diversi

1.10 Persentase perkara
perdata tingkat 100% 100% 100%
pertama yang
menggunakan ecourt

1.1 Persentase perkara

pidana yang 100% 100% 100%

elektronik (e-

dilimpahkan secara
Laporan Kinerja Instransi Pemerintah T



berpadu)

Persentase layanan
perkara pidana yang
diajukan secara
elektronik (e-
berpadu)

100%

100%

100%

Rata - Rata

99.48%

92.42%

EFESIEN
Realisasi Belanja > Capaian Kinerja (99.48%>92.42%)

Meningkatnya
Tingkat
Keyakinan
dan
Kepercayaan
Publik

2.1

Indeks kepuasan
pengguna layanan
pengadilan
berdasarkan
standar layanan
yang ditetapkan

95%

97.05%

102.15%

Rata - Rata

102.15%

EFESIEN

Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (99.48%<102.15%)

Terwujudnya
Manajemen
Peradilan
yang
transparan
dan
Profesional

3.1

Indeks
profesionalitas
aparatur sipil
negara (IP ASN)
satuan kerja
pengadilan

3.2

Nilai indikator
kinerja pelaksanaan
anggaran (IKPA)
satuan kerja
pengadilan DIPA
(01)

3.3

Nilai indikator
kinerja pelaksanaan
anggaran (IKPA)
satuan kerja
pengadilan DIPA
(03)

3.4,

Nilai Kinerja
Perencanaan
Anggaran DIPA (01)

3.5

Nilai Kinerja
Perencanaan
Anggaran DIPA (03)

3.6.

Nilai indikator
Pengelolaan Aset
(IPA) satuan kerja
pengadilan

DIPA
(01)

4.769.083.000

80%

78.21%

97.76%

95%

4.643.975.150 97.38

96.13%

101.19%

95%

97.82%

102.97%

80%

100%

125%

95%

94.83%

99.82%

3.350

111.66%

Rata-Rata

106.4%

EFESIEN

Realisasi Belanja < Capaian Kinerja (97.38%<106.4%)

Berdasarkan data pada Tabel diatas, realisasi belanja yang mendukung kinerja untuk

mencapai target masing-masing indikator sasaran strategis, sebagai berikut :

Berdasarkan perbandingan antara realisasi belanja dan capaian kinerja adalah :

a. Sasaran Strategis 1 “Terwujudnya Peradilan yang efektif Transparan, Akuntabel,
Responsive dan Modern” dinilai efisien. Hal ini tercermin dari realisasi belanja
DIPA (03) sebesar 99,48%, yang relatif seimbang dengan rata-rata capaian kinerja
sebesar 92,42%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah
dilakukan secara optimal dan mampu mendukung pencapaian kinerja sesuai

dengan target yang ditetapkan. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran pada

Sasaran Strategis 1 dapat dinilai efisien.




b.

Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”
memperoleh capaian kinerja sebesar 102,15%, melampaui target vyang
ditetapkan. Pencapaian tersebut didukung oleh realisasi belanja yang lebih kecil
dibandingkan capaian kinerja (99,48% < 102,15%), sehingga menunjukkan

penggunaan anggaran yang efisien.

. Sasaran Strategis 3 “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan

Profesional” memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 106,4%. Pencapaian
tersebut didukung oleh realisasi belanja sebesar 97,38% dari pagu anggaran,
sehingga realisasi belanja lebih kecil dibandingkan capaian kinerja (97,38% <
106,4%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Sasaran Strategis 3
didukung oleh pengelolaan anggaran yang efisien serta manajemen peradilan

yang berjalan dengan baik.

EFESIENSI SUMBER DAYA MANUSIA

Efisiensi sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Namlea terlihat dari cara

memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal. Dengan jumlah pegawai sebanyak

35

orang dan komposisi sebagaimana tercantum dalam tabel, seluruh tugas pokok

dan fungsi pengadilan tetap dapat dijalankan dengan baik melalui pembagian tugas

yang jelas dan penyesuaian beban kerja antar pegawai.

Walaupun masih terdapat beberapa jabatan yang belum terisi, hal tersebut tidak

mengganggu pelaksanaan pelayanan peradilan maupun administrasi perkantoran.

Kebutuhan kerja dapat diatasi melalui pengaturan tugas yang tepat, kerja sama

antar pegawai, serta saling mendukung dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kondisi

ini

menunjukkan bahwa efisiensi sumber daya manusia lebih ditentukan oleh cara

Pengadilan Negeri Namlea mengelola dan memanfaatkan pegawai yang tersedia,

sehingga kinerja satuan kerja tetap dapat dicapai secara optimal.

Tabel 53.
Efesiensi Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Namlea
No Kelompok Jenis Jabatan Jumlah. Analisis Efesiensi
Jabatan Pegawai
1 | Hakim Ketua 1 Orang Meskipun jabatan Wakil
Wakil Ket ) Ketua belum terisi,
a ,1 etua pelaksanaan tugas
Hakim 40rang  kepemimpinan dan
persidangan tetap berjalan
melalui peran Ketua dan
pengaturan majelis hakim
2 | Kepaniteraan Panitera 1 Orang | Tugas kepaniteraan

dilaksanakan melalui
Panmud 3 Orang pembagian kerja yang
Panitera Pengganti 4 0rang | fleksibel sehingga pelayanan
persidangan dan administrasi

Jurusita/Jurusita Pengganti perkara tetap berjalan
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lancar

3 | Kesekretariatan | gekretaris 1 Orang Pengelolaan administrasi dan
dukungan manajerial dapat
Kasubbag 3 Orang dilaksanakan secara efisien
melalui koordinasi yang baik
4 | Pelaksana Klerek-Analis Perkara 2 Orang | Pegawai pelaksana
Peradilan dimanfaatkan sesuai
Klerek-Penelaah Teknis 1 Orang | kebutuhan kerja dan tugas
Kebijakan masing-masing, sehingga
Operator-Penata Layanan 10 Orang = pekerjaan dapat berjalan
Operasional tertib dan mendukung
Teknisi Sarana dan Prasarana 1 Orang kegiatan organisasi.
Klerek-Dokumetalis Hukum 2 Orang
Klerek-Pengelola Penanganan 1 Orang
Perkara
Pengelola Layanan 1 Orang
Operasional

Efisiensi SDM tercapai
melalui optimalisasi peran
dan penyesuaian beban
kerja

Jumlah Pegawai 35 Orang

e ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN
KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA.

Keberhasilan kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2025 dicapai melalui
pemanfaatan sistem elektronik seperti SIPP, e-Court, dan e-Berpadu, penerapan
mediasi dan keadilan restoratif, serta pengelolaan anggaran dan aset yang baik.
Upaya tersebut berdampak pada peningkatan ketepatan waktu penyelesaian
perkara, kepuasan pengguna layanan, dan efisiensi anggaran.

Pada beberapa indikator, capaian kinerja belum dapat dihitung karena belum
terdapat capaian yang dapat diukur pada tahun 2025. Persentase penyelesaikan
permohonan eksekusi putusan perdata masih dalam tahapan penyelesaian sesuai
ketentuan hukum yang berlaku, sementara pada indikator persentase perkara anak
yang berhasil diselesaikan melalui diversi itu tidak terdapat perkara anak yang

diproses melalui diversi.

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam
Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Namlea yang dijabarkan dalam Sasaran
Strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka pada tahun
2025 Pengadilan Negeri Namlea memperoleh alokasi anggaran dari APBN melalui 2
(dua) Daftar Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 yaitu DIPA (01)
Badan Urusan Administrasi dan DIPA (03) Badan Peradilan Umum. Anggaran APBN

yang digunakan untuk mendukung kegiatan guna tercapainya masing-masing
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indikator kinerja pada sasaran strategis yang telah ditetapkan, dengan rincian

alokasi dan realisasi anggaran sebagai berikut :

1.

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi (BUA)
Pagu Anggaran DIPA (01) BUA untuk Pengadilan Negeri Namlea pda Tahun

Anggaran 2025 sebesar Rp. 4.769.083.000,- (Empat juta tujuh ratus enam puluh

Sembilan ribu delapan puluh tiga ribu), Anggaran tersebut terdiri :

a. Belanja Pegawai = 3.533.571.000,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh tiga juta

lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

b. Belanja Barang dan Jasa = Rp.1.235.512.000,- (Satu milyar dua ratus tiga

puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah)

Anggaran ini digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen dengan

realisasi anggaran DIPA (01) dengan rincian sebagai berikut :

Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2025

No

DIPA 01 Pagu Anggaran
Belanja
Pegawai 3.533.571.000
(31)
Belanja
Barang (52) 1.235.512.000
Jumlah 4,769.083.000

Tabel 54.
Realisasi Anggaran Sisa
Anggaran
Rp. % Rp.
3.418.811.494 96.75 114.759.506
1.225.163.656 99.16 10.348.344
4.643.975.150 97.38 125.107.850

Rincian anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Barang Pegawai pada DIPA (01)

tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 55.

Rincian Belanja pegawai dan belanja barang tahun 2025

No

Jenis Belanja

Belanja Pegawai

Realisasi Anggaran
Rp. %

Pagu

Belanja Pegawai (51) 3.533.571.000 3.418.811.494 96.75
Belanja Barang
Bo [GIULIER SEERHER 322.076.000 312,115,214 96.91
Perkantoran
Langganan Daya dan Jasa 238,279,000 237,898,042 99.84
4. pemeliharaan Kantor 381,319,000 381,312,800 100
Pembayaran Terkait 80,098,000 80,098,000 100
Operasional Kantor
6. Rapat Koordinasi Internal 4,720,000 4,720,000 100
Koordinasi/Konsultasi Tingkat 58,300,000 58,300,000 100
Banding/Pusat
70
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7.  Koordinasi/Konsultasi Ke 21,200,000 21,200,000 100
Kppn/Kanwildjpbn/Kpknl

8. Hak Dan Keuangan Fasilitas 128,520,000 128,520,000 100
Hakim Dan Hakim Adhoc

9. Dokumen Pemantauan Dan 300,00 300,00 100
Evaluasi

10  Dukungan Manajemen Non 700.000 700.000 100
Operasional Pengadilan
Jumlah 1.235.512.000 1.225.163.656  99.16

Dibandingkan tahun sebelumnya realisasi anggaran DIPA (01) Tahun 2025
mengalami penurunan, Gambaran realisasi anggaran DIPA (01) tahun 2025 dan
tahun 2024 dijelaskan pada tabel diatas.

Tabel 56.
Realisasi Anngaran DIPA 01 Tahun 2025 dan 2024
Tahun Realisasi Anggaran Sisa
No Angearan Pagu Anggaran Anggaran

£e Rp. % Rp.
1. 2025 4.769.083.000 4.643.975.150 97.38 125.107.850
2. 2024 4.905.058.000 4.763.733.994 97.12 141.324.006

Grafik 6.

Perbandingan Realisasi DIPA 01 Tahun 2025 dan 2024

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum (Badilum)
Pagu Anggaran DIPA (03) Badilum untuk Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun
Anggaran. 2025 sebesar Rp. 65.010.000 (Enam puluh lima juta rupiah)). Anggaran
ini merupakan belanja barang yang digunakan untuk membiayai Program

Penegakan dan Pelayanan Hukum, Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan




Umum dengan Realisasi sebesar 99.48%, jika dibandingkan dengan Tahun 2024

realisasi anggaran DIPA (03) sebesar 96,92% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 57.
Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025

Realisasi Anggaran

Jenis Belanja Pagu Rp %

Dukungan Penyelesaian Perkara
(KIMWASMAT) 750.000 750.000 100
Pendaftaran Berkas Perkara 16.191.000 16.191.000 96.75
Pengmman Surat Penahanan dan 400.000 281.000 70.25
Perpanjangan Penahanan
Pemeriksaan di sidang Pengadilan 14.750.000 14.750.000 100
Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada
JPU dan Terdakwa 400.000 311.000 77.75
Minutasi/Upaya Hukum 3.320.000 3.320.000 100
P_enanganan Perkara Banding di Pengadilan 419.000 419.000 100
Tingkat Pertama
Penanganan Perkara kasasi dan Peninjauan
Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama FEL ol e
Pos Bantuan Hukum 28.000.000 28.000.000 100

Jumlah 65.010.000 64.673.000 99.48

Dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi anggaran DIPA (03) Tahun 2025
mengalami penurunan, Gambaran realisasi anggaran DIPA (03) dijelaskan pada
Tabel diatas.

Tabel 58.
Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2025 dan 2024

No DIPA 03 Pagu Realisasi Anggaran Sisa Anggaran
Anggaran Rp. % Rp.
1. 2025 65.010.000 64.673.000 99.48 337.000
2. 2024 67.300.000 65.226.000 96.92% 2.074.000
Grafik 7.

Perbandingan Realisasi DIPA 03 Tahun 2025 dan 2024
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D. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
tahun 2024, Pengadilan Negeri Namlea telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi
yang diberikan pada tahun 2025. Tindak lanjut tersebut mencakup perbaikan pada
aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas kinerja
internal.

Perbaikan dilakukan melalui penyempurnaan dokumen perencanaan,
penyusunan pedoman teknis pengukuran kinerja, penyesuaian indikator kinerja agar
memenuhi kriteria SMART, serta pelaksanaan evaluasi kinerja internal secara
berjenjang. Seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

Rincian rekomendasi, permasalahan, rencana aksi, target, waktu pelaksanaan,
status penyelesaian, serta Link bukti dukung disajikan pada tabel tindak lanjut hasil

evaluasi AKIP berikut ini :




LAMPIRAN I
SURAT SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG

NOMOR

: 16292 /SEK/SEK/0T1.6/11/2025

TANGGAL : 25 November 2025

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

No | Rekomendasi LHE Tahun 2024 Permasalahan Rencana AlfSl Tindak Target Waktu Penanggung Status/ Progres Link Bukti Dukung
Lanjut Pelaksanaan Jawab Penyelesaian
A. PERENCANAAN KINERJA
1 | Dalam Perencanaan Kinerja harus | Sudah dibuat Crosscutting tetapi | Sudah dibuat https://drive.google.com /drive /fo
ada pola koordinasi (aktivitas waktu untuk berkoordinasi pada | Crosscutting Pengadilan | Terpenuhi Oktober s/d KPN 100% I|ders/1K9iYxWgN64 3nAPAVT6P
kegiatan/pendanaan) bagian-bagian sedikit terlambat | Negeri Namlea Desember 2025 AidlUs2Vzd-b?usp=sharing
2 | Dokumen Reviu atas RENSTRA Dokumen reviu Renstra/IKU Telah memberikan _ Oktober s/d https://drive.google.com/drive/fo
maupun IKU harus menyampaikan | belum memuat alasan secara rinci| alasan Renstra dan IKU | Terpenuhi KPN 100% lders/1K9iYxWgN64 3nAPdVT6P
- Desember 2025 . — .
alasan perubahan telah direviu AidlUs2Vzd-b?usp=sharing
3 | Buatkan Monitoring dan Evaluasi | Belum tersedia Monitoring dan | Sudah dibuatmonitoring https: //drive.google.com /drive /fo
Rencana Aksi sesuai dengan SK Evaluasi Sesuai SK Sekma | dan evaluasi sesuai sk ] Iders/1K9iYxWgN64 3nAPdVT6P
Sekma 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 sekma Terpenuhi D(?sl;tr?lz(él; ;/odz . KPN 100% Aid1Us2Vzd-b?usp=sharing
1282/SEK/0T.01.1/7/2023. 1282/SEK/0T.01.1/7/2
023
4 | Dapat disajikan eviden berupa Belum terdokumentasi Telah dilaksanakan . .
. . : : : . https://drive.google.com/drive/fo
adanya bagian/bidang yang keterlibatan bagian/bidang dalam Terpenuhi Januaris/d KPN 100% .
C . o p 0 Iders/1K9iYxWgN64 3nAPdVT6P
mempunyai aktifitas yang pelaksanaan kegiatan kinerja Desember 2025 Aid1Us2Vzd-b?usp=sharin
: -b?usp=
berkaitan D g
5 | Agar disajikan perbaikan dokumen| Belum ada perbaikan kinerja dari | Sudah di buat perbaikan Oktober s/d https://drive.google.com/drive/fo
perencanaan kinerja dari analisis | analisis perbaikan seblumnya dokumen perencanaan | Terpenubhi Desember 2025 KPN 100% Iders/1K9iYxWgN64 3nAPdVT6P

perbaikan kinerja sebelumnya

kinerja

AidlUsZVzd-b?usg=sharing

B. PENGUKURAN KINERJA



https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1K9iYxWgN64_3nAPdVT6PAidlUs2Vzd-b?usp=sharing

untuk tahun berikutnya

1 | Agar dibuatkan pedoman teknis Belum tersedia pedoman teknis | Sudah ditindak lanjuti https://drive.google.com/drive/fo
perencanaan kinerja internal dan | pengumpulan data dan sebagaimana yang telah lders/1Y5WItoedp3-
pengumpulan data kinerja internal | perencanaan kinerja internal direkomendasikan. Terpenuhi Oktober s/d KPN 100% jt5dlz3aM2MEO03P2KhTiJ?usp=sha
PN Namlea. Desember 2025 ring

2 | Agar dapat disajikan mekanisme | Belum disajikan mekanisme Sudah ditindak lanjuti https://drive.google.com/drive/fo
pengumpulan data yang jelas siapa| pengumpulan data sebagaimana yang telah . Iders/1Y5WItoedp3-
yang bertanggung jawab untuk direkomendasikan. Terpenuhi Januaris/d KPN 100% jt5dlz3aM2MEQ3P2KhTiJ?usp=sha
mengumpulkan data kinerja dan Desember 2025 ring
mekanismenya

3 | Agar Qapat dlS’c.I]Ikan .eVIQen yang Belum terdokl.lme.ntam bukti Sudah QItlndak lanjuti https://drive.google.com/drive/fo
menginformasikan pimpinan keterlibatan pimpinan dalam sebagaimana yang telah T hi Januari s/d KPN 1005, \ders /1Y5Witoedn3

i i i i kineri i i erpenuhi 0 lders/1Y5Witoedp3-
terlibat sebagai pengambil evaluasi kinerja direkomendasikan. Desember 2025 t5dlz3aM2ME03P2KhTil?usp=sha
keputusan dalam mengukur .
capaian kinerja g

4 | Agar dapat dlsa]lkan p.ema.ntau.an Pemantauan capaian kinerja tiap | Sudah ditindak lanjuti . https://drive.google.com/drive/fo
pengukuran capaian kinerja unit unit belum terdokumentasi sebagaimana yang telah | Terpenuhi Januari s/d KPN 100% ol
dibawahnya yang dilakukan secara . *hag yang P Desember 2025 ? jt5d1z3aM2MEQ3P2KhTiJ?usp=sha

o dengan baik direkomendasikan. :
berjenjang pada PN Namlea ring

5 | Agar dapat disajikan eviden yang | Belum adanya eviden Sudah ditindak lanjuti https://drive.google.com/drive/fo
menginformasikan satuan kerja sebagaimana yang telah . Januari s/d o Iders/1Y5WItoedp3-
memahami dan peduli atas hasil direkomendasikan Terpenuhi Desember 2025 KPN 100% jt5dlz3aM2MEQ3P2KhTi]J?usp=sha
pengukuran kinerja rin

|C. PELAPORAN KINERJA
) & yang p KPN 100% Iders/1]JweDnseFrHOBY 0j2rQZ8
telah Desember 2025 — .
. . MpgCL6wqT4g?usp=sharing
direkomendasikan.

2 | Agar disajikan hasil Reviu LKjlp Tidak dimasukan dalam Sudah ditindak lanjuti

untuk tahun berikutnya Dokumen LK]JIP sebagaimana yang Oktober s/d https://drive.google.com/drive/fo
telah Terpenuhi Desember 2025 KPN 100% Iders/1]JweDnseFrHOBY 0j2rQZ8
direkomendasikan MpgCL6wqT4g?usp=sharing



https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Y5WItoedp3-jt5dlz3aM2ME03P2KhTiJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing

3 | Sajikan perbandingan capaian Tidak dimasukan Sudah ditindak lanjuti
kinerja dengan target capaian dalamDokumen LK]JIP sebagaimana yang Oktober s/d https://drive.google.com/drive/fo
kinerja jangka menengah telah Terpenuhi Desember 2025 KPN 100% Iders/1]JweDnseFrHOBY 0j2rQZ8

direkomendasikan MpgCL6wgT4g?usp=sharing

4 | Agar informasi kinerja dalam Tidak ada data yang menyajikan | Sudah ditindak lanjuti
laporan kingrja .pe.rlu (.iibandingkan ir.1forr.nasi perbandipgar} r.ealis.asi sebagaimana yang https: //drive.soogle.com/drive /fo
dengan reallsa§1 kinerja . kllner]a dengan realisasi kinerja te.lah . Tersenuhi Oktober s/d Iders/1]weDnseFrHOBY 0i2rQZ8
(benchmark) di level Nasional ﬁ;ri(;\;je; Nasional (benchmark direkomendasikan p Desember 2025 KPN 100% MpgCL6waT4e?usp=sharing

D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

1 | Dapat menyajikan pedoman Belum ada pedoman teknis Sudah ditindak lanjuti https://drive.google.com/drive/fo
Teknis Evaluasi Akuntabilitas evaluasi akuntabilitas kinerja sebagaimana yang telah Iders/17LvbHoasP0G-
Kinerja Internal PN Namlea direkomendasikan . Oktober s/d PQ43Nrweey4LGMrGOFKY?usp=s

Terpenuhi KPN 100% .
Desember 2025 haring

2 | Agar Evaluasi Akuntabilitas Evaluasi akuntabilitas kinerja Sudah ditindak lanjuti https://drive.google.com/drive/fo
Kinerja Internal dilaksanakan internal belum sepenuhnya sebagaimana yang telah Terpenuhi Januari s/d KPN 100% Iders/17LvbHoasP0G-
secara berjenjang dilakukan secara berjenjang direkomendasikan P Desember 2025 0 PQ43Nrweey4LGMrGOFKY?usp=s

haring

3 | Agar dilaksanakan Evaluasi Belum ada Evaluasi akuntabilitas | Sudah ditindak lanjuti https://drive.google.com/drive/fo
Akuntabilitas Kinerja Internal kinerja internal sebagaimana yang telah Terpenuhi Oktober s/d KPN 100% Iders/17LvbHoasP0G-
secara berkualitas sesuai dengan direkomendasikan p Desember 2025 0 PQ43Nrweey4LGMrGOFKY?usp=s

pedoman

haring



https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1JweDnseFrHOBY_oj2rQZ8MpgCL6wqT4g?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/17LvbHoasP0G-PQ43Nrweey4LGMrG0FKY?usp=sharing

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025 merupakan bentuk
pertanggungjawaban atas capaian kinerja selama tahun 2025, sekaligus menjadi
bagian awal pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun 2025-
2029. Laporan ini disusun sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan
Negeri Namlea dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dengan menyajikan
informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran kinerja yang mengacu pada Rencana
Strategis yang telah ditetapkan.

Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun 2025 telah
berjalan sesuai dengan rencana kinerja yang ditetapkan, baik dari sisi pencapaian
target kinerja maupun dukungan anggaran. Penggunaan anggaran dalam mendukung
pelaksanaan  kinerja telah  dilaksanakan secara efisien dan dapat
dipertanggungjawabkan, yang tercermin dari kesesuaian antara realisasi anggaran
dengan capaian kinerja yang diperoleh.

Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia dilakukan secara efektif melalui
optimalisasi peran aparatur dan pembagian tugas yang proporsional. Dengan
komposisi pegawai yang ada, Pengadilan Negeri Namlea tetap mampu
menyelenggarakan pelayanan peradilan dan administrasi perkantoran secara optimal
dalam rangka mendukung pencapaian kinerja satuan kerja.

Kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada Tahun 2025 berjalan dengan baik, serta
menjadi landasan awal yang positif dalam pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan
Negeri Namlea Tahun 2025-2029.

Keberhasilan capaian kinerja Pengadilan Negeri Namlea tidak terlepas dari beberapa

faktor pendukung, antara lain:

1. Komitmen Pimpinan dalam mendorong peningkatan kinerja dan kualitas
pelayanan, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana pelayanan
publik serta pengembangan inovasi layanan yang berorientasi pada kebutuhan
masyarakat.

2. Penerapan standar pelayanan dan SOP penyelesaian perkara yang terus
ditingkatkan dan dijalankan secara konsisten dalam setiap proses pelayanan

peradilan.




Dukungan anggaran yang memadai untuk membiayai pelaksanaan seluruh
kegiatan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi serta pelayanan
publik.

Ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup untuk menunjang kelancaran
pelaksanaan tugas peradilan dan kegiatan administrasi perkantoran.

Dukungan sumber daya manusia, baik tenaga teknis maupun nonteknis, yang
berperan aktif dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung
jawab masing-masing.

Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan secara berkala, yang ditindaklanjuti

sebagai bagian dari upaya perbaikan dan peningkatan kinerja berkelanjutan.

. Terjalinnya hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan dan

pengguna layanan pengadilan, sehingga mendukung terciptanya kepercayaan

publik terhadap layanan peradilan.

B. REKOMENDASI

Secara umum, Kinerja Pengadilan Negeri Namlea pada tahun 2025 telah berjalan

dengan baik. Meski demikian, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat beberapa

hal yang perlu menjadi perhatian agar kinerja ke depan dapat semakin optimal.

peran kesekretariatan dan fungsi pengawasan juga sangat penting karena menjadi

bagian yang tidak terpisahkan dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengadilan.

Sejalan dengan pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Namlea Tahun

2025-2029, beberapa langkah perbaikan yang perlu dilakukan antara lain :

1.

Peningkatan sarana dan prasarana serta penguatan keterampilan sumber daya
manusia untuk mendukung kualitas dan ketepatan penyelesaian perkara.
Diperlukan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai secara
berkelanjutan agar kinerja aparatur semakin profesional.

Penambahan sumber daya manusia juga masih dibutuhkan untuk mengurangi
beban pekerjaan yang dirangkap, dengan tetap menyesuaikan kebutuhan
satuan kerja dan ketentuan yang berlaku.

Penyesuaian indikator kinerja juga perlu dilakukan agar mampu

mencerminkan kinerja Pengadilan Negeri Namlea secara lebih menyeluruh.
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STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN NEGERI NAMLEA KELAS I
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LAMPIRAN 2

POHON KINERJA &
CASCADING




POHON KINERJA
Casceding Akuntabilitas Kinerja

PENGADILAN NEGERI NAMLEA
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MATRIKS PEMBAGIAN PERAN DAN HASIL

T T

==
Ket

- Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN).

~ Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan.

e

esaikan tepat waktu,
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi.

Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui
diversi.

Imannul Yakin

Hakim Pratarma Muda

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.

- Persentase perkara yang berhasil diselesatkan melalui

madiasi.
Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui
diversi.

Angga Pratama

Hakim Pratama Muda

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu,
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui
mediasi.

Persentase perkara anak yang diselesaikan melalui
diversi.

Garin Purna Sanjaya

Hakim Pratama Muda

Persentase perikara yang diselesaikan tepat waktu,

- Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui

mediasi.
Persentase perkara anak yang diselesaikan melalud
diversi.
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Persentase penyediaan d
tepat waktu.

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar
putusan banding, kasasi, dan PK tepat waktu.
Persentase penyelesaian permohonan eksebusi putusan
perdata.

Hilda Rackel Peea

“Alfredo Stevio Titaheluw

Panitera Muda Hukum

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada
Direktor! Putusan.

Persentase pengiriman salinan putusan banding,
kasasl, dan PK tepat waktu.

~ Panitera Muda Perdata

Persentase penglriman salinan putusan perdata tingkat
pertama tepat waktu,

Persentase penyelesaian permchonan eksekusi putusan
perdata.

Persentase perkara perdata tingkat pertama yang

‘menggunakan e-Court,

Lamri 5ampalu

Panitera Muda Pidana

Persentase pengiriman salinan putusan pidana tepat
waktu.

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan
secara elektronik (e-Berpaduj.

Persentase minutasi perkara pidana tepat wakiu

Eko Satiawan Mokodompit

R s

Panitera Pengganti

Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang tepat
waktu,

Kepatuhan penginputan data perkara pada SIPP,
Minutasi perkara pidana dan perdata tepat waktu.

| Amir Hamid

Panitera Pengganti

Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang tepat
waktu,

Kepatuhan penginputan data perkara pada SIPP.
Minutasi perkara pidana dan perdata tepat waktu.

Stevan Sagala

Panitera Pengganti

Persentase penyelesaian Berita Acara Sidang tepat
waktu.

Kepatuhan penginputan data perkara pada SIPP.
Minutasi perkara pidana dan perdata tepat waktu.




Yonri Cnus:.r lne

Terlaksananya pengelolaan administrasi
kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, BMH,
program dan anggaran, teknologi Informasi, serta
pelaporan kinerja secara tertib dan akuntabel.
Indeks Profesionalitas ASH (IP ASM).

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)
satuan kerja pengadilan DIPA

Milai Kinerja Perencanaan Anggaran.

Milai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).

Meidiyanto Kasubbag Perencanaan, Tl dan Terlaksananya pengelolaan teknologi informasi dan
Pelaporan statistik.

Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan
pelaperan kinerja,

Hike Gaspersz Kasubbag Kepegawalan, Organisasi dan Terlaksananya pengelolaan administrasi kepegawaian.

Tatalaksana Terlaksananya penataan organisasi dan tata laksana

serta pengembangan SOM.

Agli Samallo Kasubbag Umum dan Keuangan Terlaksananya pengelolaan anggaran dan pelaporan

keuangan,
Terlaksananya pengelolaan BMN, sarana prasarana, dan
layanan Wmwam.




LAMPIRAN 3

INDIKATOR KINERJA
UTAMA




PENGADILAN NEGERI NAMLEA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA
Nomor 105 /KPN.W27-U6/SK.RA1.3/X1/2025

TENTANG

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Menimbang

Mengingat

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

.

L,

[

balwa untuk menindaklanjutl hasil pelaksanaan cvaluasi Sistem
Akuntabilites Kinerjn Instansi Pemerintah {SAKIP] oleh Menteri
Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
88 Tahun 2021 entang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor B878/BPJSK/VI/ 2022 tanggal 12 Juli 2022
tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Mahkamah Apung Bl dan Badan Peradilan Di Bawahnya

bahwa dalam  penyusunan  dokumen  Sistem  Akuntabilitas
Kinerjn Instansi Pemerintah [SAKIP) vang terdiri dard dokumen
Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Rencana Strategis
[RENSTRA), dokumen Rencana Kinerga Tahunan (RKT), dokamen
Ferjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Rencana Aksi Kinerja dan
Laporan Kinetja Tahunan maka perlu Penetapan Reviu Indikator
Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Negeri Namlea;

. Undang-Unidang Eepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 19835

tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali
diwbah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman;

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2000

tentang Perubahan Kedua Alas Undang-Undang Nomor 2
TI'ahun 1986 tentang Peradilan Umum;

. Peraturan Presiden Momor 29 Tahun 2014 feniang Sisiem

Akuntabilitas Kinera Instansi Pemerintah (SAKIP):



Menetapian

PERTAMA

REDUA

KEDUA

3. Peraturan Menteri Pendavagunaan Aparatur MNegara  dan
Reformasi Birakrasi Nomor 33 Tahun 2014 lwentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cam
Reviu atas lLaporan Kinerga Instansi Pemeciniah serin Sural
Keputusan Mahkamah Apung:

6. Keputusan Sckreiaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 2049 /5EK/SK/XI1/ 2002 tangeal 27 Desember 20272
lentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja i
Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilian yang
berada T Bawahnva;

7. Keputugan  Sekretaris  Mahkamah Agung HI  Nomor

27101 /SEK/SK.RAL.3/X/2025 1angzal 31 Oktobher 2025

tentang  Penetapan  Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

Pergndilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Periama

cli Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahinn

2025-2029;

MEMUT KAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TENTANG
PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKL) PADA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA,

Menetapkan Reviu Indikator Kinera Utama (IKU) Pengadilan Negeri
Namlea dilakukan sehagni tindak lanjut dar evaluasi Sistem
Akuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah [SAKIP).

Reviu indikator Kinerja Utama (KU) sebagaimana dimaksud pevde
Diktum PERTAMA beriujuan untuk memastikan bahwa Indiketor
Kinerja Utama (IKU) vang ditetapkan relevan dan dapat mengukur
kinerja Pengadilan Negeri Namlea secara efekiif,

Kepulusan ini mulai berlaku sejuk tanggal diletapkan dengan
Ketentuan apabila dikemudian har terlapat kekeliruan dalam
keputusan ini akan diadakan perubahan sebapaimana mestinya

DITETAFKAN : NAMLEA

PADA TAN : 18 NOVEMBER 2025
KETUA,

i o 4
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Kinerfa Litama

Terwujudnya
Peradilan vang,
elekil
irasnparan,
akuniabel,
rosponsive dan
mixbern

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

fruliteator Rimeria Utams (1K)

1.1 Persentase penvelesainn perlkan secara
icpal walkiil

TAHUN 2025-2029

Penjelnsan

Tujuan |+ Mewujudknn Badan Pecadilan vang Mindic dalsm Pelavanan dan Penegalean Hukum yang berkepastian Setira dan Berkeadilan
slumiah

Jumlah periars yang diselesailion x 100%%

Cabniamn

L

- 1}

*+

Perhitungan penyelesaisn perksc Higka! penama secarn fepal wakiu
yilty penyelsaian perkacn sejak mendapaikan nomor egister hinggs
perkarn o minutsst sesiad ketentian peraturan perandang-undasgan;
Untuk perkora yang proses pomangrileomya teleh  ditentukan aleh
peroturan  perundung-undangan  sepertl  parggilan tergugat  melaliul
media messn dan Berkududkan off lupr negen ticdak rermastk dalam
perhitungen indikator ini.

Jumbal  perkamn yang  diselesaikan dengan perkarn yang  hifus
diseiezaikan (sisn awal twhon dan perkars yang masuk).

Jumbnsh Perkorn Yang Ads = Jumbsh Perkora Yong Diterima Tahun
Brdalan Dlmmbah Sis Perkara Tahun Sehelumeyn,

Dasar Haloam :

-

Surat Edaran Mahkameh Agung Nomor 2 Tahun 2014 angeal 13 Morel
2014 wniang Penyelrsain Perkara of Pengadilan Tingkm Pertuma disn
Tingk Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan,

& Peraturan Perondang-undangon soun kebdjnlan terzail yang mengaiur
hatas wakiu penyvelesaian perkarna.
[ .2 Persentase petyedisan peapiriman Salinan Juminh salinan putusae yang tersedia/dikirimban kepada para
putiisan epat wakiu oleh pengaditan plbak secara tepal wikiu
Uikl periama Kepada parn pihak Jumlab perkara yaog diputus w100
Catatan

1

Uptuk perkirs perdats sebag pengadilan tingkat perama, kineria
dihitung seink putusan divcapkan sampai demgan tersedinnva salinan
patusan paida SIP [Sistem Informasi Pengadilan). Paga  perkam
komeensional dikurangi tenggnng wakiu penvelesaian putusan 14 hari
ke untuk perkorn pldann 7 hari,

jawinly

Paniter

Pasitera

Bumber
{BRES]

Laparan
Bukanan
elisey

Laparan
Tahunan

Laparan
HBulanan
dan
Laparnn
Tahunmn



Kinerfa pengiriman salinon putusan untuk perkara pidana sehagai

pengadilin tinghai pertama  yang  dilalalkan ESCATE

kenvensional feleltrnile/surnt  tercatat  dengan  penjelasan  sebagal
herikut :

. Kinera pengiriman salinan putusan melalui jurusits dihbiung sejak
putusan diucapkan sampal dengan salinin putusan diterima oleh
para pihak;

b, Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman
clektomik dihliung pads hari dan tanggal yong suma dengan
pEngucApRn puiusan;

¢. Kinerja pengiriman salinan puiusan melalui surat tercatat/pihak
ketiga dihitung sejak putusan divcapkan sasmpal dengan salinan
putusan disampailan kepada para pihak.

1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan Jumlah pemberitabuan petikan atau amar putusun tingkat baading,
petikan/amar putusan tingkatl banding, kasasi, PK yang __ disampaikan kepada para pihak secars
kazasi dan PK secara lepat wakty aleh Jumlah petiknn atan amar putusan bunding, kasasi dan PK yaog diterbma

pengadilan pengaju kepada para pihak

peagadilan peogaju = 100 %%

Calatan 3

L.

Kinerja pemberitahuan s putusan  perfeara  perdata  stcara
knrvensional felekironik fsurat  tercatat  dengan  penjelasan  sebagai
berikut :

a, Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusite dibilung scjak
pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampal
eiterima obeh pam pihak;

b. Kincrja pembertahuan sl puiusan depgan metede pepgiriman
elekironik dihitung scigk  pemberiabuan isi pulusan  diterima
pengadilan pengaju pampdal dibdrimbkan melalui domisili elektronik
para pahak;

e, Kinerja pemberitahuan ist putusan melalul surat tercatat/pihak
ketiga pengadilan pengaju sampaik disampaikan kepada para pihek.

7, Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pldana  Secara

konvensional felektronik /sural  tercatat  dengan  penjelasan schagai

berikut :

a. Kinerja pengiriman petikan Isl putusan melalud jurusita dibitung
sejak petikan isi putusan diterima pengadilan  pengnju sampid
diterima oleh para pihals;

Panitera

Laporan
B laian
dan
Laparan
Tahunan



1.4 Persentase pengiriman salinan putusan
perkara pldana tingkal banding, kasasi
dan PK tepat waktu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak

1.5 Persentase puiusan pengadilan vang
diungeah pada dircktori putusan

b, Kiners pengiriman petikan isi putusan dengan metade pengicdman
clekironik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan
pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elekironik para pihak;

¢, Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui sarml tercatat/ pihak

ketiga dihitung sejnle petikan s putusan diterima  pengodilan
pengaju sampod disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan
untuk penvampasian pelilean fisi putusan Banding, Kasasi dan PR
untuk para pihak vanmg berada di luar aegeri mekalol prosedur
rogaiorl. Para pihak termasuk Peadntut Umum, Terdalows dan
Terpidana idikurang dengan wakiu oferansi pengiriman)

ERIER x i LD E 3 PR EEN L ER B N ER L85 U RINL S ol Bl BLE BJSel K PRl b ol PRELkak L
tepat wakin
Jumlah salinan putusan banding kasasi don PE yang diterima peagadilan
pengaju x 100 %

Catatan :
Kinerja  penginman salinan putukan  perkara pldana  secara
konvensional felekironik fsurat tercatal dengan penjelasan sebagal berikug @

. Kinere salingn puiusan melalui jurusita dihitung sefak salinan
putusan diterima oleh para pihak;

b, Rinerja salinan pulusan dengan metode pengiriman  clekironik
dibitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai
dikirimkan mehlul domisili clektronik para pihal

c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat,/ pihak ketign dihitung
sciak  salinan  putusan  dierima  pengadilan pengaju samped
dispmpaikan kepada para pihalk.

d. Para pihak termasuk penuntut umem, terdakws dan terpidana

Jumlah putusan yang diunggah pada direktorl putusan
Juminh putusan yang telah diminotasi » 100 %

Catatan :

Indikator ini hertujuan untuk mengukar kepatuhan pengadilan tingkat pertama
untuk melskukan ungegah putusan pada divektort putusan paling lambat pada
saal perkara diminutasd,

Panitera Laptiran
Bulanan
fan
Lsporan
Tahunan

Panitera Laporan
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan



|.&b Persentase penyelesnian permohonan
Eksrkusi puiusan perdata

1.7 Persentase perkars yang herhasil disclesai
kan melalui pendekatan keadilan restoratil

Dasar Hukum :
Sural Keputusan kewsa Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMASK/ VI 2022
tentang Standar Pelavanan [Informast Publik di Pengadilan

of

Juml:h pu.t:n.n pnnllh yan: dlmnhnnhn ahaknl.i - .-: e

Catatan :
Permohonan eksekusi yvang disclesalkan melipurl ;
a. Berhastl dilaksanakan chschusi
h. Dicabut; dan
c. Dcorct darl register termasuk non exvccutoble
Jumlah berhasil diselesaikan me ckatan
restoratif
Jumlah perkara yang memeguohi kriteria penerapon pendekatan keadilan
rostoratif x 100 %

Catatan :
. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restorative dengan ketentuan
sehagai berikut |

a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan
atay Kerugian Korban bernilai tidak febih dad Rp, 2.500.000,00
idua juta lima ratus ribu rupiah} atau tidak lebih dar upah
minimum  provinsl setempatKinere salinan putusan diterima
pengadilan pengaju sampai dikinmkan melalui domisili clektronilk
para pihak;

Iy, Tindak pidana merupakan delik asduan;

., Tindak pidana deagan ancaman hulkuman maksimal 5 (lima)
Tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk ondak
pichana jinavat menurut ganun;

e, Tindak pidana dengan pelakua Anak yang diversinya tidak erhasil;

e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan,

2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal ;

i, Korban atou terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;

b. Terdapat relasi kuasa;

Pardtern

Manitera

Laporan
Bulanan
flan
Laporan
Tahunan

Laspoiin
Bulanan
dan
Laporan
Tahunan



1.8 Persentase perkara vang berhasil disebesas

kian melalui medigsi.

1.9 Persentase perkaria anak vang berhasil
Mg lsmlean melalui divers]

Catatan ;

2.

3.

. Terdakwa mengulangl tindak pidann sejenis dalam kurun wakiu
tigi tehun sejak terdakwa.

Keberhasilan perkara keadilan restorsiil berdasarkan PERMA lerkait

keadilan restaratill

B, Berpodoman kepada PERMA 1 Tabun 2024

b, Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;

€. Penjntuhan  pidana percobann atan penjmiohan phianan
pengawasan dan pidana kerja social;
diselespikan melnlui medinsi
Jumlah perleara yang wajib dilnkukan mediasi = 100%

Perltarn yung berhasil diselesailan mediasi meliputl :

fA. Perkara yang berhasil digdammailkan selurohsva dengan akta
perdpmaian Aathld penoabutan perkaca:;

b. Perkara vang berhasil didamaikan sebaging,

Kinerja medias dihitung otas keberhasilan mediasi vang dilakukan

alch mediator hakim ataupuan non hakim,

dumlah perkara vang wajil dilakulaon mediasi tdak temmasuk perkara

yang tidak dapat dilnksanakan medinsd karena ketidokhadiran saloh

satu plhiak.

Jumlah perkara snak diversi yang berhasil diselesai
Jumliah perkara anak yapg telah selesal proses diversi x 100%

Catatan t

b

Ll

dJumlah perkars anak vang telah selesal proses musyawarah diversi
adalah perkorn anak yang telah memenuhi svaral uniule dilaksannkan
diversl dan telah selesal proses musvawarah dibsersi

Kriterfa perkara anak vang memenuhi svarat diversi adalah perkars
anak yang diancam dengan pidana penfjaca T omhon dan bukan
merupakan pengulangan tindak pidana;

koberhasilan diversi perkara anak yvaiiu adanya penerapan diversi
berhasil dari penetapan Ketua Pengaslilan,

Pembaginya jumlah perkarn apak vang iclah selesnl proses diversi
adalah telah mencapal musvassamh fbemnding berembule,

Paniters Laporan
Bulanan
dan
Laporian
Tahunan

Panitera Laporan
Bulanan
tan
Laporan
Tahiman



L.I0 Persentase perkara perdata tinghoad Jumlnh perkara perdata tinglmt pertama
P yang diajulan
Pertgima vang menggunakan e-Cour menggunakan e-Court
Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan = 100%
Catoten t

1. Jumlah perkara percata yang didafirakan meliputi jumlah perkara
perdaia yang digjukan secarn elekironik melalui e-Court dan perkara
perdaia yang dinjulan secara konvensional,

2. Pombegi jumlah perkara pordato tingkat pertama vang diajukan sams
denpan diclnfinrisen,

Dasar Holowns ¢
% Peraturan Mehkamah Agung Namer 7 Tahun 2022 tentang Perubakan
Atas Peretuman Mahkamah Agung Nemor 1| Tahun 2019 pentang
Administrasi Perkama dan  Persidangan di  Pengadilan  Secarn
Elektronik.
¢ keputusan Ketua Mahlamah Agung Namaor
363/ KMASSK/SK/XI/ 2022 wntang Petunjuk Teknis Administrasi
dan Persidangan Perkam Pendata, Perkara Agama dan Tat Usahi
tvegara i Pengadilan Seearn Blektronik,
1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpah Jumlah perkarn pidens yang dilimpabkan secarn elelctronil
Kan secara elektronik (e-Berpadu) Jumlah perlimra pidans yang dilimpahkan = 100%

Catatan :

I. Untuk mengukur persentase jumiah perkara pidana vang dilimpahkan
gecara elekironik melalui e-Berpadu

2. Pelimpashan perkara pidans melipoil jumlah perkara pidana vang
dilimpahkan secam elekironik melalul e-Berpadu dan perkara pidana
svang dilimpoahkan secara konvensional,

|12 Persentase layanan perkara pidana yang dumlsh layanan perkars pidana yang disjukan secara elektzouik
diajukan secara elektronik (e-Berpadu) Jumlah layanan perkara pidana  x 100%

Catatan :

I. Unmuk mengukur perseniase jumlsh lavanan perkarn pldana yvang
digjukar secara elekuvonik meladul e-Berpadu selain pelimpahan
perkama [misalnya,  penyitaan,  penggeledaban,  porpanjangan
penahanan, ol

Fanitera

Fanllera

Parviler

Laporan
Bulanan
dan
lLaporan
Tahunan

Laporin
Bulannn
darn
Laporan
Tahunan

Lapoiran
Bulanon
dan
Laporan
Tahunan



2, Jumiah layangn perkara pidans meliputi jumlah isvanan perkara
pitlana masing-masing lavanan yang diagjukan socara ciekimonlk melalui
e-Berpadu dan diajukan secara konvensional,

Meningkataya 2.1 Indeks kepuain p:nguk;nmman | Fudu;;:rn
Tinghal Pengadilan berdasarkan s layanan Index msan o layanan pengadilan )
keyakinan dan Yang ditetapkan | s ":_".'.'" - Schretaris
Kepereayaan :
Pushilike Indeks mi bertujuan entuk mengukur kepuasan masyarakat pencnri keadilan
terhadap standar lavanan pengadilan dengan keiteria sehagai berilaat @

1. Persraragan;

2, Simtemn, melanisme dan prosedur

3. Wakru penvelesaian;

4. Biaya/tanf

5. Produk spesifikas: jenis pelayanan;

6, Kompetensi pelaksana;

7. Perilalu pelaksang

B. Penanganan pengaduan, sanns dan masukan

49, Sarand dan prasaciaa

Pengukuran indeks meliputi lyanan sehagak berikat
1. Kepuasan pengeuna layanan pos bantuan hukum (poshakum);
2. Kepuasan pengeruna layanan sidang di luar grdung pengadilan;
3. Kepussan penpruna lavanan pembebasan bisya perkara {prodea)
4. Kepoasan para pibak dalam perkarn perempuan bechadapan dengan
hukum;
5. Kepuasan pars pihak dalim  perkara  penyandang  disabdlitas
berhadapan dengin hukuim.
Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantarunya :
1. Pelayanan adninistrasi persbdangnn
2 Pelovanan bantuan hikoim
4, Pelayanan pengadusn
a4, Pelayanan permohonan informss

Laporan
Enlaruikn
tan
[-aporan
Tahunan



Tujuan 2 : Mewujudkan Badan Peradilan vang transpasan, aku ntabel, modern dan profesional

a4

Terwuiudnya
Manajemen
Feradilan vang
Tranparan dan
Prodesicratl

3.1 Indeks Profesionalistas Aparatur Sipil
Megara (IP ASN) Satuan Ker@ Pengadilan

A.2 Indeks Indikator Kinerga Pelaksanaan
Anggaran {IKPA] Satuan kerja Pengadilan

3.3 Nilal Kinerja Perencanaan Anggaran

Catatan ! Sekretaris
Nilai Indeks Profesionaiitas Apsirarus Sipl] Negara [IF ASN| tersdivi dari

I,  hompetensi (40%0)

2 RKinerja {30%]

3. Kualifilasi |25%

4. Disziphin (5%

Dasar Hukom ;
Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomar 8 Tahun 2019

Catotan : Sekretaris
Nilai Kinerjs Pelaksanaan Anggaran tendin dari
Revisl DIPA [10%)
Penyernpan Anggaran [200:)
Penvelesnion Tagihan | L0
Dispensasi 8PM (menjadi pengurangan nilai IKPA)
Driviasi Hal 3 DIPA [15%%)
Belanfa Kontraktual {10%]
Pepgelolaan UP dan TUF [10%)
B. Capaian Outpul {25%)
Mital kinerja pelaksanmn anggaran merupakan peopukuran kineda tahun
bserjadamn.

ol

Dinsar Huloam

Peraturan  Diyjen  Perbendeharaan  Kempenierian  Kewangan  Nomor  Per
5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis peniladan ndikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran Belanga Kementeran Negara/ Lembaga,

Catatan @ Selretaris
Milai Kinerja Perencensan Anggarn
i. Efektivitas dengan nilal 75% yang terdivi dari ;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis KL [25%)
- Agregasi Capalan [KP Unit Eselon T{25%)]
- Agregasi Capaian RO Satker (30%l

Laporan
Bulanan
dian
Laporan
Tahunan

Laporan
Bulanan
an
Laporan
Tahunan

Laporan
Aulaman
dan
Laporan
Tahurnan



b. Efislensi 25% yaitu agregasi nilai efistensi satker
Nilai kinerja perencanaan anggarsn merupakan pengukuran kinerja tahan

berjalan.
3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (1IPA) ﬂl.r'lfjltl.l!l H BEkrelaris Laporan
Satuan Kerja Pengadilan Indeks Pengelolaan Aset adalah Indikator kineda uniuek mengukur kualitas 1ata . Bulanan
kelola barang milik negars, idan
LﬂpﬂIEJ'I
Kital Indeks Pengelolaan Asel merupakan pengukuran kingrja tahun berjalan Tahunan
Dasar Holoum :

* Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/ KM.6/2024 lentang Kinerjo
Fengelolaan Bamng Milik Negara Tahun 2024,

* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 teniang perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Megara /Dacrah.




LAMPIRAN 4

Matriks Renstra
2025-2029




PENGADILAN
HEGERI MAMLEA

HEGAKAN DAM

PROGRAM PE
PELAYANAN HUKLIM

1.

1.1,

1.1

1.3

1.4,

1.8.

Terwujudnya Peradilan yang
efektil Transparan, Akuntabel,

Responsive dan Modern

Persentase penyelesaian perkara
secara tepat waktu

Persentase

penyediaan/ pengiriman salinan
putusan tepat waktu oleh
pengadilan tingkat pertama
kepada para pihak

Persentase pengiriman
pemberitahuan petlsan famar
putusan tingkat banding, kasasi
dan PK secara tepat waktu cleh
pengadilan pengaju kepada para
pihak

Presentase pengiriman salinan
putusan perkara pidana tingkat
banding, kezasl dan PK tepat
waktu oleh pengadilan penaaju
kepada para plhek tepat wakiu

. Persentase putusan pengadilan

yang diunggah pada direkton
pubusan

» Presentase penyelesakan

permahonan ekschusl putusan
perdata

Permentase perkara yang berhasil
diselesalkan medalui pendelatan
keadilan restoratil

Prosentase perkara yang berhasil
diselesaikan melalui mediasi

100%

100%

100%

100%

100%

35%

racg
026 2027
10 100
100%  100%
1005 100%
100%  100%
00E 100%
5% 05K
35% 95%
200 i

100%

100%

100%

100%

100%

5k

55%

100

100%

100%

1000

BEE

5%

20

65.010, 000

56, 775, D00

017

70.190.000

70.190.000

0. 1%0.000



1.%.

Persentase perkard anak vang
beermasil diselesaikan metatul
diversi

110, Persentase perkara perdata

1.11.

tingkat pertama yany

MENgEUnakan ecourt
Persentase perkara pidana yang

dilimpahkan secara elektronik (e-

berpadau)

. Persentase layanan perkara pidana
yang diajukan secara elekbronik
{e-berpadu)

Meningkatnya Tingkat Keyakinan
dan Kepercayaan Publik

. Indeks kepuasan pengauna

Layanan pengadilan berdasarkan
standar Layanan yang ditetaphkan

PROGRAM DUKLINGAN MAHAJEMEN

3. Terwujudnya Manajemen

1.1,

13,

1.3,

1.4,
1.5.

1.6,

Peradilan yang transparan dan
Profesional
Indeks profesionalitas aparatur
sipil negara {IP ASHN) satuan kerja
pengadilan
Hilal Indikator knerja
pelaksanaan anggaran (IKPA)
satuan kerja pengadilan DIPA (01)
kilai indikator kinerja
pelabzanaan anggaran (IKPA}
satuan kerja pengadiian DIPA (03)
Milai Kinerja Perencanaan
Anggaran DIPA (01)
Milal Hinerja Perencanaan
Anggaran [PA ((3)
Wilal indikator Pengelolaan Asat
{IPA) satuan kerja pergadilan

100

100

95%

5%

95%

BOE

a5k

100

100

100%

9%

95%

954

Q5%

1008,

100%

100%

93%

o % 18 I

S0

100%

100%

10C%

BO%

N5k

95%

BD%

5%

50

1005

100%

100%

T

F5%

¥5%

5%

A4.769.083.000 5.281.040.000 10.367.096.%63

10.367 096 %63

10367006, 061



LAMPIRAN 5

IKU SMART




IKLI ¢ Specific/ Measurable/ Attainablef “RHEHI'IUI Time Basad/
SMART Khusus Terukur Dapat dicapai denganTupoksi Waktu
Terwujudnya | Meningkatkan Persentase | Dapat dicapal | Sangat relevan | Dicapai dan
peradilan kualitas layanan | penyetesaian | dengan dengan tugas dievaluasi
| yang efektif | peradilan perkara dukungan pokok selama Tanun
transparan, melalui tepatl wakiu, | aplikasi SIPP, | pengadian 2025
aluntabel, pemanfaatan tingkat e-Court, e- dalam
responsif dan | teknolog kepatuban Berpadu, menyelenggara
modorn informasi, pengunggaha | serta 50M kan peradilan
keterbukasn nputusan, | yang tersedia | yang
informasi serta jumlah | di PM Hamlea | sederhana,
publik, dan layanan cepat, dan
percepatan berbasis biaya ringan
penyelesaian elektronik
perkara yang
o berjatan |
Meningkatnya | Meningkatkan | Milai Indeks | Dapat dicapal | Relevan dengan | Target capaian
Tingkat kEepuasan Kepuasan | dengan fungsi dan survei
Keyakinan dan | masyarakat Masyarakat | perbaikan pengadilan dilaksanakan
Kepercayaan terhadap (1M}, Indels | berkelanjutan | sebagal dalam Tahun
Publik layanan Persepsi Anti | pada kualitas | lembaga 2075
peradilan dan Korupsi | [myanan, pelayanan
membangun (IPAK], serta | penguatan publik dan
citra pengadilan | jumlah - integritas penjaga
yang bersih dan | pengaduan aparatur, dan | keadilan
berinteeritas masyarakat PENgawWasan
internal yang
beerjalan
W — = efektif,
Terwujudnya | Meningkatkan Persentase | Dapat dicapal | Sejalan dengan | Dilaksapakan
Manajemen tata kelola ketepatan melalui tLgas dan dievaluasi
Peradilan organisasi, penyusunan | penerapan kesekretariatan | secara berkala
yang administrasi laporan perencanaan | dan sepanjang
Lrarsparan perkara, dan kinerja, yamg batk, kepaniteraan Tahun 2025
dan administrasi penyerapan | pengawasan dalam
Profesional Lmum yang | anggaran, pimpinan, dan = mendukung
tertib, | serta peningkatan | kelancaran
transparan, dan | kepatuhan kompetensi penyelenggaraa
akuntabel terhadap aparatur n peradilan
0P




LAMPIRAN 6

RENCANA KINERJA
TAHUN 2025




RENCANA KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
Nomor : 93.a/KPN.W27-UE/SK.RA1.3/X/2025

1. Terwujudnya Peradilan
yang Efeklif Transparan,
Akuntabel, Respansive
dan Modem

2. Meningkatnya Tingkat
Kayakinan dan
Kepercayaan Publik

3 Terwujudnya Manajemen
Paradilan yang Transparan
dan Profesioanal

1.1

13

1.4,

1.5,
1.6

1.7.

1.8.
1.9.
1.10

1.11

112

.2

33
3.4

INDIKATOR KINERJA

Fersenlasf: Penyﬂlﬂsalan F'&rkara
Secara Tepat Wakiu

Persentase Penyediaan/Pengiriman
Salinan Putusan Tepat Waktu oleh
Pengadilan Tingkat Pertama kepada
Para Pihak

Persentase Fenginman
Pembertahuan Petikan/Amar Putusan
Tingkal Banding, Kasasi dan PK
Secara Tepat Waktu olah Pengadilan
Pengaju kepada Para Fihak
Presentase Pengiriman Salinan
Putusan Perkara Pidana Tingkat
Banding. Kasasi dan PK Tepat Waktu
oleh Pengaditan Pengaju kepada Para
Pihak Tepat Waktu

Persentase Putusan Pengadilan yang
diunggah pada Direkton Putusan
Presentase Panyelesaian Permohonan
Eksekusi Putusan Perdata
Permentase Perkara yang berhasil
diselesaikan melalui Pendekatan
Keadilan Restoratil

Fresentase Perkara yang berhasil
diselesaikan melalui Mediasi
Persentase Perkara Anak yang berhasil
diselesaikan melalul Divers)
Persentase Perkara Perdata Tingkat
Pertama yang Menggunakan E-Court
Persentase Perkara Pidana yang
dilimpahkan Secara Elektronik (E-
Berpadu)

Persentase Layanan Perkara Pidana
yang diajukan secara Elektronik (E-
Berpadu)

Indeks Kepuasan Fengguna Layanan
Pangadilan Berdasarkan Standar
Layaran yang ditetapkan

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara (IP ASN) Satuan Kerja
Pengaditan

HNilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan

Nilai Kinena Perencanaan Anggaran

Milai Indikator Peangelolaan Aset (IPA)
Satuan Kerja Pengadilan

Nﬂrlilta. 3 Nuy&mba' 2025
PeTige egeri Namlea

T
'Eg" !.-.

100%

100%

100%

100%

100%

95%
9%

20%

g5%
B0%

95%

BO%
100%



PENGADILAN NEGERI NAMLEA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA
Nomor : 93.a/KPN.W27-U6/5K.RA1.3 /X /2026
TENTANG

REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN
PADA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

Menimbang, o babwen umiuk kelancarmn penvasunan Bencana Kinern
Pengadilan Negerd Namlea maka perlu dibentuk Tim Pesyvusunan
Rencona Kinerpa Tahunan Peogadilan Meger Noamlen,

b, babwa nama-nama yang tercantum dalam Sural Keputusan im
diganpgap mampu untuk menvusun Rencana Kinerja Tahunan
Pengdilan Negerd Namlea Tabun 2025,

. Perubahan Sural Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Renstra
dikarenakan perubaban Vol Fromosi dan  Mulast  Hakom
Pengadilan Negeri «f Lingkungan Peradilan Umum erdasarkan
Surat Keputusan  Dircktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesin Nomor
1066/ IR0 /SK.EPY. 13/ VIL 2025 tangpal 04 Juli 20025;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
hurtf b dan hural ¢, perlu menctapkan hepaiosan Ketin
Penpadilan MNegeri Namben tentang Pembentukan Tim Penyasan
Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencany Kinerja Tahunan dan

pada Pengadilan Negen Namlea Tahun 2025

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 tahum 2004 enfang Kekuasaan

Kehakiman,

3, Unddang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 19835 Tentang
fahkamaly Agung

3. Undaneg-Undang Nomor 49 Tahun 2004 Teniang Perubahan
Keddu Alas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 teniang
Perandilan Unum;

4. S[ural Keputusan Menterl Pemberdayaan Aparatur Negarn
Momor KEP-135/M.PAN/ 2004 wentang Pedoman Umum dan

Ewaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;



Menerapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

5. Peraturan Menteri  Perberdavaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentanng Pelu mjuk
Pelaksanaan  Evaluasi  Akuntabilitis  Kinerja  Instansi
Pemerintah tabun 2011 Peraturan Menteri Pemberdavaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun
2012 wentang Petunjuk Pelaksanann Evaluasi Akuntabilitas
Kinerga Instansi Pemermitah;

6. Peraturan Menteri Pemberdavaan Apsratur  Nepara  dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Penyvusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LEjIP);

MEMUTUSKAN

KEFUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA TENTANG
REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA
TAHUNAN DAN RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN
NEGERI NAMLEA TAIIUN 2025

Menunjuk  nama-nama  vang tertera dalam  lampiran Sural
Keputusan ini sebagai Tim Penvusun Kinerja Tahunan Dan
Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Namles Tahun 2025

Tugas dan ilanggeung jawab Tim Penvusun tersebut adalah
mervusun  laporan  tersebut sesusi dengan ketentuan  vang
berlaku.

bahwa Sumt Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor
O/KPNW27-UL/SK.RAL.3/1/ 2025 lentang Pembentukan  Tim
Rencana  Kinerja Tahunan pada Pengadilan Neperi Namlea
dinvalakan tidak berdakn lagi seink ditetapkannys Surat

Keputusan ini;

keputusan ini mulai berlaku sejak tangpal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian han terdapat kekelirnan akan
diperbaiki sehagaimana mestinv.

DITETAPKAN DI : NAMLEA
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2025

KETUA

;hmmfn -:nuuq
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PENGADILAN NEGERI NAMLEA

LAMPIRAN  : Keputusan Ketua Pengadilan Neger Namiea
Nomor 93.a/KPN.W27-Ub/SK.RA1.3/X/ 2025
Tanggal 1 Oktober 2025 Te ntang Fembeniukan Tim

Penvusun Perfanjian Kinerjs Tahunan dan Rencans
Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Namlea Taluan 2025,

TIM PENYUSUN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN DAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

JADATAN

botiaa

m— = =

kaarlinglor

Sekretans |

=

NAMA

HAIRUDDIN TOMU, S.H.,M.H

SR

ANGGA PRATAMA, 5.1

YOUNEL O BATOEK, S.Kom

| Sekretaris 2
|

i At

HENDRA KESAULYA, S H

LALFREDD 8. MTAHELUW, S H
2. MEIDIYANTO, S.E., 8.11

4, ETLY J. LESSIL, 5.1

4. AGLI SAMALLD, 8.1

HILDA RACHEL PEEA, 5.E., S.H
b, NIKE GASPERSZ, 8.A1"

=

DITETAFKAN DI : NAMLEA
PALA TANGGAL : 1 OKTOBER Z025

K "

el o



LAMPIRAN 7

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025




PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 831/KPN.W27-U6/KP4.1.4/XI1/2025

Dalam rangka Mewujudkan Manajemen Pemerintahan vang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami vang bertanda tangan dibawah

T ;

Nama : HAIRUDDIN TOMU, SH.. MH
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Namlea

Selanjutnyva disebut Pihak Pertama.

Mama r AROZIDUHU WARUWU 5. H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggn Ambon
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnyva disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama pada tahun 2025 in1 berjanji akan Mewujudkan Target Kinerja vang
seharusnya sesua Lampiran Perjanjian imi, dalam rangka mencapai Target Kinerja
Jangka Menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan Pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung
jawalb Pihak Pertama,

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi.

Akuntabilitas terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambal

tindakan yvang diperfukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Namlea, 22 Desember 2025

I i Kittiua Pengadilan Negeri Namlea

!

{ AROZIDUHU WARUWU S.H., M.H. |
NIP. 19620117 198803 1 004




LAMPIRAN REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
NOMOR : 831/KPN.W27-U6/KP4.1.4/XI1/ 2025

Ketua Pm?;‘d‘ﬂan Tinggi Ambon

-rmnp ”..maﬂ..uﬂ.f

lﬁﬁﬁﬁﬁ 198803 1 004 NIP. 1O

MU, 5.H., M.H
D616 200502 1 001

3 AN T |

I, | Terwujudnya 1.1, Persencase I-"rmchuan Pl’rhl:l.ﬂ-] *-ten-.m Tepat
Peradilan vang Efckuf Wakiu _ 10
Transparan, 1.2, Persentase Penyvediaan/ Penginman Salinan Putusan Bl
Akuntabel, Responsive Tepat Wakiu oleh Pengadilan Tingkat Pertama | {als s
dan Modern __ kepada Para Phak ST

L3 Persentase Pengicrman Pemberitnhuan Petikan/ Amar
Putusan Tinekal Banding, Kasasi dan PK Secara .
Ii‘t!liﬂﬂ: Waktu nleh Pengadilan Pengaju kepada Para HE
LETE
|.4. Persentase Pengriman Salinan Putusan Perkara [
Fidana Tingkat Handing, Kasas dan PK Tepat Waktu L0
oleh Pengadilan Pengaju kepada Parn Pihak Tepat ’
Wakiu. o
1.5, Persentase Putusan Pengadilan vang diunggah pade O
Direkton Putusin '
1.6 Permentase Penvelesalan Permobonan Eksekiis " '
Pulusan Perdaia iy
1.7. Persentase Perkars vang berhasil diselesaikan -
s mckahi Pendekatan Keadilun Restoraul, I e
1.H.  Persentase Perksr vang berhasi] diselesaikan o
mekaluil Mediasi | S
1.9, Perscniase Perkars Anak yang berhasil disclesaikan F ;
{ mq.'ln]ul L‘H'urrﬂ | H%
| 1.10. Persentase Perkars Perdata Tingkat Pertamu Yang |
{ Mengrunakan E-Croort ) 100%
L1L Perscmtasce Perkara Prdana vang dilimpahkan Sccara 10
| Elcktronik {12 Berpacu), =
i 112 Persentase Lavanon Perkaca Prdana vang diajulken 100
| st Elekironik tE_EE.rE_!!du} "

] Memngkatnya Tingkat | 2.1. Indeks Kepunsan Pengeguna  Lavanan  Pengadilan
Kevalinan dan ! Aerdisarlan Standnr Laynnun yang ditetapknn g5y,
HepercayeanPublik | 0 . E———

3 Terwifudinea | 321 Indeks Profesionalitas Aparatiir Sipil Megaen ([P ABN) o
Manajemen Peradilan | Saruan Ketja Pengadilan N
vang Tminspamn dan | 3.2, “Nilsti Indikatar Kinerjs Pelaksarmaan Angg..rhrl |I.]-.F.-1|.| s
Profesioanal | _ Saiuan Kerja Pengadilan DIPA [01) i

: 33 Nilai Indikator hm#r_rl Pelnksanann Anmmn KPA| ugy
i Satuan Kena Pengadilan DIPA [03) —
34 ‘Nilai hll'.ll."j}_l'l Perencanaan Angparesn DIPA O] | RO
E A5 Nilu Kinersa Ft'r?rn*- inann Anggaran [P T!FP.A ROk . A5
i 36 Nila Indikator Pengelolann Azet (IPA] Satuan Kern 1
il | Prngodilon '
Namlea, 22 Desember 2025
Pihak Hedua Pihak Pertama
H:f.fua Pﬂng‘ad: an-Negeri Namlea
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CAPAIAN KINERJA
TAHUN 2025




CAPAIAN KINERIA
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

Sasaran Strategls |

Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

indikator Kinerja Target | Realisasi | Capalan

| Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 100% | 100% 100%

e

Persentase penyediaan/penginiman salinan putusan tepat waktu aleh

pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 100% | 100% 100%

Persentase pengiriman permberitahuan petikan/amar putusan tingkat

banding, kasasi dan PK secara tepat walktu oleh pengadilan pengaju 100% 100% 100%
xepada para pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat

banding, kasasi dan PK tepat waktu cleh pengadilan pengaju kepada 1005 100% 100%
para pihak

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | 1000 100% 100%

Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 95% ] ]
Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan 55% 5%, 90.90%,
keadilan restaratif

Persentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediazi 1% B.67% 33.35%
Persentase perkara anak yang berhasil disefesaikan melalui diversi 50% ] i
Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- 1005 | 100% 100%
Court

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik {e- 100% 100% 100%
Berpadu)

Persentase layanan perkara pidana yang digjukan secara elektronik 1005 100% 100%
[e-Berpadu)

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis |l 93 47%




Sasaran Strategks

Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan | O5% Q705% | 102.15%
Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis Il 103.15%
Sasaran Strategis Il
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
" Indeks Profesianalitas Aparatur Sipi Hégara 1I!; ASN) Satuan Kerja BO%- | 7B.21% | 97.76%
Pengadilan
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran {IKPA) Satuan Kerja 05% | 96.13% | 101.18B%
| Pengadilan DIPA (01) . R B
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA} Satuan Kerja 95% | 97.82% | 102.96%
Pengadilan DIPA (03)
Milai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) 0% 1007 135%
Milai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) el R B
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengaditan il
Rata-rata capaian kinarja pada sasaran strategis 1| 106.4%
100.32%

Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis 111,111

Mamlea, & Februan 2025
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Jumiah Perkara  Jumlah perkara yang Reallsal Persestase

yang diselesaian topat penyeiesalan perkara
diselesaikan waktu secara tepat wakiu
Februari 7 7 100%
Maret 4 4 100%
April 13 13 100%
Mei b [ 100%
Juni 11 11 100%
Juli 21 | 100%
Agustus 16 16 100%
September 10 10 100%
Oktober 23 23 100%
Navember 1 11 100%
Desember 13 3 100%
Jumlah 147 147 1000,

2.Penyedioan/pengiriman salinan putusan tepat wakte oleh pengadilan tingkot pertama
kepada para pihak

Jumlah Jumlah Salinan Putusan yang  Reallsasi Persentase

Perkara tersedia/ dikirimban kepada  Salinan Putusan Tepat
Putis pasa plhak tepat wakiu Waktu

Januari 100%
Februari ¥ 7 100%
Maret 4 4 100%
April 13 13 100%
Ml 6 [ 100%
Juni 1 1 100%
Juli 1 21 100%
Agustus 16 16 100%
September 10 10 100%
Oktoher 13 23 100%
Movember 1 11 100%
Desember 3 23 100%
Jumlah 147 147 100%

3. Persentasze pengiriman pemberitahvan petikan/amar putuzan tingkat banding, kosasl dan PY secara
tepat wakty oleh pengodilan pengaju kepoda pars pihak

Jumlah Jumlah Realisasi Persentase
Bulan petikan/amar pemberitahuan Penyampaian
putusan yang petikan/amar putusan Petikan/Amar
diterima tepat waktu Putusan Tepat Waktu
Januari 1 1 100%
Februari 1 1 100%
Maret 0 ] 0
April 1 1 100%
Mex 1 Fi 100%
Juni 3 3 1005%
duti 0 0 0
Agustus 0 0 0
September 1 2 100%
Oktober 3 3 100%
November 4 4 100%
Desember 5 3 100%
Jumlah 1 12 100%




4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK secara t
wmdﬂmwﬂunmmmmpmft e

Jumizah Salinan Jumiah Putusan yang  Reatisas! Persentase

Putusan yang dikirimkan tepat salinan putusan tepat
dikirimkan wakly wakty

Januari 0 0 0
Februari i 1 100%
Maret i} 0 0
April 0 0 0
Mei 1] 0 0
Juni 1 1 100%
Juli 1 1 1i00%
Agustus 0 0 0
September 1 1 100%
Oktober Z i 100%
Hovember 1 1 100%
Desamber 5 5 100%
Jumlakh 12 12 100%

5. Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada direkter] putueen

Jumlah Putusan Jumlah Putusan yang Realisasi Persentaze

vang telah diunggah pada direktori putusan yang

diminutasi putLsRan diunggah
Januari ] 2 100%
Februari T 7 100%
Maret 4 4 100%
April 13 13 100%
Mei b [:] 100%
Juni 11 11 100%
Juli 21 21 100%
Agustus 16 16 100%
September 10 10 100%
Oktober 23 23 100%
Movember 1" 11 100%
Desember 23 23 100%
Jumiah 147 147 100%

&, Persentase Penyelgsaion Permohonan Eksekusi Putusan Perdata

Jumiah Permahonan Realisasi
phoehusi pubusan Perseptase
perdata yang Permohonan

diselesalkan ERmais]

Jumiah putusan
perdata yvang
dimohonkan eksskusi

Oktober
Movemimr
Desember

.
0
0
0
i
0
1
]
0
0
1
1
3

oooDoooDoDooDoODD
GBoOOO0O0000a0 oS



F. Persemtose Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restorgtive tahun 2025

Bulan

Januari
Februar
Maret
April

Med

Juni

Juti
Agustus
September
Dlctober
Mavember
Dezember
Jumlah

Jumlah Perkara Jurnlah Perkara
yang diajukan vang disclesatkan
untuk restorative  dengan restorative
tahun 2025 tahun 2025
0 0
0 0
1 1]

0 0
0 )]

3 3
0 0
1 1
1 0
2 0
2 1
4 2
14 7

8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

Butan

Jariar

Februari

Maret

April

Mzl

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desemnber
Jumlah

Jumiah perkara
yang wajib
dilakukan mediasi

Lik Puf Fod =3 =2 =& O [ D03 =

—
un

Jumiah perkara yang
diselesaikan melalui
mediasi berhasil

- D000 =0000D0 0D

Realisai Persentase putusan

yang menggunakan
pendekatan keadilan
rup:u‘atif

RERIIRT

100%

gg8=2¢

Realisai Persentase

perkara yang diselesaikan
melalul mediasi

) —-—
ﬁmmmmmgmuﬂnnn

o

®. Persentase perkara angk yang diselesaikan dengan diversi tohun 2025

Bulan

Januari
Februari
Maret
April

e

Juni

Juli
Agustus
weptember
Oktober
November
Dezpmber
Jumilah

~ Jumiah perkara
anak yang
diajukan diversi

CoOoQODOoOooOoDo DD

“Jumlah perkara  Realisal Persentase perkara

diversi yang
diny_ratahq_n berhasil

cooQoooooooooo

anak yang diselesaikan

den_ng_ar_!_diuersf

= [ ] e I e o B e e B o o o



T0. Persentase perkara perdata ngkaot pertoma yong menggunakan ecourt
7 lumlah Perkara Jumlah Perkara

Bulan Perdata Tingkat Perdata Tingkat P:;E:ﬁ:;e
Pertama ya Pertama Diajukan

: Diaj mﬂ"’ﬁ IHE[ElI.I:IITE Ci:ll.;'l Penggunan e-court
Januari 1 = 100%
Februari 3 3 100%
Maret o 0 o
April 5 5 100%
Mei [\ 6 100%
Juni 3 3 100%
Juli 9 9 100%
Agustus R 8 100%
september 1 1" 100%
Oktober B 8 100%
Movember & [ 100%
Desember 2 2 100%
Jumlah 62 62 100%

T1. Persentose perkara pidena yang ditimpahkon secarg elekironik fe-berpadu)

Jumlah Perkara  Jumiah Perkara Pidana Realisasi Persentase

Bulan Pidana yang yang Dilimpahkan pelimpahan perkara
B _ditimpahkan melalui e-Berpadu  pidana secara elektronik
Januari 9 9 100%
Februari f [+ 100%
Maret 3 3 100%
April 3 3 100%
Mei & a 1006
Juni 7 Fi 100%
Juli & 2] 100%
Agustus 15 15 100%
September 10 10 100%
Oktober 4 4 100%
Movember 11 11 100%
Desember 8 8 100%
Jumiah 90 90 100%

1Z, Persentase layanan perkarg pidana yang diojukon secara efektronik (e-berpodu)
- Jumiah Layanan

Realisasi Persentase

Jumlah Layanan Perkara Pidana yang
. Perkara Pidana Diajukan melalui e- layanan perkara pidana
Berpadu secara elektronik
Januar 9 9 100%
Februari 12 12 100%
Maret 12 12 100%
April 14 14 100%
Med 10 10 100%
Juni 19 19 100%
Juli 30 30 100%
Agustus 11 11 1 O
September 21 11 100%
Oktober 26 it 100%
Movember 16 16 100%
Desember 16 16 100%

Jumlah 197 197 100%
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CAPAIAN KINERJA TRIWULAN |
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

Sasaran Strategis |

Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian

Persentase penyelesaian perkara secara lepat waktu 100% 1005 1008

Persentase penyediaan/pengitiman salinan putusan tepatl wakiu aleh
pengadilan tingkat pertama kepada para pthak

100% 1005 100%

Persentase pengiriman pemberitabuan petikan/amar putusan tingkat |
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 1005 100% 100%
kepada para pihak |

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat
banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada 100% 100 100
para pihak

Persentase putusan pengadilan vang diunggah pada direktori putusan | 100% 100% 100%

Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata 35% L] o

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan 554 0 0
_xeadilan restoratif

Parsentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi 20% 0 o

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 50% ] i

Persentase perkara perdata tingkatl pertamad yang menggunakan e- 100% 100% 100%

Court — _

Persentase perkara pidana yang dilimpakbkan secara elektronik (e- | 100% 100% 1000

Berpadu)

Persentase layanan perkara pldana yang digjukan secara elektronk | 100% | 100% 1005
|e-Berpadu) |

Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis | 100%




Sasaran Strategis Il

Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capalan
Indeks kepuasan pengguna layanan pengaditan 955, 99.33 104%
Rata-rata capaian Rinerja pada sasaran strategis || 104%
Sasaran Strategis Il
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipll Negara (IP ASN) Satuan Kerja B 0 0
Pengadilan
Milai Indikator Kinerja Palaksanaan Anggaran {IKPA| Satuan Kerja 55 (i} 0
Pengadilan DIPA {ﬂ‘.l,il___ o )
Milai indikator Kinerja Pelaksansan Anggaran [IKPA} Satuan Kerja O5% 0 0
Fengadilan DIPA (03)
Milai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA {01) 8% 0 0
Milal Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03) % o .
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3 ¢ ¢
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I 0%
102

Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis 1L1LI0

Mambea,-2-Februari 2026




CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II

PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

Sasaran Strategis |

Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 100% 100% 1009
Persentase penyediaan/pengiiman salinan putusan tepal wakiu oleh |
pengadilan tingkat pertama kepada para pihak L0 | 10 1O
Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan Lingkat
banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 1005 100% 100%%
kepada para pihak
Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat
| banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada | 100% 100% 1007
para pihak
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktosi putusen | 100% 100% 100%
Persentase penyekesaian permohonan eksekusl putusan perdata 95% D o
Persentase perkara vang berhasil diselesaikan melalul pendekatan 55% 100 181%
keadilan restoratif -
Persentase pekara yang herhasil diselesaikan melalul medias) 20% 0 1]
Persentase perkara anak yang berhasil diseleszikan melalui diversi 50% 0 ]
Persentase perkara perdats tinghkat pertama yang menggunakan e- 100%, 100, 1005
. Court
Persentase perkara pidana vang dilimpahkan secara elektronik (e- 100%, 100%, 100%
Berpadu)
Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik 100% | 100% 100%
 [e-Berpadu)
| Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis I 109%




Sasaran Strategis Il

Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
| indeks kepuasan pengguna layvanan pangadilan 055, 0278 97 6%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis |l 97.6%
| Sasaran Strategis i
| Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
| Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capalan
| Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja B0% o o
95% 8] o

! Pengadilan
| Nilal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja
Pengadilan DIPA (01}

| Milai Indikator Kinerja Pelaksanaan .anarzﬁ iiﬁ_li'ﬁli'_s'atuan_ﬁerja_ | 95% o o
Pengadilan DIPA (03) :

I Milal Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) e 2 £

| Nilal Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA {03) "% ¥ 4
Nt trach _ 3 0 O

| ilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

| Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1 o

| Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis 11111 103%

Mamlea, 2 Februari 2026




CAPAIAN KINERJA TRIWULAN 1li

PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

Sasaran Strategis |

Terwujudnya Peradilan yang Efektif Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

indikator Kinerja Target  Realisasi | Capaian

Persentase penyelessian perkara secara tepat waktu 100% | 100% 100%

Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh

pengadilan tingkat pertama kepada para pihak A 100% 100%

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat

banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaiu 100% 100% 100%

kepada para pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tinghat

banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada 100% 100% 100%

para pihak

Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan | 100% 100% 100%

Persentase penyelesalan permeohonan eksekusi putusan perdata 05% O (B

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan 55% 50 590.9%,
| keadilan restoratif

Parsentase pekara yang berhasil diselesaikan melalui medias 20% 33.33 166

Persentase perkara anak yvang bérhasil diselesaikan melalui diversi 50% 0 ]

Persentase perkara perdata tingkat pertarma yang menggunakan e- 100% 100% 100%
L Loun _

Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- 100% | 100% 100%

Berpadu)

Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronk 100% 100% 100%
{e-Berpadu) . 1

Eata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis ||




Sasaran Strategis Il

Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

Iindikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian
Indeks kepuasan pengguna lavanan pengadilan 5% 296,96 1025%
Rata-rata capaian kinera pada sasaran strategis |l 102%
Sasaran Strategis
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
indikator Kinerja Target  Realisasi | Capaian
indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara [IP ASN| Satuan Kerja B0 o 0
Pengadilan
Milai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran [IKPA) Satuan Eerja 95% 0 0
Pengadilan DIPA (01) - .
Milai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 95% 0 0
Pengaditan DIPA (03)
S 0% o o
Milai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
Milai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA [03) e J "
Milal Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3 g 8
Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis Il 0
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis 1,11, Il 103%
Namlea, 2 Februari 2026

Ketua Pe n Megeri Namlea




CAPAIAN KINERJA TRIWULAN IV
PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

Sasaran 5trategis |

Terwujudnya Peradilan yang Efektit Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Indikator Kinerja Target | Realisasi | Capaian

|
Persentase penyelesaian perkara secars tepat waktu 100% 1005 1009

Persentase penyedizan/pengiriman salinan putusan tepat waktu olah

pengadilan tingkat pertama kepada para pihak 100% 100% 1007

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat
banding, kasasl dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju 1003 100% 100%
kepada para pihak

Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat

banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada | 100% | 100% 100%
para pihak

— .

| Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktor putusan | 100% | 100% 100%

Parsentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata 955 . 0 o

Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan 559 375 B68.1%
 keadilzn restaratif

Persentase pekara yang berhasi diselesaikan melalui mediasi 2% 0 ]

Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi 50% 1] 1]

: Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e- 100% 100%, 100%
| Court

| Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- 100% | 100% 100%
Berpadu)

| Parsentase layanan perkara pidana yang dizjukan secars elektronik 100% | 100% 100%
| {e-Berpadu)

Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis || 96.4%




sasaran Strategis Il

Meningkatnya Tingkat keyakinan dan Kepercayaan Publik

[ Héta-rata capaian kinerja pada sasaran strategis |

Indikator Kinerja Target | Realisasi = Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan 5% 84513 104
1045

Sasaran Strategis 111

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Indikator Kinerja - Target | Realisasi | Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja 80% | 7821 | 97.76%
Pengadilan
H|1a:- Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran {IKPA) Satuan Kerja 95% 96,13 101, 18%
Pengadilan DIPA {01}
| Wilal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja 95% 9782 102 98%
 Pengadilan DIPA (03 _ == —
Nilal Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01} i 100 125%
Milal Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (D3) . i 30520
Milai Indikator Pengelolaan Aset {IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3 e i
Rata-rata capalan kinerja pada sasaran strategis Il 106.4%
Rata-rata capaian kinerja pada sasaran strategis I,1,111 102.2%

Namlea, ._E-F,_uhmafi 2026
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Hilai imdiator
Pergalnlaan dvel
{17 ) saluan

kierfa pengadian
Raza-Aama

E';::- £.769.002.000 4042975150 9.

EFESIEN
Realitasi Belanis « Capaian Kinerjs (97, 38% < 106.4%)
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LAMPIRAN 12

ANALISIS EFESIENSI
SUMBER DAYA MANUSIA




=]

Kelompok
Jabatan

Kepanizersan

Kesekretariatan

Pelaksana

Jenis Jabatan

Motz

Wakil Ketua

Hakim

Paniiera
Panmud

Pamniters Pangganti

Jurusitad Jurssita Penggant)

Sehretaris

Kasubbag

Klerak-Analis Perkara Peradilan

Blerek-Penclaah Tokns Kebijakan
Operator-Penata Layanan
Operasional

Teknisi Sarana dan Prasarana

Klereh-Dokumetalin Hukwm

Klerek-Pengetola Penanganan
Perkara

Pangelola Lavanan Operasional

Jumlah Pegawal

Jumilak
Pegawai

1 Orxng

4 Orang

1 Orang
1 Orang
4 Orang

1l:Ir.u1-g

3 Ovang

2 Drang
1 vanig
10 Orang
1 Orang

i Crang
1 Drang

1 Orang

Analisis Efesiensi

Meskipun jabatan Wakil Ketua
belum terisd, pelalsanaan tugas
kepemimpnan dan persidangan
tetap berjalan melalui peran
Eetua dan pengaturan majel i
hakimn

Tugas kepanitaraan
dilaksanakan melalui pembagian
kerja yang fleksibel sehingaa
pelayanan persidangan dan
administrasi perkars tetap
berjalan lancar

Pengadolaan administrasi dan
dukungan manajerial dapat
dilaksanakan secirs efisien
melalul kioordinas! yang bafk
Pegawal pelaksana
dimanfaatkan secara optimal
dan saling mendukung seseal
kebutubhan layanan

Eftsiensi 50M tercapal melaiul

A5 Orang  optimalisasi paran dan

penyesuaian baban kerja



LAMPIRAN 13

KAMUS IKU




KU : Sasaran Strategis |

Kamus KPI
 Hama KPI Persentase Penyelesalan Perkara secara Tepat Wakiu
Defenisi MENgURLI  PErsenlase perkara yang diselesaihan dalam |angra

waktu sesual standar yang ditetapkan dibandingkan dengan seluruh
perkaia yang diselesaikan dalam periode Lertemtu.

Untuk perkara perdata tingkat pertama, penyelesaian tepat waktu
mengacu pada ketentuan jangka waktu maksimal 5 (lima) bulan
sebagalmana diatur dalam S5EMA NHomaor 2 Tahun 2014,

Formula Perhitungan

(A/B) * 100
A jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu
B : jumlah perkara yang diselesalkan

 Satuan digunakan

| Persentase (%)

Trend / Polaritas

| Positif (semakin tinggi semakin baik)

Lasaran Diukur

Terwujudnya peradilan yang efektil ransparan,
akuntabel, responsif dan modern

Sumber Data

Laporan bulanan, laporan tahunan, dan informasi
fangka wakiu penyelesaian perkara pada aplihasi 5iFP

Periode Pengambilan
Data

Setiap akhir bulan -

Metode Pengambilan
Data

Frekiens
Pemantauan dan
Pelaporan o
Threshold / Ambang
Kinerja

Fengumpulan dan rekapitulasi data perkara

Periodik

I - 100% 100% . 100%

Penanggung Jawab

Panitera

KP| Terkait

Kamus KPI

1. Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepat wakty
kepada para pihak.

Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putisan
tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu.

Persentase putusan pengadilan vang diunggah pada Direktori
Putusan.

r
3.

4. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata.

Hama KPI

Persentase penyediaan/ pengiriman salinan putusan tepal wakiu
oleh pengadilan tinghat pertama hepada para pihak

Definisi

mengukur persentase penyediaan danfatau pengiriman satinan
putusan yang dilokukan tepat walktu olch pengadilan tingkat
pertama kepada para pihak dibandingkan dengan selurub putusan
yang wajib disediakan atau dikiimkan dalam periode tertentu.

Formula Perhitungan

[A/B) = 100%

A5 jumilah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan
kepada para pihak secara tepat waktu

B : jumlah peikaia yaiw dipulus

Satuan digunakan

Persentase (%)

Trend / Polaritas

Positif {semakin tingel semakin baik

Saszaran Diukur

Terwujudnya peradilan yang efektif
akuntabel, responsif dan modern

transparar,

Sumber Data

Laporan bulanan, taporan tahunan, dan salinan
pulusan pada aplikas: 5IPP

Periode Pengambilan
Data

Setiap akhir bulan

Metode Pengambilan
Data

Pengumpulan, verifikasl dan rekapitulasi data
penyedizan/pengiriman salinan putuwsan

 Frekuensi Pemantauan
dan Pelaporan =~
Threshald / Ambang
Kinerja

Periodik

N < 100% 100% . - 100%

Panitern




WP Terkait

1. Persentase peryediaan/ pengiriman salinan pulusan Lepal wakbu
kepada para pihak.

Z. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar pulusan
tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu,

3. Persenlase putusan yang diunggah tepat wakiu pada Direktori

:Hamm KPI1

Nama KFl

“Definisi

| Persentase pengiriman F'Ell'lh-l.’ﬁtiﬂ'l.m petikan/amar putusan

tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan

_pengaju kepada para pihak

mengukur persentase ketepatan waktu pergadilan pengaju dalam
menyampaikan pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat
banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) kepada para pihak
dibandingkan dengan selurvh putusan yang wajib diberitahukan
dalam jangka waktu yang ditentukan.

. Formula Perbitungan

(ASB) * 1004
A Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan
tingkat banding, kasasi, PK yang disampaikan kepada para
pihak secara tepat waktu

B : Jumilah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan

FK yang diterima pengadilan pengaju

| satuan digunakan

Persentase (%}

| Trend ¢ Polaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran ukur

IEr’wujudny"a pEr'adﬂan yang etektit transparan,
akuntabel, responsif dan modern

. Sumber Data

Register perkara, relaas pemberitahuan, laporan bulanan
dan data pada aplikasi SIPP
| Periode Pengambilan Setiap akhir bulan
Data

Metode Pengambilan
Data

Pengumpulan dan rekapitulasi data berdasarkan tamggal
diterimanya putusan dan tanggal pemberitahuan kepada para

| pihak.

| Frekuwens Periodik

Pemantauan dan

Pelaporan

'Enr:f’?fd'rm““ < 100% 100% SN > 100%
Pemnu-gung Jawab Pamitera

"MP| Terkait 1. Persentase pemyedizzanspengiriman salinan patusan tepat wakty
kepada para pihak.
2. Persentase pubusan yang dicnopah tepat wakie pada Direktord
Putusan.
Kamus KPi
[ Mama KM Persentase pengiiman salinan putusan perkara pidana tieghkat

Defimisi

banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh penpadian pengaju
kepada para pihak tepat wakiu

mengukur persentass hetep.atm wakty perrgadltin pengaju dalam
mengiremkan salinan putusan perkara pidana tingkat banding,
kasasi, dan peninjavan kemball [(PK) kepada para plhak
dibandingkan dengan seluruh salinan  putusan  vang waijib
dikirimkan dalam jangka wakiu yang ditentukan sesuai ketentuan
yang berlaku.

| Formula Perhitungan

(ASB) * 100%

A Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para
pihak secara tepat waktu

B : Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang
diterima pengadilan pengaju

| Fersentase ﬂ:.]

TrEnd { Polaritas

Sasaran Divkur

Terwujudnya  peradilan  yang  efektif

akuntabel, responsif dan modern

transparan,

Sumber Data

Register perkara, relaas pemberitahuan, laporan bulanan
dan data pada aplikasi SIPP




Fernode Pengambilan
Cata

“Setiap akhir bulan

Metode Pengambilan
Data

Pengumpulan dan rekapitulasi data berdasarkan tanggal |
diterimanya putusan dan tanggal pengiriman salinan pulusan

kepada para pihak.
Frekuensi Pemantauvan| Perodik
dan Pelaporan
‘Threshold / Ambang | ik
Kineria N - 100% 100% N - 100%
Penanggung Jawab | Panitera
HP1 Terkait | 1. Persentase penglriman pemberitahuan petikan/amar putusan
tinghat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu,
I, Persentase penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat
waktu kepada para pihak,
3. Persentase putusan yang diunggah tepat waktu pada Direktori
Pulusan,
kunus KPI
Hama KPI | Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktorl
I | putusan
| Definisi | mengukur persentase putusan pengadilan yang telah diunggah

pada Dirckion Putusan dibandingkan dengan seluruh putusan yang
Ledah diputus dan wajib dipublikasikan

Formula Perhitungan

I

(AJB) * 100%
A Jumlah putusan vang diunggah pada direktori putusan
B : Jumliah putusan yang telah diminutast

Satuan digunakan

Persenkbase (%)

Trend ! Polaritas

Positif (semakin tlng semakin bk}

Sasaran Diukur

| Terwujudnya peradilan yang efektil transparan,

akuntabel, _responsif dan modern

Sumber Data

Aplikasi SIPP dan direktori putusan Mahkamah agung

Pericde Pengambilan
Cata

| Setlap akhir bulan

 Metode Pengambilan
Data

Rekapitudasi jumlah putusan yang telah diunggah dibandingkan
dergan jumiah putusan yang telah diputus dalam periode

berjalan.
Freluensi | Periodik
Pemantauan dan |
Pelaporan -
Threshold / Ambang
Kineria . B < 100% 100% N - 100%
| Penanggung Jawab | Panitera
KPIl Terkait | 1. Persentase pernyedizan/pengiriman salinan putusan tepat
waktu kepada para pihak.
I, Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan
tingkat banding, kasasi, dan PK secara tepat waktu,
kl_.l-'l'rl.ll KEPi
 Nama KP| Persentase penyelesalan permohonan eksekusi putusan perdata
Definisi mengukur persentase permohionan ehsekusl pulusan perdala yand

telah  diselesalkan dibandingkan dengan sefuruh  permohonan
erserusl yang dimohonkan.

Formula Perhitungan

Satuan digunakan

(AJB) * 100%
A ; Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang
diselesalkan

B : Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksehkusi

Persentaze (%)

Trend / Poiaritas

Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran DMukur

Tl:r'-'-rUJ udT'lﬂ: peradilan yang efektif transparan,




‘akuntabel, responsif dan modern

Sumber Data Register eksekusi, laporan bulanan dan data pada aplikasi SIPP.
Periode Pengambilan Setiap akhir bulan o
Data .
Metode Pengambilan Pengumpulan dan  rekapitulasi data berdasarkan  jumiah
I | permohonan eksekusi yang diterima dan yang telah diselesatkan
Frekuensi Pariodik
Pemantauan dan
Balanoran |
Threshold / Ambang |
{Cineria . . < 100% 100% B - 100%
Penanggung Jawab | Panitera o
KPP Tedkalt | 1. Persentase putusan pengadilan yang dhnggah pada DIrektont
Putwsan.
2. Perentase penwediaan/penglriman sallinan  putusan Lepat
N | waktu kepada para pihak.
Karmus KPI
Mama KPI Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan
Restoratil
Definis Mengukur jumlah perkara yang diselesaikan dengan RJ.

Keadilan  restorglive (resloradive  justice)  adalah
alternatif penyelesalan perkara tindak pidana berfokus
pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan
mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga
pelakus korban, dan pihak terkail. Prinsip dasar dalam RJ
adalah pemulihan kepada korban yang menderita
kejahatan dengan momberikan Gantl rugl, perdamaian,

dan kesepakatan- kesepakatan lainnya. (5K Direktur
Jenderal Badan Peradilan Umum Mamor
1691/ DJU /SK/PS.00/12/2020 tentang Pedaman

Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan
Umum.

" Formula Perhitungan

{A/B) * 100%

A ¢ Jumlah Perkara yang berhasil disetesaikan melalui
pendekatan keadilan restoratif

B : Jumlah perkara yvang memenuhi kriteria penerapan
pendekatan keadilan restoratif

Satuan digunakan

| Percantass (%)

" Trend / Polaritas

i Positif (semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur

Terwujudnya peradilan vyang  efektif

akuntabel, responsif dan modern

transparan,

chm

"~ Sumber Data

Laporan bulanan dan laporan tahunan

Pertode Pengambilan | Setiap akhir bulan
Data
Metode Pengambilan | Pengumpulan dan rekapitulasi data perkara vang memenuhi
Data | kriteria dan diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif.
Frekuernsi | Perfodik
Pemantauan dan |
|_pelaporan |
Threshold / Ambang
Kinerja | — < 100% 100% NN > 100%
Penanggung Jawab Panitera
KPI Terkait 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu.

2. Persentate penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat
waktu kepada para pihak.




_hhmm KPI

Mama KPI

Persentase Perkara vang berhasil diselesaikan Melalui
Mediagi

i
|
|

Definisi

Mengukur persentase perkara perdata yang berhasil disalesaikan
melalui proses mediasi sesual dengan ketentuan PERMA Momor 1
Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dibandingkan
dengan seluruh perkara yang wajib ditempuh melalui mediasi,

Perkara dinyatakan berhasil melalui mediasi apabila tercapai
kesepakatan perdamalan yvang dituangkan dalam Akta Perdamaian
(Putusan Perdamaian}. Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan dan
telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada hakim

pemeriksa perkara sesuai ketentuan juga diperhitungkan sebagai
mediasi berhasil.

Formula
Perhitungan

(A/B) " 100%
A @ Jumlah Perkara yang berhasil diselesaikan Melalui
Mediasi Berhasil

B : Jumlah Perkara vang wajib dilakukan mediasi

Satuan digunakan

Persentase (E)

Trend / Polaritas

Positif (semakin tinggl semakin baik)

Sasaran Diukur

Terwujudnya peradilan  yang efektif transparan,
oz akuntabel, responsif dan modern
sumber Data Laporan bulanan dan laporan tahunan
E?Ede Pergambilan Setiap akhir bulan

Metode Pengambilan
Data

Rekapitulasi data perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil

dibandingkan dengan perkara yang walib dimediasi.

Frekuensi
Pemantauan dan Periodik
Pelaparan
Threshold / Ambang | < 100% 100% W >100%
Kinerja
Penanggung Jawab | Panitera
WP Terhail 1. Peisenilase peiyetesaian perkaa secara Lepal wahli,
2. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan
Slandar Layanan yany Ditelaphkan.
Kamus KPI
Mama KPI Persentase Perkara Anak yang berhasil diselesaikan melalul
Diversi
Definisi mengukur persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan
medalii diversi dibandingkan dengan seluroh perkara anak yang
telah memenuhi syarat dan selesai proses musyawarah diversi.
Formula (A7B) * 100%
Perhitungan

A Jumlah Perkara anak yang berhasil diselesaikan secara
diversi

B : Jumlah Perkara anak yang telah selesai proses diversi

Satuan digunakan

Presentase (%)

Pemantauan dan
Pelaporan

Trend / Polaritas Positif {semakin tinggi semakin baik)

Sasaran Diukur Terwujudnya peradilan vyang efektif transparan,
- akuntabel, responsif dan modern

Sumber Data Laporan bulanan dan laporan tahunan

Periode Pengambilan | Setiap akhir bulan

Data

mMetode Pengambilan | Rekapitulasi jumilah perkara anak yang memenuhi syaratl diversi,

Data telah selesal proses musyawarah diversi, dan yang dinyatakan

berhasil berdasarkan penetapan hakim,
Frekuensi Peeriodih




Threshold / Ambang
Kinerja

. - 100% 1005 . - 100%

Penanggung Jawab

Panitera

Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu. |

Formula Perhitungan

yang, diterima dalam periode yang sama.

KPl Terkait T
I i
Kamus KPI
Hama KPI |' Persentase perkara perdata Cingkat periama yang menggunakan
ecourt
Defintsi . mengukur persentase perkara perdata tingkat pertama yang

didaftarkan dan/atay diproses melabyi  sistem e-Court
dibandingkan dengan seluruh perkara perdata Cingkal pertama

(A/B) * 100%
A i Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang
diajukan menggunakan e-court

Metode Pengambilan
Data

B i Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang di

L ajukan

Satuan digunakan Presentase (%)

Trend / Polaritas Paositif (semakin tinggl semakin baik)

Sasaran Diukur Terwujudnya peradilan yang efektif transparan,
| akuntabel, responsil dan modern
|_5LFH'II:IEF Data Laporan bulanan dan laporan tahunan

Pericde Pﬂ'ﬂ!-ﬂl!'bﬂ.ﬂl‘l- SEtEHF‘ akhir bulan

Data

Court dibandingkan dengan total perkara perdata yang ditenma.

| pengadilan melalul ststem cicktronik (c-Berpadu) dibandingkan

Frekuensi Periodik
Pemantauan dan
_qu_ap-uran
Threshold ! Ambang
Kinerja M < 100% 100% I > 100%
F'ﬂlﬂal'ggl.qu Jawab Panitera
EPI Terkait 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu,
2. Persentase putusan pengadilan vang diunaaah pada Direktori
Putuszan,
3. ndeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan
standar layanan yang ditetapkan.
Kamus KPI
Hama KPI Persentase perkara pldana yamg dilimpahkan secara elektronik [e-
besrpadu ) -
Definis mengukur persentase perkara pidana yang dilimpahkan ke

dengan seluruh perkara pidana yang dilimpahkan dalam jangka
wakiu pengukuran yang ditetapkan.
Pelimpahan elektronik mencakup pengiriman berkas perkara dan
dokumen  pendukung melalul sistem  e-Berpadu oleh  aparat
penegak hukum kepada pengadilan,

Formula Perhitungan

(A/B) * 100%

A 1 Jumlah perkara pidane yang dilimpahkan secara
elektronik

B : Jumiah perkara pidana yang dilimpahkan

Satuan digunakan
| Trend / Polaritas

" Positif (semakin tinggi semakin baik)

Parsentase _:E_I'a]

| Sasaran Didiur

Terwujudnya

peradilan yang efektif  transparan,




akuntabel, responsif dan modern

Sumber Data

Laporan bulanan dan laporan Cahunan

Periode Pengambilan
Cata

Satiap akhir bulan

MetndEFengamb‘i" lam | jumiah perkara pildana yang dilimpahkan rneélalul e-Berpadu

Data dibandingkan dengan jumiah seluruh perkara pidana yang
dilimpahkan,

| Frekuensi

Femantauan dan Periodilk

Felaporan

Threshold / Amban

Kinersa | ommm -100% 100% N > 100%

Fenanggung Jawab Panitera

5 KP1 Terkait 1. Persantase penyeiesaian perkara sscara tepat waktu
Kamus KP]

Mama KFI Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara
—— elekironik (e-barpads)

Dafinisi mengukur persentase layanan perkara pidana yvang diajukan
molaluf  sistem  olektronik  (e-Berpadu) dibandingkan dengan
seluruh  layanan perkara pidana yang diajukan dalam jangka
waktu pengukuran yang ditetapkan.Layanan perkara pidana yang
dimaksud meliputi pengajuan pelimpahan perkara, permohonan
izin, persefujuan, dan layanan lain vang tersedia dalam sistem e-
Berpadu

Formula (AJB) * 100%

Perhitungan

A ¢ Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara
elektronik

B ; Jumlah layanan perkara pidana

| Satuan digunakan

Metode Pengambilan
Data

Persentase (%)

Trend / Polaritas Pasitif {sermakin tinggi semakin haik) ==

Sasaran Diukur i’Erwujudnyn poradilan  yang  efektif transparan,
akuntabel, responsif dan modern

sumber Data Aplikasi e-berpadu, 5IPP, Laporan bulanan dan laporan
tahunan

Peripde Pengambilan

Data Setiap akhir bulan

__j;I;‘.IL;H-lE'_I'-El-HﬂI; Pﬁ'rlr.ala |:;1c.l.a;'-a Vang d.F.-a..‘rLIhan nﬁlalui-e-ﬂerpam
dibandingkan dengan total layanan perkara pidana yang

diterima..
Frekuensi
Femantzuan dan Pariodik
Pelaporan
Thireshold / Amban
Kineria | oo < 100% 100% S > 100%
Penanggung Jawab Panitera

kPl Terkair

1. Persantase penyeiesaian perkara secara tepat waktu




IKU ; Sasaran Strategis |l

Kamus KPI

MNarma KPI

| Indeks kepuasan pensguna  layvanan pengadilan  berdasarkan
standar layanan yang ditetapkan

Definisi

Mengukur mutu kinerja pelayanan Pengadilan Negeri
datam membaerikan pelayanan publik kepada
masyarakat. Indeks ini didapat dari hasil survey yang
dilakukan oleh Kepaniteraan berdasarkan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Momor 14 Tahunm 2017
tentang Pedoman Penyusunan  Survei  Kepuasan
Mazyarakal LUnit  Penyelengara Pelayanan  Publik,
Yariabel pengukurannya adalah persyaratan pelayanan,
prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya/tarif
pelayanan, produk spesifikasi jenis  lavanan,
kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan
pengaduan, dan sarana prasarana.

Formula
Perhi'r.uns-am

1 indeks Kepuasan Masyarakat ([Km)

Satuan digunakan

Indeks (skala 25-100)

Trend / Polaritas

 Positif (semakin tingezi semakin baik)

Sasaran I:Huhur

Sumber Dakn

HETIll'I!EHﬂLﬂ'fE Tingkﬂt Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Hasil SUTYSY Yang - dilakukan metaluf apifkasi Si5UPER

Data

" Perinde Pengambilan

Setiap akhir bulan

Metode Fengambilan

E;ng;mpula;&:s.ta melalul kuesioner kepada pengguna layanan,

Data baik secara elektromik maupun manual, kemudian dilakukan
pengolahan dan analisis sesual pedoman SKM.

Frekuensi

Pemantauvan dan semesteran atau tahunan

Pelaporan

Threshold /| Ambang
Kinerja

B - 100% 100% . - 100%

Peananggung Jawab
KPI Terkait

F"a_rl-itnrn dan Sekretars
1. Persentase Penyelesaian perikara secara tepat waktu

IKU : Sasaran Strategis

! Kamus KPI

| Mama KPI

[ Dariisi

| Formula Perhitungan

' Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) satuan kerja
pengadilan

mengukur tingkat profesionalitas Aparatur 5ipil Megara pada
satuan kerja pengadilan  berdasarkan kualifikasi, kempetensi,
kinerja, dan disiplin.

IF ASH menggambarkan kualitas 50M aparatur dalam mendukung
kinerja oraanisasi secara efektif dan akuntabel,

IP ASN = (Nilai Kualifikasi + Nilai Kompetensi + Nilai Kinerja + Nilai
Disiplin) sesuai bobot yang ditetapkan dalam pedoman nasional.
{Menaory poda ketentisan darl Badan K, an Megara don

Kementerian Pendoyogunoan Apargtur Megarg don Reformasi
Birokrasi)

Satuan digunakan

Indeks (Skala 0-100)

| Trend /Polaritas

Pogitif [semakin tinggl semakin baik)

| Sasaran Diukur

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan
Profesional

Sumber Data

Data SIASN




Fernode Fangamhuhn i

Kiner]a

Data Setinp Akhir Tahun
Metade Pt'ng; mhbilan Rekapitulasi dan  validasi data kepegawaian berdasarkan
Data komponen [P ASN
Frekuensi Pemantauan
dan Pelaporan Tahunan
Threshold ¢ ami
"IN o < 100% 100%  EEEEEE > 100%

’ Penangeung Jawah

Sekretars (melalui subbagian kepegawaian dan ortala)

WPl Terkait

Kamus KPI

1. Pegawai memenuhi standar kompetensi (Kompetensi 40%)

2. Pegawal mengikuti dikiat/ pefatihan |Rompetens 400)

3. Penyusunan SKP tepat waktu (Kinerja 30%)

4. Pegawai memenuhi kualifikasi pendidikan/jabatan (Kualifilazi
25%)

5. Kepatuhan disiplin (Disiplin 5%)

| Mama KPI

Hilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan Kerja
adilan

Derlinisi

mengukur efektivitas, efisiens!, dan kepatuban satuan kerja
pengadilan dalam melaksanakan anggaran tahun berjalan sesual
peraturan perundang-undangan. [KPA mencerminkan kemampuan
satuan kerja dalam menggunakan anggaran secara tepat,
akuntabel, dan profesional,

Formula Perhitungan

IKPA dihitung daril bobot komponen kinerfa anggaran dikurangi

_ | _dispensasi SPM,
_El_:l_ll.!.lﬁd-l'l digunakan Persentase (&)
Trend ! Polaritas Positif - semakin tinggl nilai IKPA, semakin baik kinerja pengelolaan
...... . anggaran.
Sasaran D_h_kur Terwujudnya Manajermen Peradilan yang transparan dan Profesional
Sumber Data - Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerfa (Triwulan / Tahunan)

= Laporan Keuangan dan Pertanggunglawaban

| Periode Pengambilan
Data

Setiap akhir tahun anggaran

Metode Pengambilan
Data

- Pengumpulan data dari Laporan Realisasi Anggaran (DIPA) dan
Laparan Keuangan
- Validas data oleh Bagian Keuangan/Pejabat Pengelola Kesangan

Freduens)

m%an dan Tahunan, dengan review triwulanan untuk monitoring internal
Threshold/ Ambandg

Kineria < 100% 100% | > 100%

Fenangguing Jawal

Ketua, Panitera dan Sekretaris

~ KPI Terkait 1. Kepatuhan terhadap presedur pengelolasn anggaran
2. Realisasi anggaran tepat vfallrfu dan sesuai Ia_rft;_.._ =
Kamus KPI
Nama KPI Milzi Kinerja Perencanaan Anggaran
Definisi Mengukur kemampuan satuan kerja menyusum rencana anggaran

tabunan yang realistls, akurat, dan sesual kebutuhan kegiatam..

Formula Perhitungan

Nilai dihitung dari kualitas dan ketepalan perencanaan anggaran.

Satuan digunakan

Persentase (%)

Trend [/ Folaritas

Positif - semakin tingg mikal, semakin balk perencanaan anggararn.




Lasaran Miukur

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang transparan dan Profesional

Surmber Data

- Dovumen REAKL
- DIPA { Revisi DIFA

Periode Pengambilan
Data

5etiap akhir tahun anggaran

Metode Pengambilan
Data

- Review Dokumen REA dan Alokasi Anggaran
- Validasi oleh Bagian Keuangan / Pejabat Pengelola Keuangan

Frokuens
Pemantauan dan g
Pelaporan
- Threshold/ Ambang = o
Kineria B < 100% 100% N > 100%
Penanggung Jawab | kewya, panitera dan Sekretaris
KPI Terkait 1. Menyusun RKAKL sesuai kebutuhan kegfatan
| 2, Perencansan Anggaran sesuai aturan yang berlaku
Kamus KPI
_ Nama KPI Nilai indikator Pengelolaan Aset (IPA) satuan kerja pengadilan
Definisi | Mengukur cfektivitas, efisiensi, dan kepatuhan satuan kerja dalam
mengelola aset negara, termasuk pencatatan, pemeliharaan,
PERgEUnaan, dar pelaporan secora akurat dan tepat wakiu.
Formula Perhitungan | Milai IPA dihitung dari kualitas pencatatan, pemeliharaan,

pengegunaan, dan pelaporan aset.

Satuan digunakan

Persentase (%)

Trend / Polaritas Positif - semakin tinggl rilal IPA, semakin balk pengelctaan aset,
Yasaran Dwikur ﬁ.-?wuju:iﬁra Marajemen Peradiian yang Lransoaran dan Profesional
Sumber Data - Bubu Inventaris / Daftar Aset Satuan Kerja

| Periode Pengambilan

- Laporan Pemeliharaan Aset
- Laporan Keuangan

Setiap akhir tahun anggaran

Data

| Metode FI!'I'IE,HI'EEI{IHI‘I - Review dan Verifikesi dokumen aset

| Data - Y¥alidasi oleh Bagian Umum / Pejabat Pengelola BMN

| Frekuensi

| Pemantauan dan Tahunarn, dengan review berkala untuk monitoring internal
Pelaporan

| Threshold/Ambang
Kinerin . - 100% 100% N > 100%

Penanggung Jawab

Ketua, Panitera, dan Sekretaris

KPI Terkait

1. Kepatuhan terhadap prosedur pengelolaan aset
L. asel yang tercatat, terpelihara, dan terlapor dengan benar
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CHECKLIST REVIU

Mo

Pernyataan

Format

Mekanisme
Penyusunan

Check List

1. Laporan Kinerja (LKj) telah merampilkan data

___penting P 2 P,
2. LKj telah menyajikan informasi targst kinerja

v

|

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja [P yang
memadai

4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung
informasi pada badan laporan

5. Laporan HKinerja (LKj) telah menampilkan data
penting P

6. LK) telah menyajikan informasi target kinerja

7. LKj telah menyajikan capaian kinerja P yang
memadai

8. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung
informasi pada badan laporan =
9. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan

10.Telah menyajikan akuntablitas keuangan

1. LKj IF disusun oleh unit kerja yang memiliki tusas

Fungsi untuk itu
. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung

| %Eﬁfn dala yang memadai
| 5. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan
| informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj

| 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan
data/informasi di setiap unit kerja

5. Datafinformasi kinerja yang disampaikan dalam LKj

teizh diyakini keandalannya -
&, Analisis/penjelasan dalam LK} telah diketahu! oleh
 unit kerja terkait

S SRSANA AR eSS

7, LKj IF bulanan merupakan gabungan partisipasi dari
dibawahnya.

Substans

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesual dengan
tujuansasaran dalam perjanjian kinerja

1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan
rencana strategis

3. Jika butir 1 dan 2 Jawabannya tidak, maka terdapat
penjeiasan yang memadai RN

4, lujuan/sasaran calam LK) telah sesual  dengan
tujuan/sasaran datam Indikator Kinerja .

3. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesual dengan
tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama

B, Jika butir 4 dan 3 jawabannya tidak, maka terdapat
penjelasan yang memadai

| 7. Telah terdapat perbandingan cata Kinerja dengan
| tehun lalu, standar nasional dan sebagainya yang
bermanfaat

| 8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuans sasaran

9. lika “tidak™ telah terdapat penjelasan yang memadai

| 10.1KL dan ik Lelah SWART

clel e |e| <l g S|

-
e

Ghesafagnanto Hutomo, S.H. Garin Purna

Hamlea, 74 Februari 2026

Fereviu Il
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PENGADILAN NEGERI NAMLEA
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

NOMOR : 91.a/KPN.W27-U6/SK.KP3.4/X /2025

TENTANG

REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA

g

iy,

a. babwa dalam mngka melsksanakean Peraturan Menteri
Megara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Relormasi
Hirokrasi Nomor 53 Tabun 2004 tentang Peiunjuk Teknis
Pejanjian Kinetja, Pelaporan Kincrja dan Tata Cama
Heviu  Laporan  Kinerjn  Instansi  Pemerintah  puna
memberikan kevakinan mengenai akurasi, keandaian
ity Keabsaluin dalaf inlormosi kioeje vang beckunlilosg

b babwa mercka vang nmamamya  tercantum  dalam
keputusan ind dipandang cakap dan mampu untuk
melnksanakan tugas ind;

£, Perubmban Suril Beputusan Pembentukan Tim
Pepvusun  Iidikator  Kineria Utama dikarenakan
perubahan Pola Promaesi dan Mutasi Hakim Peogadilan
Megeri di Lingkungan Peradilan Umum dan berdasarkan
Surnt Keputusan Dircktur Jenderal Badan Peradilan
Linaame 1096 U SRR L3I 2025 tanggal 04 Juli
20025,

tl. babiwa berdasarkan pertim beasgan schapaimana
dimaksud dalam hurul b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Keputusan  Kelua Peogaditan Negeri Namlea wentang
Pembentukan T Fenyusun Laporan Kinegae Instansi
Pemerintah (LEjIP) Tahun 2025,

Undang-Umlang Kl Nomor 14 Tahun 1983 1entang
Mahkamah Agung sehagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Apung;

Unidnng-Undang Nomaor 48 tahun 2000 tentang Kelkvasann
Kehakiman;

Undang-Lindang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang
Peradiban Uimium;

Persturan  Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tenlang
Pekiporan Keusngan dan Kinerg Instans) Pemerintah:
Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2010 (eniang Grnd
Mesign Reformasi Birokrasi;

Permturan Presiden Nomer 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitns Kinerja Instansi Pemerintah {SAKIP);
Peraturan  Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
V25 2029:



Meneiaplkan

Perinma

5 4 LT

Koetiga

I e ernpand

B, Portucan Mabhkamah Agung Bl Nomor 7 Tehun 2005
iwnuing Organisasi dan Tata Kerin Kepaniteraan dan
heschrctariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah  Agung
Mamior 4 Tahun 2018 temang Perubahan Kedis atas
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 lenfang

Urgnnisa=si doan Toa Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretarintan Permdilan:

9. Femturnn Menteri Neparm Pendayagunaan Aparatur Negam
Nomor PERF20/M.PAN/LLF2008 Tahun 2008 teniang
Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

L Persturan Menieri Negars Peadavagunaan Aparotur Negarm
din Reformasi Hirokeasi Nomor 53 tahun 2014 £ ST
Petunjuk Teknis Pedanjian Kinerja, Pelapomn Kinerjfa Dan
Totie Carrst Foviu Mo Laporan Kitnesn Inistanmsd I"l_-l.:l.-l,,'.liul.u.lli

11 Peratuian Menteri Negara Pendayvagunann Aparatur Megnr
elsin. Helormasi Hiokeasi Nomor 12 tabun 2015 TR
Pedoman Bvaluasi Alas Implementasi Sisten Akunolal s
Kinevjn lnstanst Pemeriniah;

L2 Surit Sckretaris Mahkamah Agung ®1 Nomor 93378EK
JOTOL3/10/207F  ianpgal 249 Oldober 2017  ientang
Review Indilator Kinegja Utamas (IKU) Pepgadilan Tingka
Handing dan Pengadilan Tingkat Pertama;

MEMUTUSHAN
HEPUTUSAN EKETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA
TENTANG REVIS] PEMBENTUKAN TIM PENVUSUN LAPORAN
HINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LEjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN NEGERI NAMLEA
Membentuk  Tim Peoyusan Laporan Kinesgs lostacrsi
Pemerintah  [LKF] Pengadilan Negeri Namlea iahon 200249,
dengan susunan sebagaimann wereantum dalnm Lompiran 1o
merupalaan baginn vang tulonk ferpisnhlaon daord keopruetviamny dnd.
Tim Penyuson Molaksanakan Tugas Sesuni Arshan Ketun dan
Panitern/ Sckretoris Pengadiban Neperd Namibea,
abwwn Burnt Keputusan Keluoe  Pengadilten Megerd Mamica
Nomar HYOEFM WY - UG SR A 1) 2035 fentang
Pembentukan Tim Penyvusun Laporan Kinern Instansi
Pemerintnh (LK padn Pengadilan Meged Moambea dinyats koo

telak Boerlaku el seink ditetonkanmva St Keodassan ni:
Keput usan i mulai berlako sejak temgpal oi evapkan, dengan
ketenlian apabila dikemudian han erdapatl kekelimaan akin
diperbpiki sclbeigainima mesiinyv.

DITETAPKAN DI : NAMLEA

PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2025
HETUA,

p. oo om |
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI NAMLEA
NOMOR : 91.a/KPN. W27-U6 /SK.KP3.4/X /2025

TANGGAL : 1 OKTOBER 2025

TENTANG : REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA

PEMERINTAH (LEjIP) PENGADILAN

REVISI PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN HINERJA INSTANESI PEMERINTAH (LEIP)

PENGADILAN NEGERI NAMLEA TAHUN 2025

Persinggung Jawah
Koordinator Validasi Data
ket |

Ketua 2
Sekretnriat

Angposta

Tim Pereviu Laporan Kinerja

Hairuddin Tomu, S.H., M.H

Tmanmidl Yakin, S.H

Yonri O Batock, S.Kom

Hendrma Kesnulva, 8.4

L,
2.
.

Agh samallo, 5.H
Nike Gaspersz, S AP
Meidivanio, S.E., 8.1

Allredo 5, Titaheluw, S.H

. Etly J. Lessil, S.H

- Hilda Rachel Peca, 5.E. 8.1
- Glwsa Agnanto Hulomo, S.H
arin Murna Sanjava, S.H

 Anggn 'ratamta, S.H

DITETAPKAN DI : NAMLEA

PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 2025
KETUA




